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“The fact is, there are only two qualities in the world:
efficiency and inefficiency,
and only twa sorts of people:
the efficient and the inefficient.”

Broadbent, from John Bull’s Other Island Act IV
by Geotge Bernard Shaw
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ABSTRAK

Nama :  Muhammad Manar Barmawi
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Analisis Efisiensi Pemerintah Daerah Menggunakan

Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)

Dengan latar belakang sumber daya yang semakin terbatas, peningkatan defisit
nasional, dan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi yang belum efektif,
menyebabkan efisiensi merupakan hal mutlak yang seharusnya dimiliki oleh
setiap unit pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Penelitian int bertujuan
untuk memetakan efisiensi pemerintah daerah menggunakan pendekatan DEA.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat lima belas provinsi yang efisien.
Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan pemerintah daerah yang efisien yang
telah dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sedangkan
tiga belas provinsi efisien lainnya dan delapan belas provinsi yang tidak efisien
masih memiliki tingkat produktifitas yang rendah. Untuk meningkatkan
efisiensinya, provinsi yang tidak efisien dapat melakukan pengurangan belanja
atau peningkatan tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, IPM
dan rasio penduduk bekerja serta penurunan rasio penduduk miskin. Dan untuk
meningkatkan produktifitas, diperlukan pengembangan kemampuan manajerial
dan peningkatan kapasitas. Skor efisiensi yang tinggi cenderung dicapai oleh
provinsi dengan total belanja per kapita yang rendah.

Kata kunci:
Efisiensi, pemerintah daerah, DEA
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ABSTRACT

Name :  Muhammad Manar Barmawi
Study Program : Magister Accounting
Title : Local Government Efficiency Analysis Using Data

Envelopment Analysis (DEA) Approach

Efficiency must be practiced by all of government institutions, including the local
governments, as resources decreasing, national deficit increasing, and
decentralization implemented ineffectively. The purpose of this research 1s to
provide local government efficiency map using Data Envelopment Analysis
{DEA). Province of West Java and Banten is efficient local governments which
has managed their resources optimally. Thirteen other efficient provinces and
eighteen other inefficient provinces have lower productivity. These inefficient
provinces could improve their efficiency by reducing their total expenditure or
improving their financial independency, economic growth, HDI, working people
ratio and decreasing their poor people ratio. And they need also managerial
improvement and capacity building to improve their productivity. Provinces with
lower total expenditure per capita tend to reach higher efficiency score.

Key words:
Efficiency, local government, DEA
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BAB 1
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu isu penting terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan pasca reformasi yang masih terus bergulir
dan mengalami berbagai penyempurnaan hingga saat ini. Secara teoritis
otonomi daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk mendekatkan pemerintah
dengan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
rangka mencapai kesejahteraan sebagai tujuan akhir (Hirawan, 2007, hal 2).
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004)
tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing.

Namun pada kenyataannya, beberapa penelitian mengungkapkan kondisi
yang berbeda.' Dan disamping hal tersebut, sampai sejauh ini belum ada.
analisis yang melihat kinerja pemerintahan secara komprehensif. Sehingga
dalam tataran nasional, Presiden sebagai kepala pemerintahan belum dapat
memperoleh gambaran menyeluruh atas capaian kinepja setiap unit
pemerintahan, baik dalam lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintahan
daerah. Dari sudut pandang perencanaan stratejik. deskripsi yang
komprehensif tersebut sangat diperlukan untuk merumuskan berbagai
kebijakan dan strategi pembangunan yang efektif.

Apabila dikaitkan dengan rumusan tujuan pengawvasan intern secara umum
menurut  Standar Audit APIP, yaitu mendorong terwyjudnya good
governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan vang cfektid,
cfisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi,

kolusi. dan nepotisme. maka sudah menjadi tugas APIP sebagai inrernal

" Lihat Usman, Sinaga, dan Siregar: Aritenang; dan Hirawan (2007). Namun, ada beberapa daerah
tertentu  yang berhasil membawa inovasi dalam meningkatkan pelayznan publik. Ulasan tersebut
dapat dilihat dalam artikel 9 Bintang Dacrah yang dinuat pada Majalah Tempo Edisi Khusus Hari
Kemerdekaan tanggal 17-23 Agustus 2609,
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1.2.

consultant’ pemerintah untuk dapat menyediakan informasi tersebut. Selain
itu, hasil pengawasan intern lebih berupa rekomendasi dan tindakan
perbaikan untuk meniadakan/memperkecil inefisiensi dan mendorong
keberhasilan organisasi/perusahaan/instansi, dimana fungsi pengawasan
internal idealnya adalah early warning system (BPKP, 2010, hal. 17).
Permasalahan Penelitian

Resources scarcity merupakan kelaziman yang dialami oleh setiap individu
di dunia ini. Begitu pula halnya negara sebagai sebuah organisasi raksasa
tempat berkumpulnya individu yang saling mengikat diri berdasarkan
berbagai kesamaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, maka dalam hal
int negara memiliki keterbatasan sumber daya untuk membiayai jalannya
roda pemerintahan.

Dari sudut pandang ketahanan fiskal, meskipun Indonesia masih sustainable®,
namun dalam  beberapa periode ke depan pemerintah memiliki
kecenderungan untuk mengalami defisit yang cukup signifikan. Sebagai
konsekuensinya, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cuku.p besar
untuk menutupi defisit tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah
telah menyusun langkah-langkah yang diperlukan, misalnya melahii paket
perundang-undangan reformasi keuangan negara yang dilandasi oleh public
expenditure management (PEM).

Tujuan dari PEM yang melandasi paket perundang-undangan reformasi
keuangan negara adalah penerapan fiscal discipline, allocative efficiency
dalam tataran nasional, dan pelaksanaan manajemen operasi yang baik pada
setiap unit pemerintahan, yang terdiri dari efisiensi dan efckltifitas {(Schiavo-
Campo and Tomasi, hal. 3). Sehingga, dalam hal ini efisienst merupakan hal
mutlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap unit pemerintahan. Namun,
sejauh im beflum ada informasi yang memadal dan komprehensif tentang
capaian efisiensi di lingkungan pemerintah. baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

 Lampiran Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret
2008 teatang Standar Audit APIP-Pengeriian Pengawasan Intern.

7 Lihat Waluyo (2003) dan (2008), Mark (2003), dan Barmawi (2009), meskipun menurut Ulfa
(2003) dan Hanni (2006) Indonesia berada dalam kendisi unsustainable.
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1.3.

1.4.

Dengan efisiensi pemerintah daerah sebagai fokus penelitian, rumusan

permasalahan yang di analisis adalah:

a. Pemerintah daerah mana sajakah yang efisien? Variabel apa sajakah yang
berkontribusi terhadap pencapaian tersebut?

b. Pemerintah daerah mana sajakah yang termasuk ke dalam kelompok yang
tidak efisien? Variabel apa sajakah yang menyebabkan ketidakefisienan
tersebut? Bagaimanakah cara untuk memperbaikinya?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pemerintah daerah yang efisien
dan yang tidak efisien beserta analisis fentang berbagai variabel input
maupun output yang mempengaruhinya. Hasil analisis ini diharapkan dapat
memberikan kontribust kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dalam
rangka melakukan perbaikan pada periode berikutnya. Dan selain itu, dalam
perspektif keuangan negara, metode analisis efisiensi ini diharapkan dapat
memberikan masukan dalam pengembangan sistem informasi yang memadai
bagi Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam mengendalikan roda
pemerintahan secara nasional. |

Manfaat Penclitian

Beberapa manfaat hasil analisis efisiensi bagi pengambil kebijakan di sektor

pemerintahan antara lain dalam rangka:

a. Mengetahui kinerja (efisiensi) pemerintah daerah secara menyeluruh
dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara simultan.

b. Menyusun prioritas kebijakan dan strategi yang diperfukan untuk
memperbaiki kinerja pemerintah dacrah yang tidak efisien.

c. Mendorong terwujudnya pcmerintahan yang efisien melalui penerapan
sistem reward-punishment kepada pemerintah derah melalui alat penilaian
yang relatif fair dan refiable.

d. Mengembangkan lebih jauh mectode analisis mi ke dalam lingkup yang
lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

Sistematika Penclitian

Penelitian disajikan ke dalam bab-bab sebagai berikut:
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Bab | Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul,
perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penelitian.

Bab 2 Landasan Teori, menjelaskan tentang konsep otonomi daerah, konsep
efisiensi, pengukuran efisiensi di sektor publik, penelitian sebelumnya dan
terakhir diuraikan mengenai kerangka konseptual yang dijadikan sebagai
dasar analisis.

Bab 3 Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang tahapan beserta metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang berisi uraian mengenai
populasi dan sampel, DEA, model penelitian, uji model penelitian,
operasionalisasi variabel penelitian, pengumpulan data penelitian, dan teknik
tabulasi data penelitian.

Bab 4 Analisis Efisiensi Pemerintah Daerah Menggunakan DEA,
menjelaskan tentang pembahasan penelitian dalam rangka menjawab
pertanyaan penelitian, yang menguraikan deskripsi data penelitian, uji model
penelitian dan analisis efisiensi pemerintah daerah.

Bab 5 Kesimpulan, menjelaskan tentang hasil penelitian berupa kesimpulan,
implikasi, rekomendasi dan saran dari analisis pada bab sebelumnya. Pada

bagian terakhir berisi uraian tenlang keterbatasan penelitian.
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BAB2
LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan istilah yang mulai marak sebagai topik hangat
yang diperbincangkan di masyarakat pada masa reformasi. Setelah sekian
lama terkungkung dalam tatanan pemerintahan yang sentralistik, banyak
pihak mulai menuntut hak-haknya yang menurut mereka belum dipenuhi.
Salah satunya adalah pemerintah daerah yang selama lebih dan tiga puluh
tahun berada dalam pengendalian yang kuat oleh pusat. Hingga akhirnya
kebijakan desentralisast diperkenalkan pada tahun 1999 melalui UU Nomor
22 Tahun 1999 tentang Peinerintahan Daerah (UU22/1999) dan UU Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (UU 25/1999).
Tanzi (2002) menyatakan bahwa otonomi daerah mermpakan alat/instrumen
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif.
Dan Dillinger (1994) menyimpulkan bahwa munculnya kebijakan ini dipicu
oleh upaya untuk memperoleh layanan publik yang lebih baik (Hirawan,
2007, hal.3). Selain itu, kebijakan dipandang sebagai sarana untuk
meningkatkan kompetisi diantara pemerintah daerah yang oleh Tiebout
dianggap dapat mewujudkan keseimbangan Pareto (Suhendra dan Amir,
2006, hal. 3-4). Sehingga pada akhirnya dapat diwujudkan masyarakat yang
sejahtera melalui peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah (UU
32/2004 Pasal 2 ayat 3).
Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan tujuan dari
pembangunan nasional scbagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1943
atinea V. Datam konteks pembangunan daerah. Kuncoro (2004, hal. 114)
menyatakan berdasarkan survei litcratur. beberapa sasaran fundamental
pembangunan daeral adalah:
a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Meningkatkan pendapatan per kapita.

c. Mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
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Dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera tersebut pemerintah
telah menetapkan UU nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang akan dilaksanakan
secara periodik melalul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) untuk periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
untuk periode satu tahunan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus
dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan oleh seluruh
penyelenggara pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, UU
32/2004 pasal 150 angka 3 menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah
diharuskan untuk menyusun RPJP Daerah (RPJPD) dan RPJM Daerah
(RPJMD) dengan mengacu kepada PRJPN dan memperhatikan RPJMN.
Dan selanjutnya dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum anggaran (KUA).

Guna menjamin dipenuhinya hak masyarakat untuk menerima suatu
pelayanan dasar pada mutu tertentu (UU 32/2004 Pasal 11 Ayat (4)), maka
ditetapkanlah Standar -Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2005. SPM merupakan indikator
capaian dari urusan wajib daerah (PP 38/2007), antara lain jenis pelayanan
publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dan rencana pencapaian SPM tersebut
harus dituangkan ke dalam dokumen perencanaan strategis pembangunan
daerah tersebut,

Penyusunan SPM melibatkan masing-masing menteri/pimpinan lembaga dan
tim konsultasi. Sampai dengan tahun 2009, sudah terdapat beberapa
kementerian/lembaga yang telah menyusun SPM, antara lain: SPM
Kesehatan (Kepmenkes No 1457 Tahun 2004, diperbaharui Permenkes No
741/2008): SPM Pendidikan (Kepmendiknas No 129a/2004); SPM
Lingkungan Hidup (KepmenLH No 197 Tahun 2004); SPM Pemberdayaan
Perempuan (SK MenegPP 23/2001); SPM Bidang Lingkungan Hidup
(PermenLH No 19/2008); SPM Bidang Sosial (Permensos No. 129/2008);
SPM Bidang Perumahan (Permennegpera No. 22/2008) ; SPM Bidang
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2.2,

Pemerintahan Dalam  Negeri (Permendagri  No. 62/2008).
Dari dokumen perencanaan strategis pembangunan nasional, terdapat
beberapa indikator pembangunan, baik sosial maupun ekonomi, yang
hendak dicapai, antara lain yaitu terwujudnya perekonomian yang mampu
menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta
memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan (visi ke-
3 dari RPJMN 2004-2009). Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut antara lain
ke dalam misi ke-3 berupa mewujudkan Indonesia yang sejahtera.’ Dan
dalam rangka mewujudkan misi ke-3 ini telah ditetapkan lima sasaran
pokok, diantaranya menurunnya jumlah penduduk miskin, berkurangnya
kesenjangan antar wilayah, dan meningkatnya kualitas manusia yang
menyeluruh (Bappenas, 2009, hal. 3 dan 5).

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan mekanisme penyerahan
urusan pemerintahan beserta penyaluran dana yang diperlukan. Penyerahan
wewenang tersebut dilakukan dalam beberapa cara, yaitu dekonsentrasi,
tugas pembantuan dan perimbangan keuangan (UU 32/2004 pasal 1 angka
8,9, dan 13). Dan setiap urusan yang diserahkan kepada pemerintahan
daerah disertai dengan dama yang diperlukan untuk melaksanakannya
(money follows function). Setiap jenis belanja yang dianggarkan harus
memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi
dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Pasal 39 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan istilah yang seringkali digunakan secara bergantian
dengan efektifitas dan produkiifitas. Efektifitas merupakan kemampuan
organisasi dalam mencapal sasaran dan tuyjuan vang telah ditentukan
sebelumnya (do the right job). Produktifitas secara umum diartikan sebagai

perbandingan antara output dengan input. Sedangkan cfisiensi merupakan

¥ Definisi sejahtera disini adalah keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan
yang berkecukupan atau tidak kekurangan, baik secara materi maupun rohani (Bappenas, 2009,

hal.3)
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kemampuan organisast untuk menghasilkan output dari sejumlah input
tertentu (do the job right) (Sowlati, 2001, hal, 11).°

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri
13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 37
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 angka 2 menyebutkan
kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur.

Menurut Penjelasan Pasal 11 UU 32/2004, efisiensi adalah perbandingan
tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Permendagri
~ 13/2006 Pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa efisiensi adalah pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu ataw penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Senada dengan hal
tersebut, Mardiasmo (2006, hal.4) mendefinisikan efisiensi sebagai
pencapaian output maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input
yang terendah untuk mencapai output tertentu.

Sedangkan pengeriian efisiensi menurut pésal | angka 20 Peraturap
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mendeskripsikan efisiensi
sebagai derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu
program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
Dalam konteks pengukuran efisiensi suatu organisasi Cooper, Seiford, and
Tone (2007, hal. 45) mendefinisikan efisiensi menggunakan konsep efisiensi
Pareto sebagai kondisi dimana “... if and only if it is not possible (o improve
any inpui or outpul without \worsening some other input or output.”

Dengan didasari oleh konsep yang sama, Kurnia (2003, hal.3) mengaitkan
konsep cfisiensi dengan konteks pengeluaran belanja daerab sebagai suatu

kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya vang dilakukan

* Penggunaan istilah efisiensi dan Kinerja dalam beberapa yang literatur terkait pengukuran
efisiensi menggunakan DEA seringkali digunakan secara bergantian, begitu pula dalam penelitian
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mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi
pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang
dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan
masyarakat yang paling optimal.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian
umum dari efisiensi adalah perbandingan antara input yang digunakan

dengan output yang dihasilkan, sebagai berikut:
eftsiensi = output/input 2.1

Selain itu dalam konteks pemerintah daerah, efisiensi diukur melalui tingkat
kesejahteraan masyarakat yang dicapal melalui belanja pemerintah daerah.

Coelli (1996, hal.4) menjelaskan bahwa kategorisasi efisiensi menurut
konsep yang diajukan oleh Farrel (1957) terdiri dari technical efficiency
(TE)} dan allocative efficiency (AE). Konsep tersebut menyatakan bahwa
kombinasi dari kedua efisiensi tersebut dapat digunakan untuk mengukur

efisiensi ekonomt dari suatu organisasi, sebagai berikut:
EE=TE x AE : (2.2)

dimana EE adalah economic eﬂicr’enc"y, TE adalah rechrical efficiency dan
AE adalah allocative efficiency. TE diukur dari jumlah output yang
dihasilkan oleh .sejumlah input tertentu tanpa dipengaruhi oleh informasi
tentang harga input. Sedangkan AE mengukur kemampuan organisasi untuk
menggunakan input yang dimilikinya dalam proporsi yang optimal pada
tingkat harga input tertentu. Dalam konteks pemerintahan, Kurnia (2006)
menyebutkan bahwa efisienst alokasi adalah efisiensi yang menyangkut
kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat. Mengingat
preferensi masyarakat merupakan suatu hal yang sulit untuk didefinisikan,
maka penelitian ini difokuskan pada pengukuran TE dari pemerintah daerah.
Cooper, Sciford. and Tone (2007, hal.152) mengelompokkan TE menjadi
global technical efficiency (TE) dan local pure technical efficiency (PTE).
dimana TE dapat didekomposisi menjadi PTE dan SE sebagai berikut:

TE=PTE x SE 2.3)
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dimana TE adalah global technical efficiency, PTE adalah local pure
technical efficiency, dan SE adalah scale efficiency.

TE adalah sebagaimana pengertian efsiensi teknis secara umum. Sedangkan
PTE merupakan efisiensi teknis yang dipengaruhi kemampuan manajerial
diluar kapasitas produksi (SE) organisasi tersebut.

Mardiasmo (20022) menggambarkan TE dan dekomposisinya sebagai
berikut:

6
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8 p =3 » 58 » B E » =
= 2 8 W@ = Qo
c. Fom
Gambar 2.1.

Efisiensi Teknis dan Dekomposisinya
Sumber: Mardiasmo (2006, hal 8}

Dalam pengukuran kinerja valite for money terdapat dua kategori efisiensi
yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. ¢ Efisiensi alokasi
terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumbar daya input pada
tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan
mendayagunakan sumber daya input pada tingkal output tertentu
{(Mardiasmo, 2006, 11:11.8).?

Dalam konteks pemerintah daerah, SE terkait dengan ukuran suvatu
pemerintah daerah, dimana SE yang rendah dapat disebabkan oleh terlalu
besarnya jumlah penduduk dan penyerapan sumber daya Halkos and

Tzeremes (2005, hal. 13-14).

¢ Meskipun serupa dengan sebutan alfocarive efficiency (AE), namun pengertian efisiensi alokasi
disini lebih tepat dipersamakan dengan pengertian SE, karena adanya unsur fungsi produksi dan
kapasitas yang tersedia. Lihat uraian tentang konsep DEA pada bagian selanjutnya.

" Efisiensi | merupakan SE dan efisiensi 2 merupakan TE. Ulasan menarik tentang aplikasi SE
terdapat dalam Hanneson (2003} dan Guyader and Daures (2005).
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2.3. Pengukuran Efisiensi

Worthington (2001) menyebutkan lima pendekatan yang digunakan dalam

melakukan analisis terhadap efisiensi sektor publik, yaitu (Westhuizen and

Dollery, 2009, hal.7):

a. Least squares econometric production models
Dikembangkan pertama kali oleh Afriat (1972) dan selanjutnya
dikembangkan oleh Richmond (1974) dan Greene (1980a). Model
pendekatan ini menggunakan teknik statistika dalam mengestimasi
Jfrontier, yang memiliki simpangan dengan rata-rata tengah nol dan
memenuhi asumsi ordinary least square (OLS). Frontier diestimasi
menggunakan corrected OLS (COLS) atau dengan menggunakan teknik
maximum likelihood. Teknik terakhir memiliki tingkat kesulitan
tersendiri terkait ketergantungan parameter yang diestimasi terhadap
distribusi tertentu yang diasumsikan untuk simpangan dan penentuan
distribusi untuk simpangan tersebut dapat digunakan. Selain itu terdapat
kejangpalan dimana secara implisit inefisiensi teknis ditentukan
semata-mata oleh pemenuhan asumsi/persyaratan statistik.
Secara umum, keuntungan utama dari pendekatan ini adalah hasil
analisis yang dapat diuji kelayakannya secara statistik. Sedangkan
kelemahannya adalah diperlukannya bentuk fungsional tertentu dan
semua penyimpangan dari fronfier dikategorikan sebagai inefisiensi
teknis (Witono, 1998, hal.494).

b. Deterministic frontier approach
Pendekatan in1 dikembangan oleh Aigner and Chu (1968) melalui
spesifikasi fungsi produksi frontier homogen Cobb-Douglas yang
mensyaratkan semua observasi berada atau di bawah frontier.
Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh Forsund and Hjalmarsson
(1979) dengan melonggarkan batasan asumsi spesifikast Cobb-Douglas
yang homogen.
Keuntungan utama dant pendekatan ini adalah kemampuan dalam
mengkarakterisasi teknologi frontier dalam bentuk matematis/fungsional

sederhana. Selain itu pendekatan ini mampu untuk mengakomodasi non-
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constant returns fo scale. Sedangkan kelemahan utama pendekatan ini
adalah bersifat deterministik sehingga tidak memungkinkan adanya noise
dan dugaan yang dihasilkan tidak memiliki properti statistika, dan sukar
diterapkan untuk organisasi/unit yang memiliki output lebih dari satu
(Witono, 1998, hal.493).

. Stochastic frontier approach (SFA)

Pendekatan ini diperkenalkan pertama kali oleh Aigner et. al. (1977) dan
Meusen and van den Brock (1977), dan kemudian dikembangkan oleh
Schmidt and Lovell (1980) dan Jondrow et. al. (1982). SFA
mengasumsikan bahwa output dibatasi dari atas oleh suatu fungsi
produksi stokastik yang dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar
kendali pengelola.

Keunggulan pendekatan ini adalah dilibatkannya disturbance term yang
mewakili gangguan, kesalahan pengukuran dan kejutan eksogen yang
berada diluar kontrol organisasi. Sedangkan kelemahannya adalah
teknologi yang dianalisis harus digambarkan oleh struktur yang cukup
rumit/besar, distribusi dari simpangan satu-sisi harus dispesifikasi
sebelum mengestimasi model, struktur tambahan harus dikenakan
terhadap distribusi inefisiensi teknis dan sulit diterapkan untuk
organisasi yang memiliki lebih dari satu output (Witono, 1998, hal.495).
. Free disposal hull aproach (FDH)

Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Deprins, Simar and
Tulkens (1984). Efisiensi diukur melalui tingkat dominansi kinerja
antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Organisasi yang efisien
adalah organisasi yang independently efficient yang terletak daiam
production possibility frontier (PPI).

Pengukuran efistensi berdasarkan perbandingan kombinasi input dan
output aktual (bukan dart sudut pandang hipotetis) merupakan
keunggulan FDH. Sedangkan kelemahannya adalah sensitif terhadap
oullier dan udak berlakunya alat inferensi statistika (Moesen and

Persoon, 2002, hal.405).
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e. Data envelopment analysis (DEA)
DEA merupakan pengembangan konsep pengukuran efisiensi yang
diajukan oleh Farrel (1957). Pengembangan tersebut dilakukan pertama
kali oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes (1978). Prinsip DEA adalah
mengukur efisiensi dengan membandingkan secara simultan input dan
output dari suatu organisasi. Keunggulan utama dari pendekatan ini
adalah kemampuannya dalam mengukur efisiensi secara simultan dari
berbagai input dan output tanpa memerlukan asumsi fungsional.
Sedangkan kelemahannya adalah sensitif terhadap data outl/ier dan tidak
memperhitungkan adanya error term.
Tiga pendekatan pertama di atas merupakan pendekatan parametrik dan dua
pendekatan berikutnya merupakan pendekatan non parametrik. Dan
pendekatan-pendekatan tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan
kelemahan, lantas, pendekatan manakah yang paling sesuai dengan
penelitian ini?
Seiford and Thrall (1990, hal.28) mengajukan beberapa argumen tentang
ketidaksesuaian penggunaan pendekatan parametrik untuk mengukur
efisiensi,”a regresion approach has a number of weaknesses: it only gives
residuals, (forces a line) through (producrfanl resulis) usually not in the data
set, does not readily yield a summary judgement on efficiency, its ability to
identify sources of innefficiency is veak, is influenced by ouiliers, fits a
Junciion on the basis of average behavior.” Sedangkan menurut Lewin and
Lovell (1990, hal.3) menyatakan bahwa pendekatan non parametrik,”geared
toward the managerial implications of efficiency measurements, particularly
in the public sector where output prices often cannot be specified” (Gupta,
Honjo, and Verhoeven, 1997, hal.14).
Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pendekatan
yang akan digunakan dalam mengukur eflisiensi suatu organisasi adalah
kegunaan atau sasaran dari studi yang akan dilakukan (Witono,1999,
hal.496). Sumicsid AB (2002) daiam Grammeltvedt (hal. 3) mengungkapkan
adanya trade-off antara pendekatan parametrik dengan non parametrik, yaitu

risiko adanya kesalahan spesifikasi (misalnya dalam pendekatan COLS dan
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SFA) atau risiko kesalahan data (DEA). Menurutnya risiko yang pertama
menjadi lebih penting dibandingkan dengan risiko yang kedua apabila hasil
penelitian/analisis digunakan sebagai sarana untuk mendorong motivasi dan
koordinasi. Sedangkan risiko kesalahan data menjadi lebih penting ketika
hasilnya digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pembandingan
(benchmarking). Sehingga dalam konteks sektor publik penggunaan
pendekatan non parametrik untuk menganalisis efisiensi lebih memadai
dibandingkan dengan pendekatan parametrik.

Sijpe and Rayp (2004, hal.1l) menganalisis keunggulan antara SFA
dibandingkan dengan DEA melalui referensi dari penelitian sebelumnya
dengan kesimpulan bahwa hanya dalam kasus dimana fungsi SFA mendekati
teknologi yang mendasari, maka DEA menghasilkan analisis yang lebih
unggul dibandingkan dengan SFA.

Hasil penelitian Banker, Chang and Cooper (1984) menyatakan bahwa
meskipun dalam terdapat ‘keberadaan  heteroskedastisitas, analisis
mengunakan pendekatan DEA menghastlkan hasil yang terbaik (Sijpe and
Rayp, 2004, hal.11).

Sedangkan Hadad, Santoso, Ilyas. dan Mardanugraha (2003, hal.14)
menyatakan bahwa baik pendekatan ekonometri (parametrik) maupun DEA
akan menghasitkan ukuran efisiensi yang mirip jika datanya cukup lengkap
dan akurat.

Banker et. al (1988) dalam Worthington mengungkapkan bahwa apabila
dibandingkan dengan pendekatan parametrik yang paiing fleksibel
sekalipun, batas produksi limer yang dirumuskan menggunakan pendekatan
DEA memiliki fleksibilitas yang lebih dalam memperkirakan batas produksi
sesungguhnya.

Post (1999) mengungkapkan bahwa model DEA BCC memiliki finite
sample properties yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan FDEH
(Sijpe and Rayp, 2004, hal.12).

Dalam realita, dari beberapa pendekatan tersebut, DEA merupakan
pendekatan yang sering digunakan oleh para peneliti di berbagai belahan

dunia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Worthington and Dollery
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(2002),” The use of DEA as a technique for measuring the efficiency of
government service delivery is now relatively well established in Australia
and several other advanced countries.” Dan, DEA sebagai alat analisis
kinerja telah berkembang menjadi alat analisis kinerja standar pertama yang
diakui secara internasional dan telah diterima secara luas di Amerika Serikat
{Holzer, et. al., 2009, hal. 12).

Worthington memberikan dua alasan tentang dominasi DEA dalam
pengukuran efisiensi. Alasan pertama adalah dari sudut pandang teoritis
DEA memberikan kebebasan subtansial tentang spesifikasi input dan output
dan hubungan produksi/fungsi diantara keduanya. Dan sebagai alasan kedua
adalah keleluasaan dalam penggunaan berbagai jenis data. Hal-hal tersebut
memberikan fleksibilitas yang lebih untuk menentukan batas produksi
sesungguhnya apabila dibandingkan dengan pendekatan parametrik yang
paling fleksibel sekalipun.

Sedangkan Westhuizen and Dollery (2009, hal.7) memberikan argumen
bahwa preferenst penggunaan pendekatan DEA untuk mengukur efisiensi
relatif dari organisasi yang berstruktur rumit dalam lingkungan yang rumit
pula adalah karena kemampuannya dalam menganalisis multiple output dari
beberapa/banyak organisasi, terutama ketika batasan-batasan yang
mempengaruhi perilaku dari organisasi tersebut masih belum jelas.

So, Kim, Cho, and Kim (2007, hal. 487) dan Afonso and Fernandes (2003,
hal.15} mengungkapkan preferensi pengukuran efisiensi menggunakan DEA
disebabkan oleh kemanipuannya dalam mempertimbangkan secara
menyeluruh berbagai sudut pandang melalui berbagai input dan output tanpa
rumusan pembobotan.

Cooper, Seiford, and Tone (2007) menekankan bahwa DEA yang
membedakannya dengan metode statistik tradisional adalah keunggulannya
dalam menyediakan data tentang unit yang memiliki kinerja terbaik,
sementara metode statistik tradisional hanya menyediakan sebatas data rata-
rata darl unit yang dianalisis Sedangkan menurut Sherman (1992)
perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menentukan best practice, unit

inefisien, jumlah penggunaan sumber daya berlebihan dari unit inefisten, dan
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jumlah kapasitas yang digunakan secara berlebihan (Kutvonen, 2007, hal.
28-29).

Terkait dengan pendekatan yang digunakan untuk mengukur
efisiensi/kinerja dalam lingkup pemerintahan di Indonesia, dalam Pedoman
Audit Kinerja Sektor Publik disebutkan tentang beberapa metode
pengukuran kinerja yang sedang dikembangkan di Indonesia, antara lain
Balanced Scorecard (BSC), Integrated Performance Management System
(IPMS), dan Program Logic (PL) (BPKP, 2010). Seluruh metode tersebut
memiliki keunggulan masing-masing, misalnya BSC yang andal diterapkan
untuk menganalisis kinerja svatu organisasi, IPMS bagi suatu program
(lintas organisasi), dan PL yang dapat menghubungkan indikator kinerja dari
input sampai dengan impact.

Namun, menurut peneliti pendekatan-pendekatan tersebut masih bérsifat
parsial dan belum menyediakan alat analisis yang Kkomprehensif.
Keterbatasan t.erscbut dapat dilengkapi oleh DEA, sebagaimana keunggulan
utama DEA yang terletak pada kemampuannya dalam mengukur
efisiensi/kinerja secara simultan dari beberapa/banyak organisasi. yang dapat
melengkapi alat analisis yang sudah ada.®

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian efisiensi terkait erat
dengan produktifitas dan kinerja, dimana istilah tersebut seringkali
digunakan secara bergantian. Secara teknis, efisiensi suatu organisasi
dipengaruhi oleh kemampuan teknis dari para pengambil keputusan
(manajer) dan kapasitas produksinya. Dan untuk memperoleh efisiensi yang
optimal diperlukan kombinasi vang optimal dari kedua faktor tersebut.
Metode DEA merupakan metode pengukuran efisiensi/kinerja yang sudah
diakui secara internasional dengan beberapa keunggulan dibandingkan
dengan pendekatan lamnya. Dalam kontcks pemerintahan di Indonesia.
keunggulan yang dimiliki DEA dapat digunakan untuk melengkapi

keterbatasan metode pengukuran efisiensi vang sudah dikembangkan.

* Misalnya Feroz, Kim, and Raab {2003) yang menyimpulkan bahwa DEA dapat melengkapi
analisis rasio, dimana DEA menyediakan pengukuran cfisiensi manajerial/operasional yang
konsisten dan andal. Contoh aplikasi DEA sebagai pelengkap terdapat dalam Lampiran 1.
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2.4, Penclitian Terdahulu

24.1.

Penelitian di Indonesia

Penelitian efisiensi pemerintah daerah di wilayah Republik Indonesia yang
dilakukan menggunakan pendekatan DEA masih relatif sedikit dilakukan.
Topik yang diteliti adalah kinerja pemerintah daerah yang diukur dari
beberapa sudut pandang. Sebayang (2005) membandingkan tingkat
eftsiensi 26 provinsi pada periode 1999-2002 dalam rangka mengukur
kinerja fiskal pasca krisis. Efisiensi diukur menggunakan model CCR
dengan tiga variabel input berupa dana alokasi umum (DAU), belanja
rutin, pengeluaran transportasi, dan dua variabel output berupa pajak dan
retribusi daerah. Hasil penelitian tersebut antara lain berupa kategorisasi
daerah yang merupakan potret kinerja kebtjakan fiskal dari 26 provinsi.
Pada periode penelitian tersebut terdapat kesenjangan kapaéitas‘ fiskal antar
daerah yang cukup tinggi, dimana sebagian besar (96,7%) provinsi tidak
mampu membiayai pengeluarannya. Selain itu, hanya dua provinsi (3,3%)
yang memiliki konsistensi efisiensi pada periode 1999-2000. Provinsi
Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang mampu membiayai
pengelnarannya dengan tingkat efisienst yang konsisten. Implikasi dari
penelitian ini adalah penerapan kebijakan yang sesuai dengan kondisi
masing-masing daerah tersebut.

Sedangkan Kurnia (2006) meneliti efisiensi dari 35 Kabupaten/kota di
Jawa Tcngah periode 2001-2002 menggunakan metode Free Disposable
Hull (FDH).? Penclitian menggunakan input tunggal berupa total belanja
dan output tunggal berupa Public Sector Performance (PSP). Simpulan
penelitian ini adalah besaran pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi
tingkat pencapaian angka indikator PSP dan tidak berkorelasi dengan
efisiensi dalam penggunaannya.

Dibandingkan dengan penelitian lainnya, Pertiwi (2007) melakukan
penelitian efisiensi dari 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah sccara lebih
spesifik dengan fokus pada sekior pendidikan dan sckior kesehatan.

Efisiensi pada sektor pendidikan diukur menggunakan input tunggal

2

FDH merupakan metode pengukuran cfisiensi non-parametrik yang sebagaimana DEA

menggunakan variabel input dan output sebagai dasar pengukuran efisiensi.
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berupa pengeluaran pendidikan dan dua variabel output berupa rata-rata
lama sekolah dan angka melek huruf. Hasil penelitian berupa peta efisiensi
menurut kabupaten/kota untuk tahun 1999 dan 2002, dengan simpulan
terdapat perbaikan kinerja pemerintah daerah antara periode sebelum
otonomi daerah dengan setelah otonomi daerah. Dan Kabupaten Salatiga
merupakan satu-satunya pemerintah kabupaten yang memiliki efisiensi
pada sektor pendidikan dan kesehatan periode 1999 dan 2002.

Yang membedakan antara Pertiwi (2007) dengan dua penelitian lainnya
adalah aspek manajerial berupa pengukuran efisiensi beserta faktor-faktor
yang dapat meningkatkan nilai efisiensi dari UPK yang belum mencapat
efisiensi maksimal. *° Informasi tersebut menjadikan peta efisiensi sebagai
salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan."” Salah satu
implikasi dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan monitoring secara
berkelanjutan terhadap kineria pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan kinerjanya.

Penelitian di Luar Negeri

Penelitian tentang efisicnsi pemerintah dengan lingkhp dan metode yang
lebih  beragam dilakukan di beberapa negara terulama di Eropa
(Lihat Lampiran 2). Lingkup penelitian meliputi pemerintahan lokal,
regional dan nasional menggunakan metode penelitian menggunakan
non-parametrik DEA yang dikombinasikan dengan metode lainnya seperti
regresi, model Tobits, Principal Component dnalysis (PCA) dan FDH.
Selain itu kombinasi antara satu atau beberapa input dengan satu atau
beberapa output yang cukup variatif digunakan untuk mcngukur efisiensi
dari sampel penelitian melalui satu atan beberapa tahapan. Penentuan
model penelitian  tersebut  ditentukan oleh kerangka pemikiran
masing-masing peneliti dengan memperhatikan karakteristik DEA sebagai

metode non-parametrik.

* Hal serupa juga disajikan oteh Madad, Santoso. Hyas, dan Mardanuaraha (2603) yang meneliti
efisiensi industri perbankan di Indonesia. Nilai efisiensi dapat ditingkatkan dengan pengurangan
input atau peningkatan output.

! Meskipun diperlukan kehati-hatian dalam melibat hasil analisis ini. (Norman, 1991 dalam
Sowlati, 2001, hal, 63; Ramanathan, 2003, hal. §76; Crawford, hal. 7; Cooper. Seiford, and Tone.,
2007, hal. Li6). Lihat pula bagian 4.2.3.
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Afonso and Fernandez (2005) melakukan penelitian terhadap 278
pemerintah daerah di Portugis periode 2001 menggunakan DEA model
BCC yang dikombinasikan dengan model Tobit untuk menjelaskan
peranan input non-diskresioner dalam capaian nilai efisiensi. Efisiensi
diukur dengan input tunggal berupa pengeluaran per kapita dan output
tunggal berupa Local Government Quiput Indicator (1LGOI). Simpulan
penelitian menyatakan bahwa 15 pemerintah daerah (5,4%) yang efisien
dan faktor non-diskresioner yang memiliki kontribusi positif dalam
meningkatkan efisiensi adalah tingkat pendidikan, daya beli per kapita dan
jarak geografis.

Susioloto and Loikkanen (2001), Halkos and Tzeremes (2005), dan
Kutvonen (2007) melakukan penelitian efisiensi pemerintah pada tataran
regional. Susioloto and Loikkanen (2001) melakukan penelitian terhadap
efisiensi ekonomis dari 83 pasar tenaga kerja (wilayah) di Finlandia
periode 1988-1999 menggunakan empat input dan dua output. Simpulan
dari penelitian ini adalah adanya penyebaran wilayah yang efisicn di
Finlandia dimana wilayah dengan skor cfisiensi rendah memiliki lokasi
terpencil dengan perkembangan ekonomi yang lemah. Dan nilai efisiensi
tersebut berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja
wilayah dan keseimbangan migrasi domestik dan berkorelasi negatif
dengan tingkat pengangguran.

Sedangkan penelitian terhadap pembangunan wvilayah oleh Halkos and
Tzeremes (2005) memberikan simpulan fain, yaitu jumlah sumber daya
suatu perfektur tidak menjamin tingkat efisiensinva dan para pembuat
kebijakan disarankan untuk melakukan observasi terhadap standar hidup
dan pembangunan daerah vang pada akhirnya akan membawa dampak
secara langsung terhadap ekonomi. Penelitian ini dilakukan terhadap 51
perfektur di Yunani periode dekade 1980. 1990. dan 2000. menggunakan
empat input dan tiga output.

Kutvonen (2007) melakukan penelitian terhadap kebijakan inovasi wilayah
pada 45 wilayah di Eropa periode 2000-2004 menggunakan dua input dan

lima output. Penelitian imi bertyjuan untuk menganalisis keandalan DEA
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dalam mengukur evaluasi efisiensi dari sistem inovasi. Simpulan
penelitian menyatakan bahwa DEA merupakan metode yang praktis dan
menarik bagi pengembangan evaluasi praktek dan inovasi kebijakan
regional.

Herrera and Pang (2005), Afonso, Schuknecht and Tanzi (2006), dan
Hauner and Kyobe (2008) melakukan penelitian efisiensi pemerintah pada
tataran nasional. Herrera and Pang (2005) melakukan penelitian terhadap
140 negara pada periode 1996-2002 menggunakan metode DEA dan FDH
dengan input dan output tunggal di bidang pendidikan dan kesehatan.
Simpulan penelitian berupa karakteristik negara-negara yang memperoleh
efisiensi rendah, yaitu negara dengan jumlah belanja yang besar, proporsi
belanja pegawai yang besar, rasio public private partnership (PPP) yang
tinggi, terkena epidemi HIV/AIDS, ketimpangan pendapatan yang tinggi
dan ketergantungan terhadap bantuan yang tinggi.

Sedangkan Afonso, Schuknecht and Tanzi (2006) menggunakan input
tunggal berupa jumlah belanja publik dan output tunggal berupa public
sector performance (PSP). Simfmlan penelitian adalah beragamnya
efisiensi negara angpota Uni Eropa yang baru dibandingkan dengan
negara-negara maju di Asia. Faktor-faktor yang mendukung capaian
efisiensi adalah pendapatan yang tinggi, kompetensi pelayanan sosial dan
pendidikan dan jaminan hak kepemilikan.

Hauner and Kyobe (2008) menyimpulkan bahiwa suatu negara dengan
jumlah belanja yang lebih besar (relatif terhadap Produk Domestik
Bruto/PDB) cenderung memiliki skor efisiensi vang lebih rendah. Dan
pada negara vang lebih kaya cenderung terdapat kinerja publik yang lebih
baik, dimana peran faktor institusional dan demografi memiliki peranan
penting. Penclitian ini ditakukan menggunakan metode PSP, public sector
efficiencies (PSE), dan DEA terhadap 114 negara pada periode 1980

sampai dengan 2006.
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2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Analisis Efisiensi Pemerintah Daerah Menggunakan DEA
Berdasarkan uraian pada Bab 1 tentang pendahuluan dan bagian
sebelumnya, dapat disimpulkan tentang perlunya evaluasi terhadap
efisiensi pemerintah daerah dengan kerangka konseptual, sebagai berikut:
L Dtenci dasraly J Iip;wdt Ew;‘('i‘i;;: N J
Dissanbralinasi Makal Vel Grand Dasign Raformui ¥2H:
Darantralipasi Fukal: Fiainis Yor muorae,
.Ank::::n mambas days yang Mefongy Follows flmcrion
—
Fatarbatarar fumbar Days Hatuhahan Pardansan
Hasianal FPambangupan wmakin
Traeningkad

Lo.n.a Fiskal

DEA: panpikuran silviani
Aocars sinnltan dan baberana
angeal damy crutprut

- Gambar 2.2,
Kerangka Konseptual Pengukuran Efisicnsi Menggunakan DEA

Implementasi otonomi daerah yang memiliki konsckuensi berupa
peningkatan pengeluaran pemerintah untuk membiayai urusan -vang
diserahkan kepada pemerintah dacrah. Namun peningkatan pengeluaran
tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan yang seimbang,
sehingga menyebabkan defisit fiskal nasional yang semakin tinggi.

Oleh karena 1, grand design desentralisasi fiskal Indonesia memiliki visi
untuk menciptakan alokast sumber daya nasional yang elisien melalui
hubungan keuvangan pusat dan daerah yvang transparan dan akuntabel (Tim
Asistensi Menteri Kenangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2009, hal, 19),
Senada dengan uraian tersebut; di dalam Bab 1 juga telah disinggung
tentang reformasi keuvangan negara yang dilandasi oleh PEM. Salah tujuan
PEM pada tingkat unit pemerintahan adalah manajemen operasi yang
efektif dan efisien.

Sowlati (2001, hal.10) mengungkapkan arti penting evaluast kinerja bagi
kemajuan sebuah organisasi. Oleh karena itn sangat diper.lukzm adanya

monitoring dan evaluasi terhadap efistensi dari unit pemerintahan, baik di
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pusat maupun daerah, agar terdapat alokasi sumber daya nasional yang
efisien di seluruh unit pemerintahan.

Dalam konteks otonomi daerah, arti penting evaluasi tersebut diungkapkan
oleh Suwandi (2002), dan hendaknya evaluasi terhadap kinerja pemda
tersebut hendaknya jangan hanya menitikberatkan pada unsur keuangan
semata, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, diantaranya
adalah pelayanan pemda (Suwandi (2002) dalam Modul Otonomi Daerah,
hal 35).

DEA, sebagai salah satu alat pengukuran efisiensi di sektor publik yang
telah banyak digunakan di berbagai negara dan berkembang sebagai
analisis kinerja standar pertama yang diakui secara internasional, memiliki
beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya. Salah satu
keunggulan tersebut adalah kenﬁampuan DEA untuk mengukur
efisiensi/kinerja beberapa/banyak organisasi secara simultan.

Dengan dasar kerangka pemikiran tersebut, maka penelitian ini akan
melakukan analisis efisiensi pemerintah daerah menggunakan DEA.
Rurnusan Variabel Penelitian

Fokus utama pengukuran efisiensi dalam penelitian ini adalah
kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional
sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dan
dirumuskan kembali ke dalam beberapa regulasi sebagai sarana untuk
mevwjudkannya, diantaranya adalah Uu  32/2004 dan RPIMN
2004-2009 yang menyebutkan tentang kesejahteraan masyarakat sebagai
tujuannya.

Pada prinsipnya tidak ada indikator universal yang dapat digunakan untuk
setiap kasus. Indikator vang telah dipilih secara memadai dalam jumlah
sedikit merupakan pendekatan vang paling efektif (Segnestam. 2002,
hal.12} Oleh karena itu. penclitian imi mencoba untuk merangkum
variabel-variabel penelitian yang dapat digunakan untuk menghasilkan
analisls yang komprehensif dan mewakili kondist sesungguhnya, sebagai

berikut;
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a. Variabel input
Dalam teori mikroekonomi dasar, fungsi produksi menunjukkan sifat
perkaitan di antara faktor-faktor produksi (input) dan tingkat produksi
yang diciptakan (output). Input dapat dinyatakan melalui persamaan:
Q=f(K,L,R,T) (2.4.)
dimana Q adalah output yang merupakan hasil dari fungsi K = modal,
L = jumlah tenaga kerja, R = kekayaan alam, dan T = tingkat teknologi
yang digunakan (Sukirno, 1998, hal.194). Dengan demikian, terdapat
beberapa variabel yang memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai
input dalam pengukuran efisiensi pemerintah daerah, diantaranya
adalah modal dan jumlah tenaga kerja. =
Namun, pada kenyataannya dua hal itu pun cukup sulit untuk diperoleh
datanya. Oleh karena itu Afonso and Fernandes (2005) menggunakan
variabel total belanja per kapita sebagai input. Variabel tersebut
dipandang dapat mewakili jumlah ’biaya’ yang dipergunakan oleh
pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini konsisten dengan pengertian
cfisiensi dalam konteks pemerintah daerah yvang mengukur seberapa
besar kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari setiap rupiah yang
dibelanjakan oleh pemerintah daerah (Kurma, 2006, hal.3). Dan selain
itu. menurut Sijpe and Rayp (2004, hal.7) terdapat kaitan antara
efisiensi pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu
semakin tidak efisien suate pemerintah maka pengaruh positif
pengeluaran produktif akan semakin berkurang dimana akhirnva hal
tersebut akan menghambat tingkat pertumbuhan.
Pertimbangan lainnya adalah bahwa belanja pemerintah yang efisien
dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu
bangsa dan bagi negara yang masih berkembang seperti Indoncsia

belanja pemerintah mempunyai peranan vang cukup krusial sebagai

" Kekayaan alam dan tingkat icknologi dalam hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena
tingkat kesulitan yang tinggi untuk memperoleh data terkait. Dan kedua unsur itu {modal dan
tenaga kerja) merupakan input yang umum digunakan dalam analisis efisiensi (So, Kim, Cho, and
Kim, 2007, hal.493).
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stimulus pembangunan ekonomi (Tim Asistensi Menteri Keuangan
Bidang Desentralisasi Fiskal, 2009, hal.41). Kurnia (2006, hal.16)
menyatakan bahwa pengeluaran publik pemerintah merefleksikan
opportunily cost yang dikeluarkan pemerintah untuk mencapai kinerja.
Dan De Borger and Kerstens (2000) mengungkapkan bahwa variabel
pengeluaran per kapita dipandang sebagai pengukuran input yang
realistis (Aristovnik, hal.10).
Berdasarkan penelitian sebelumnya (Lampiran 2), variabel total
belanja merupakan variabel yang digunakan pada sebagian besar
penelitian, antara lain Vanden, Eeckaut, Tulkens, and Jamar (1993}, De
Borger and Kerstens (1996a), Athanassopoulos and Triantis (1998),
Sousa and Ramos (1999), Balaguer-Coll, Prior-Jimenez, and Vela-
Bargues (2002), Jorge, et. al. (2004), Afonso and Fernandes (2005),
Loikkanen and Susioloto (2005) dan Afonso, Schuknecht, and Tanzi
(2006). Dan pembagian jumlah belanja per kapita dianggap lebih wajar
untuk menghitung output yang dihasilkan dari input tersebut.

b. Variabel output
Standar pelayanan minimum = (SPM) merupakan patokan bagi
masyarakat dalam melihat dan menilai sejauh mana keberhasiian
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan-layanan bagi
masyarakat (Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi
Fiskal, 2009, hal.21). Dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
sampai  dengan  tahun 2009, sudah  terdapat  beberapa
kementertan/lembaga yang telah menyusun SPM, antara lain bidang
kesehatan, lingkungan hidup, sosial, dan perumahan rakyat. Ial ini
berarti bahwa belum semua urusan wajib yang diserahkan kepada
pemerintah daerah telah disusun SPM sebagai indikator pelayanan.
Olch karcna itu, rumusan variabel ouiput, sefain didasarkan kepada
SPM (yvang relevan), juga niempertimbangkan rumusan lain yang
terdapat dalam titeratur maupun reguiasi dengan tujuan akhir
kesejahteraan masyarakat.

Adapun rumusan variabel output dapat diuraikan scbagai berikut:
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1} Tingkat kemandirian daerah (share)
Sebayang (2005, hal.213) menyatakan bahwa otonomi daerah
mendorong daerah mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Sehingpa
dalam kaitan ini, selain mencapai tujuan umum pembangunan
daerah, manajemen pemerintahan daerah pun dituntut untuk dapat
meningkatkan kemandirian daerahnya. Senada dengan hal tersebut,
Sidik (2002) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan
pembangunan dengan pendekatan desentralisasi yang erat
kaitannya dengan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu tujuan
utamanya adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam
perspektif ini, pemerintah provinsi diharapkan mampu menggali
sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Indikator
vang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan hal tersebut
adalah tingkat kemandirian daerah yang diukur dari besaran PAD
terhadap lotal belanja daerah.

2) Pertumbuhan ekonomi daerah (growth)
Beberapa tujuan pembangunan daerah antara lain adalah
pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, perluasan
lapangan kerja, dan perbaikan pendapatan masyarakat (Tim
Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2009,
hal.53).
Menurut Sijpe and Rayp (2004, hal.7) terdapat kailan antara
efisiensi pengeluaran pemerintah dengan pertumbuban ekonomt,
yailu semakin tidak efisien suatu pemerintah maka pengaruh positif
peageluaran produktif akan semakin berkurang dimana akhirmya
hal tersebut akan menghambat tingkat pertumbuhan.
Variabel ini telah digunakan sebagai variabel output pada
penelitian Halkos and Tzeremes (2005), Afonso, Schuknecht, and
Tanzi (2006), Kurnia (2006) dan Kutvonen (2007).

3) IPM
Kuncore (2004, hal.115) berpendapat bahwa pembangunan

berdimensi lebih luas daripada sekedar peningkatan pertumbuhan
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ekonomi dimana pembangunan juga harus menyentuh unsur
manusia dan keberhasilan suatu pembangunan seringkali dikaitkan
dengan faktor sostal (terkait dengan manusia). Dan sebaliknya,
pembangunan manusia itu pun memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam hal ini pembangunan
manusia merupakan salah satu unsur yang harus diperiimbangkan
untuk mengukur keberhasilan snatu pembangunan.

Indikator pembangunan yang populer untuk kinerja pembangunan
manusia adalah [ndeks Pembangunan Manusia (IPM) vyang
mengukur kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata
tertimbang jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata
tahun sckolah), serta penghasilan (pendapatan per kapita riil yang
telah disesuaikan} (Kuncoro, 2004, hal.115). Hal ini relevan
dengan konteks SPM, dimana bidang kesehatan dan pendidikan
merupakan bidang yang mendapatkan prioritas dari pemerintah dan
SPM kedua bidang tersebut telah ditetapkan  melalui SPM
Keschatan (Kepmenkes No 1457 Tahun 2004, diperbaharui
Permenkes No 741/2008); SPM Pendidikan (Kepmendiknas No
1292/2004). Selain itu, {PM merepakan perwnjudan dari sasaran
ke-tiga RPIMN 2004-2009 sehingga variabel ini seharusnya juga
merupakan hal vang harus dicapai atau menjadi tujuan dari
pembangunan daerah. h

Variabel IPM sebagai indeks belum digunakan sebagai variabel
oulput pada penclitian sebelumnya, namun faktor pendidikan dan
keschatan sebagai bagian dari [PM felah digunakan sebagai
variabel output pada penelitian Sousa and Ramos (1999). Jorge, et.
al. (2004), Herrera and Pang (2005). Loikkanen and Susioloto
(2005). Afonso. Schuknecht, and Tanzi (2000), Kurnia {2006),
Pertiwi (2007), Hauner and Kyobe (2008), dan Boetti, Placenza,

and {urat (2009).
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4} Jumliah pengangguran
Acuan dari rumusan variabel ini adalah twuan pembangunan
daerah yang telah diuraikan dalam nomor 2), dimana salah satu
tujuannya adalah perluasan lapangan kerja (penurunan jumlah
pengangguran). Variabel ini telah digunakan sebagail variabei
output pada penelitian Loikkanen and Susioloto (2001), Afonso,
Schuknecht, and Tanz: (2006), Kurnia (2006), dan Kutvonen
(2007).
5) Jumlah penduduk miskin
Acuan dari rumusan variabel int adalah tujuan pembangunan
daerah yang telah divraikan dalam nomor 2), dimana salah satu
twjuannya adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Variabel int
telah digunakan sebagai variabel output pada penelitian Afonso,
Schuknecht, and Tanzi (2006) dan Kurnia (2006).
Pertimbangan lainnya adalah bahwa variabel ini merupakan
sasaran pertama dari RPJMN 2004-2009. Sehingga variabel ini
seharusnya juga merupakan hal yang harus dicapai atau menjadi
_ tujuan dari pembangunan daerah.
Variabel-variabel tersebut dianggap dapat mewakili indikator-indikator
yang diperlukan untuk menganalisis kescjahteraan masyarakat yang
akuntabel yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh
pemerintah daerah. Dan sejaul informasi yang dapat diakses, penelitian
efisiensi menggunakan DEA pada lingkup pemerintah daerah di Indonesia
maupuan scbagian dari penelitian di luar negeri, baru dilakukan sebatas
pemetaan efisiensi dengan analisis faktor-faktor yang perlu diperbaiki,
namun belum dilakukan analisis tentang produktifitas. Sebagai sumbangan
baru bagi pengetahuan, penelitian ini akan memasukkan faktor
produktifitas ke dalam analisis, karena peningkatan kinerja yang
berkelanjutan bukan hanya berdasarkan penambalan input semata, namun

juga diperlukan adanya peningkatan produkiifitas.

" Tulisan Paul Krugman yang berjudul The Afieh of Asia Miracle merupakan analogi yang bagus
tentang hal ini.
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Sejak diberlakukannya UU 22/1999,

terjadi

perkembangan jumlah

pemerintah daerah yang cukup signifikan. Perkembangan sampai dengan

tahun 2008 dapat digambarkan sebagai berikut:
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L
Gambar 3.1,

Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik, tclah diolah kembali

Dari gambar 3.1. terlthat bahwa sampai dengan tahun 2008 secara akumulasi

jumlah pemerintah daecrah mengalami peningkatan sckitar 40% atau

bertambah sebanyak 148 pemerintah daerah dibandingkan kondisi pada awal

penerapan otonomi daerah. DPerkembangan paling pesat terjadi pada

pemerintah kabupaten dimana jumlah pada tahun 2008 mencapai sebanyak

387 pemerintah kabupaten atau bertambah sebanyak

199 pemerintah

kabupaten (44%) dari jumlah pada tahuax 1999. Sebaltknya. pemerintah

provinsi hanya mengalami peningkatan sebesar enam pemerintah provinsi

atau sekitar 22% selama satu dekade.
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Berdasarkan perkembangan jumlah pemerintah daerah tersebut, hasil
penelitian yang lebih bermanfaat akan diperoleh apabila dilakukan terhadap
pemerintah kabupaten/kota. Karena selain faktor tersebut, kebutuhan untuk
rriendapatkan peta efisiensi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota akan
lebih tinggi, mengingat implementasi otonomi daerah di Indonesia berada
pada tingkat pemerintah kabupaten/kota. Namun, dikarenakan keterbatasan
data penelitian, terutama pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, maka
penelitian ini mengambil pemerintah provinsi sebagai obyek penelitian.
Hasil penelitian yang lebih bermanfaat akan diperoleh dengan melakukan
penelitian terhadap suatu obyek pada beberapa periode tertentu karena hal ini
dapat memberikan informasi tentang perkembangan yang terjadi. Demikian
pula dengan penelitian ini, apabila dilakukan selama beberapa periode yang
cukup panjang antara sebelum dan sesudah implementasi otonomi daerah,
maka hal tersebut dapat menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat bagi
para pengambil kebijakan terkait. Namun, dikarenakan oleh sebab yang sama
dengan kondisi pada bagian sebelumnya, yaitu keterbatasan data penelitian,
maka penelitian efisiensi pada pemerintah provinsi ini dilakukan untuk tahun
2007.
Sebagian besar data variabel merupakan data agregat untuk satu wilayah
provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Sehingga untuk kewajaran
hasil analisis diadakan penyesuaian terhadap data variabel total belanja per
kapita dan tingkat kemandirian daerah, dimana data tersebut mencakup pula
data dari kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Hal int
perlu diperhatikan ketika membaca hasil analisis pada bagian selanjutnya.
3.2. Data Envelopment Analysis (DEA)
3.2.1. Pengertian DEA

DEA merupakan metode non parametrik yang dikembangkan pertama kali

oleh Charnes. Cooper, dan Rhodes (CCR) pada tahun 1978 yang

merupakan pengembangan lebik lanjut dari hasil penelitian tentang

efisiensi oleh Farrel pada tahun 1957.

Prinsip DEA adalah mengukur efisiensi relatif dengan membandingkan

input dan output dari suatu organisasi data yang disebut dengan decision
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making unit (DMU). ™ Input dan output dari masing-masing UPK secara
simultan dibandingkan sehingga akan diperoleh skor efisiensi relatif di
antara UPK tersebut. Cooper, Seiford, and Tone (2007, hal. 45)
menyatakan bahwa, A DMU is fully efficient if and only if it is not
possible to improve any input or oufput without worsening some other
input or output.”

Walaupun tidak ada perbedaan tentang pengertian input dan output dalam
konsep efisiensi dengan DEA, namun, pengertian input dan output dalam
DEA tidak boleh dilihat sebagai input dan output dalam kerangka
pendekatan program logic.

Rumusan input dan output dalam DEA dapat dirumuskan secara fleksibel
sesuai dengan kerangka pemikiran peneliti. Sedangkan dalam pendekatan
program logic, input merupakan indikator masukan yang perlu digunakan
untuk diproses menjadi indikator output, oufcome, benefit dan impact.
Dalam sudut pandang DEA, selagi memenuhi kriteria input dan output,
indikator-indikator terscbut dapat dipergunakan secara fleksibel sebagai
input maupun output.’* Sehingga scringkali, variabel output dalam DEA
merupakan indikator owufcome. benefit atau impact pada pendekatan
program logic.

Efisiensi DEA merupakan efisiensi relatif dari sekelompok UPK yang
diperbandingkan melalui input dan output menggunakan persamaan 2.1.
Persamaan tersebut akan mudah dilakukan untuk 1 input dan 1 output,
namun akan menjadi permasalahan tersendiri apabila input dan atau output
yang digunakan lebih dart 1. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
DEA  menggunakan pendekatan virtual input dan virtual ouiput
berdasarkan bobot tertimbang (weight) dari masing-masing input dan

output, sebagai berikut (Ramanathan, 2003, hal.39):

" Beberapa penelitian sebelumnya vang dilakukan di Indenesia menyebut MU dengan istilah
vang berbeda-beda. Sebayang (2003), Kurnia (2006), Pertiwi (2007) menyebutnya sebagai unit
kegiatan ekonomi (UKE). Hadinata dan Manurung (2008) tetap menycbutnya sebagai DMU.
Sedangkan itu Hadad, Santoso, [lyas, dan Mardanugraha (2003} menyebutnya dengan unit
pembuatan keputusan (UPK). Untuk selanjutnya penclitian menggunakan istitah UPK tersebut.

'’ Faktor kunci yang membedakan antara input dan output dalam DEA adalzh kontribusinya
terhadap capaian cfisiensi UPK. Output adalah variabel yang apabila nilainva semakin besar maka
semakin besar pula capaian efisiensi, dan apabila sebaliknya, maka variabel tcrsebut adalah input
{Ramanathan, 2003, hal.174-1735).
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1

virtual input =} u; X (3.1)
i=t

dimana u; merupakan bobot tertimbang dari input X ; proses agregasi.

|
virtual output =3 v; y; (3.2)
j=1

dimana v; merupakan bobot tertimbang dari output y; proses agregasi.

| |
efisiensi relatif = Virtual input/ Virtual output = 3" v;y;/ Y uixi  (3.3.)

=1 i=1

Secara umum pendekatan ini memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai
berikut:
a. Keunggulan

1} Mengukur efisiensi secara simultan dari beberapa input dan .output
dalam satuan yang berbeda. ‘

2) Menyediaka;l peringkat efisiensi berdasarkan obyektifitas beserta
identifikasi perbaikan potensial vang dapat dilakukan beserta
informasi tentang unit yang dijadikan acuan (peers).

3) Tidak memerlukan asumsi fungsional antara input dan output beserta
spesifikasi bobot yang ditentukan sebelumnyva.

4) Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda,

b. Keterbatasan

1) Sensitif terhadap spesifikasi input dan output dan jumlah sampel,

2) Senstitif terhadap data outrlier.

3} Tidak ada analisis tentang pengukuran random error.

4} Sulit untuk dilakukan secara manual.

Berikut adalah ilustrasi pengukuran cfisiensi menggunakan 1 input dan

1 output yang diadaptasi dari Cooper. Seilord, and Tone (2007):
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Tabel 3.1,
Daftar Input dan Qutput per UPK

IR L BN A

Catrsy 3,
AR et P o )
; e T g A T

R O R D R R G B
=

Pegawai 3 3 4 5
Penjualan | 3 2 3 4
Penjualan/pegawai 0.5 1 067 075 08

Sumber: Cooper, Seiford, and Tone (2007)

Efisiensi settap masing-masing toko diukur melalui persamaan 2.1.
Efisiensi toko A diperoleh melalui pembagian antara penjualan (1) dengan
jumlah pegawai (2), schingga diperoleh rasio penjualan per pegawai
sebesar 0,5. Begitu pula dengan efisiensi toko B yang memiliki rasio
penjualan per pegawai sebesar | yang diperoleh dengan membagi
penjualan (3) dengan jumlah pegawai (3). Begitu pula dengan toko-toko
lainnya.

Konsep efisiensi DEA adalah efisiensi relatif dari beberapa UPK yang
diperbandingkan secara simuftan. Jadi, mengambil contoh di atas. maka
yang diukur oleh DEA bukanlah rasio penjualan pér pegawai dari
masing-masing toko tersebut, namun, efisiensi relatif dari sekelompok
UPK vang diamati.

Sebagai acuan dalam menentukan efisiensi relatif adalah UPK yang
memiliki efisienst paling tingei (UPK B). Cara pengukuran adalah melalui

persamaan berikut:
clisiensi relatif = efisiensi UPK, / efisiensi UPK, (3.4.)

dimana UPK; adalah UPK yang memiliki efisiensi lebih rendah dan UPK,
adalah UPK yang memiliki efisiensi paling tinggi. Schingga dalam hal ini
efisiensi relatif toko A dibandingkan dengan toko B adalah 50%.

Status cfisien dari suatu UPK tidak berarti bahwa UPK tersebut tidak dapat
meningkatkan efisicnsinya ke tingkat yang lebih baik lagi. hanva UPK lain
vang tidak efisien belwm mampu melakukan hal serupa vang telah dicapa

UPK efisien tersebut (Kutvonen, 2007, hal.47).

Universitas Indonesia

Analisis efisiensi ..., Muhammad Manar Barmawi, FE Ul, 2010



33

3.2.2. Ormentasi Input-Output

DEA memiliki dua orientasi yaitu inpuf oriented (orientasi input) dan

output oriented {orientasi output) yang berbeda pada fokus pengukuran

efisiensi.

a. Input Qriented
Orientasi ini mengindikasikan berapakah input yang harus dikurangi
untuk mendapat sejumlah output yang sama. Tujuan dari orientasi ini
adalah meminimalisir penggunaan sejumlah input dalam rangka
menghasilkan sejumlah output yang telah ditentukan {Ramanathan,
2003, hal. 60).

b. Output Oriented
Orientasi ini mengindikasikan berapakah output yang harus ditingkatkan
dari sejumlah input yang sama. Tujuan ‘dari orientasi ini adalah
memaksimalkan jumlah output yang dihasilkan sejumlah input yang
telah ditentukan (Ramanathan, 2003, hal. 60).

Gambar 3.2. berikut ini merupakan' grafik dari ilustrasi pada bagian

sebelumnya:

Store A

Sales

Emploveoas

Gambar 3.2.
Ilustrasi Pengurangan Input dan Penambahan Qutput

Sumber: Cooper, Seiford, and Tone {2007)

UPK A merupakan UPK vang tidak efisien. karena apabila dibandingkan
dengan UPK B, kinerja UPK A hanya mencapal setengah (30%%) dari
UPK B. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat dua alternatif yang

dapat dilakukan agar kinerja UPK A dapat optimal (efisien).
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Alternatif pertama adalah dengan meningkatkan output (penjualan) sebesar
100% dari penjualan aktval. Yaitu dari 1 satuan penjualan menjadi 2
satuan penjualan. Dengan peningkatan penjualan tersebut maka kinerja
UPK A pun meningkat sebesar 100%, dari capaian efisiensi sebesar 50%
menjadi efisien (100%). Alternatif dengan tujuan maksimalisast output
(penjualan) atas sejumlah input {pekerja) yang dimiliki merupakan bentuk
orientasi output dari DEA.

Alternatif kedua adalah dengan mengurangi input (pckerja) sebanyak
1 pekerja. Dengan pengurangan tersebut, capaian efisiensi UPK A berubah
dari 50% menjadi efisien (100%). Alternatif denngan tujuan
meminimalisic  input (pegawai) dengan mempertahankan tingkat output
(penjualan} tertentu merupakan bentuk orientasi input dari DEA.

Pilihan tentang orientasi ini bergantung pada pandangan peneliti tentang
berapa jumlah input dan output yang dapat dikendalikan oleh manajer
(Camanho, 2007, hal. 9). Orientasi input lebih tepat digunakan ketika
manajer memiliki diskresi yang memadai atas variabel input. Dan
sebaliknya, apabila manajer memiliki-diskrcsi yang lebih besar terhadap
variabel output. maka orientasi output akan lebih tepat digunakan.

Farrel and Lovell (1978) menyatakan bahwa perhitungan efisiensi dart
kedua orientasi imi akan menghasitkan ukuran (TE) yang sama pada
asumsi bahwa [ungst produksi UPK bersifat tetap. dan scbaliknya apabila
fungsi produksi UPK bersifat variabel (Coelli. 1996, hal.7). Namun
demikian, pada banyak kasus pemilihan orientasi ini hanya akan memikhiki
dampak yang kecil terhadap perolehan nilai efisiensi (Coelli, 1996,
hal.23).

Return to Scale

Retwrn to Scale (RtS) adalah suaty cirt dari fungsi produksi vang
menunjukkan hubungan antara perbandingan perubahan semua input
(dengan skala perubahan vyang sama) dan perubahan output yang
diakibatkannyva.

Constant retirn io scale (CRS) merupakan fungsi produksi yang bersifat

tetap. Artinya setiap tambahan sejumlah input akan menghasilkan
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sejumlah output dalam proporsi yang sama. Menurut fungsi produksi ini
ukuran suatu UPK tidak relevan dijadikan pertimbangan dalam
pengukuran efisiensi karena CRS tidak mengenal adanya skala ekonomis
pada suatu UPK.
Sebaliknya, variable return to scale (VRS) mengasumsikan adanya skala
ekonomis pada suatu UPK. Sehingga setiap tambahan sejumlah input
belum tentu akan dapat menghasilkan sejumlah output dalam proporsi
yang sama. Dengan demikian efisiensi bukan semata-mata ditentukan oleh
faktor teknis, namun juga ditentukan oleh skala ekonomis dari UPK.
Apabila jumlah output vang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan
jumlah input yang digunakan, maka hal ini dinamakan dengan increasing
return 1o scale (IRS). Dan apabila yang berlaku adalah sebaliknya, maka
hal ini dinamakan dengan decreasing return to scale (DRS). Paradi (1998,
hal.8) menyebutkan bahwa CRS merupakan titik optimum yang dapat
dicapai oleh suatu UPK.
Model Dasar DEA
Model dasar DEA terdir dafi dua model yaitu model yang dikembangkan
oleh Charnes, Cooper, and Rhodes (CCR) dan model yang dikembangkaln
oleh Banker, Chames, and Cooper (BCC). Kedua model tersebut
merupakan model DEA yang paling banyak digunakan dalam berbagai
penelitian (So. Kim. Cho and Kim. 2007. hal 490). Selain kedua model
lersebut, untuk melengkapi pemahaman metode penclitian dalam bab
selanjutnya, pada bagian akhir akan diuraikan tentang model lanjutan DEA
vang dikembangkan dalam rangka melcngkapi informasi efisiensi dart
suatu UPK.
a. Model DEA - CCR
Model 1ni mengasumsikan bahwa proporvst perubahan nilal output vag
dihasilkan oleh suatu UPK akan sclalu sama dengan proporsi nilai
input tertentu. Efisiensi yang dihasilkan menurut metode int akan
selalu sama scpanjang waktu atau [ungsi produksi dari suatu UPK
berada pada asumsi CRS. Mode! ini digunakan untuk mengukur TE

dari suatu UPK.
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b. Model DEA - BCC
Model BCC merupakan pengembangan dari model CCR.
Pengembangan tersebut berupa penggunaan asumsi bahwa proporsi
jumlah output yang dihasilkan dari suatu UPK berbeda untuk setiap
jumlah input tertentu atau fungsi produksi darj suatu UPK berada pada
asumst VRS. Apabila proporsi nilai output yang dihasilkan oleh suatu
UPK lebih besar dibandingkan dengan proprosi nilai input maka UPK
tersebut memiliki fungsi produksi yang meningkat (IRS). Dan
sebaliknya, apabila nilai output yang dihasilkan lebih kecil dari
proprost nilai input maka hal ini disebut sebagai DRS. Model BCC
digunakan untuk mengukur mengukur PTE dari suatu UPK.

Gambar 3.3. berikut merupakan perbandingan antara model CCR dengan

model BCC:

7 Cobstanl Returne
b 7 15 8eale (CRS)
‘
! Al
o A o Vanable Relums
'_-_"i A o x o Sl {VRS)
g /.« X v URS
2! ya X
o .' SR
"" .I'J[RS E
| i X
| —
[apur{x)
Gambar 3.3.

Perbandingan model CCR dan BCC

Sumber; Chehade (1998) dalam Hadinata dan Manurung

Perbandingan tersebut mengimplikasikan adanya ukuran skala efisiensi
dari suatu UPK sesuai dengan asumsi fungsi produksi dari masing-masing
model, yaitu CRS dan VRS. Fungsi produksi VRS memiliki dua alternatif,
yaitu IRS dan DRS. Dan dari Gambar. 3.3, tersebut dapat dilihat bahwa
fungsi produksi CRS merupakan fungsi produksi optimum vang dapat
dicapai oleh suatu UPK.

Dari sudut pandang manajerial, informasi tentang fungsi produksi ini
sangat penting untuk meningkatkan Kinerja dari UPK yang dikelolanya.
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Apabila suatu UPK memiliki fungsi produksi IRS, maka manajer UPK
tersebut dapat mengambil kebijakan untuk menambah input yang
diperiukan agar menghasilkan output yang lebih besar. Di lain pihak,
apabila fungsi produksi suatu UPK mengikuti pola DRS, maka sang
manajer tersebut dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi input
dalam jumlah tertentu agar output yang dihasilkan dapat mencapai titik
optimal, sebelum kemudian berubah menjadi IRS.

Selain TE dan PTE, informasi lain yang dapat dihasilkan oleh dua model
dasar DEA 1ni adalah SE. Apabila TE dan PTE merupakan kemampuan
suatu UPK dalam mengubah suatu input menjadi output, maka SE
merupakan indikasi tentang skala ekonomi dari snatu UPK. SE merupakan
perbandingan antara TE dengan PTE. Skala ekonomis optimum tercapai
ketika capaian efisiensi menurut model CCR sama dengan model BCC.
Pada Gambar 3.3. dapat dilihat bahwa nilai efisiensi menurut model CCR
akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai eftsiensi menurut model
BCC, kecuali pada satu titik tertentu. Titik tersebut merupakan pertemuan
dari niiai éﬁsicnsi kedua mode] tersebut. yang menandakan bahwa seluruh
capaian efisiensi baik TE. PTE maupun SE berada datam tngkat optimun.
Dan titik ini disebut dengan most productive scale size (MPSS).

Apabila Model CCR memandang bahwa efisiensi suatu UPK dicapai
berdasarkan fungsi produksi yang tetap, maka sebaliknya dengan model
BCC. Pandangan/asumsi tentang fungsi produksi suatu UPK inilah yang
menjadi dasar uniuk mengetahui sifat fungsi produksi dari suatu UPK
apakah berada dalam asumsi IRS, CRS ataukah DRS.

Informasi tentang dekomposisi efisiensi dapat diperoleh dari dua model
tersebut, namun informasi tersebut belum dapat digunakan untuk
menentukan sifal dari fungsi produksi suatu UPK. Dan selain i, dalam
DEA terdapat kemungkinan adanva lebih dari satu UPK cfisien, Maka
untuk  mengatasi  keterbatasan-keterbalasan  lersebut  dikembangkaniah

beberapa modvel sebagar berikut:
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a. Non Increasing Return to Scale (NIRS)

NIRS merupakan pengembangan dari model BCC (VRS) dengan
prinsip mengukur efisiensi dari UPK dengan fungsi produkst IRS. Jika
model BCC mengidentifikasi sifat fungsi produkst IRS dan DRS dari
UPK yang tidak efisien, maka mode]l NIRS akan memasukkan UPK
yang memiliki sifat fungsi produksi CRS dan DRS (selain IRS) sebagai
UPK yang efisien. Sehingga UPK dengan fungsi produkst yang lain
akan diidentifikasi sebagai UPK yang tidak efisien. ' Deskripsi
perbandingan model NIRS dengan model dasar DIEA adalah scbagai
berikut:

Gambar 3.4.
Perbandingan model CCR, BCC dan NIRS

Sumber: Coelli (1996}

Apabila nilai model BCC dari suatu UPK sama dengan model NIRS
maka UPK tersebut berada dalam kondisi DRS. Dan sebaliknya,
Apabila nilai model BCC dari suatu UPK tidak sama dengan model
NIRS maka UPK tersebut berada dalam kondisi IRS (Coclli, 1996, hal.
20-21).

b.  Super Efficiency
Model  super efficiency (efisiensi super} ini dikembangan oleh

Andersen and Petersen (1993) dengan twjuan untuk mengetahui

' Uraian tentang perhitungan matematis dasar dari model ini dapat dilihat dalam Ramanathan
(2003, hal.69-78).
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peringkat dari UPK vyang efisien. Caranya adalah dengan
mengeluarkan UPK efisien dari kelompok amatan untuk mengetahui
jumlah input yang dapat ditambah atau jumlah output yang dapat
dikurangkan tanpa mengubah UPK tersebut menjadi tidak efisien.
Prosedur ini dapat mengukur efisiensi diantara UPK efisien tanpa
merubah nilai efisiensi dari UPK yang tidak efisien (So, Kim, Cho and
Kim, 2007, hal.492).

Deskripsi metode efisiensi super adalah sebagai berikut:

Input 2

P R

"“B‘*

Gambar 3.3.
Evaluasi Efisiensi Super UPK B

Sumber: So, Kim, Cho and Kim (2007, hal 493}

Dengan mengeluarkan UPK B dari kelompok amatan, maka terbentuk
paris cfistensi yang baru. dani ABC menjadi AC. Sehingga hal ini
dapat memberikan kesempatan UPK B untuk meningkatkan input dan
tetap berada dalam efisiensi (B*). Nila1 OB*/OB lebih besar dari 1 atau
100%.

3.3. ¥lodel Penclitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.6.
Model Penclitian

Efisiensi diukur dengan membandingkan capaian variabel output atas
variabel input dari masing-masing unit pembuatan keputusan (UPK) secara
simultan menggunakan tiga model DEA dengan asumsi berorientasi input
dengan pembobotan secara merata (pure weight) untuk seluruh variabel
pcnclitian.]7 Tiga model DEA tersebut adalah model CCR. mode! BCC, dan
mode] NIRS.
Analisis efisiensi menggunakan mede! BCC digunakan sebagai dasar untuk
melakukan analisis kontribusi variabel penelitian dan cara-cara untuk
memperbaiki efisiensi dari UPK yang belum mencapai efisiensi sempurna,
dengan pertimbangan beberapa kesesuaian model tersebut dengan penclitian
sebagai berikut:'®
a. Kedekatan model tersebul dengan model kebijakan fiskal secara teoritis
dimana pengaruh positif dan pengeluaran produktif pemerintah semakin
melemah ketika rasio pengelvaran pemerintah menjadi semakin besar
(Barro, 1990; Devarajan, Swaroop and Zou, 1996 dalam Sijpe and Rayp,
2004, hal.8).

'" Orientasi input didasari oleh asumsi bahwa output minimal yang harus disediakan oleb
pemerintab telah  ditetapkan  melalui SPM. Kelebihan dana  dapat  dimanfaatkan untuk
program/kegiatan prioritas lainnya. Pembobotan untuk setiap wvarizabel memerlukan analisis
mendalam dan komprehensif. Pencliti berikutnya dapat melakukan hal tersebut.

¥ Selain model BCC dasar, digunakan pula medel lanjutan {model BCC-super efficiency) untuk
mengetahui peringkat dari UPK yang efisien. Model CCR disajikan scbagai penyeimbang
{Kutvonen, 2007, hal.43).
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b. Realitas bahwa besaran pertambahan input tidak selalu menghasilkan
besaran pertambahan output dalam jumlah yang sama Kutvonen (2007,
hal.34) dan Halkos and Tzeremes (2005, hal.13).

Model CCR dan BCC digunakan sebagai dasar untuk menentukan PTE dan

SE dari efisiensi yang dicapai oleh masing-masing UPK. Dan model NIRS

digunakan sebagai dasar untuk mengetahui sifat fungsi produksi dari

masing-masing UPK. Ketiga analisis tersebut merupakan dasar analisis

efisiensi pemerintah daerah pada tahun 2007.

3.4. Uji Model Penclitian

Tidak ada pedoman yang baku tentang rumusan model penelitian

menggunakan DEA, namun beberapa peneliti mengemukakan beberapa

aspek penting dalam penerapan prosedur DEA (Sowlati, 2001, hal.

60-63,78; Ramanathan, 2003, hal. 172-177; Kutvonen, 2007. hal,

36,46,48,50-55; dan Hadad, Santoso, Ilyas. dan Mardanugraha, 2003, hal.

1,8-9). '

Meskipun diungkapkan dengan penekanan yang berbeda. namun .secara

garis besar dapal dirumuskan bahwa aspek-aspek penting tersebut antara

lain pemilihan'sampcl penelitian (UPK), penentuan variabel input dan
output, pemilihan model DEA. dan analisis sensitifitas yang sesuai, dengan

deskripsi scbagai berikui:
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Gambar 3.7.
Alur Uji Model Penclitian

Sumber: Sowlati (2001); Ramanathan {2003%; Kutnoven (2007); dan Hadad. Santoso, llyas, dan

Mardanugraha{2008), telzh diolah kembali
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a. Pemilihan (JPK

Langkah ini meliputi pemilihan UPK dan jumlah UPK yang dianalisis.
Untuk dapat memperoleh perbandingan yang wajar antara dua atau lebih
UPK, maka masing-masing UPK tersebut haruslah merupakan unit-unit
yang serupa '° , dimana input dan output mereka dapat saling
diperbandingkan. Apabila masing-masing UPK tersebut memiliki
perbedaan, misalnya dalam hal tujuan dan output, maka perbandingan
yang dilakukan akan menghasilkan informasi yang tidak wajar. Oleh
karena itu, pemilihan UPK merupakan langkah awal yang menentukan
dalam analisis efisiensi menggunakan DEA.

Misalnya dalam hal membandingkan tingkat efisiensi antara dinas
kesehatan kabupaten dengan puskesmas/puskesmas pembantu. Karena
perbedaan karakteristik, tujuan, dan output yang dihasilkan oleh kedua
jenis unit organisasi tersebut berbeda, maka tentu saja informasi tentang
efisiensi di antara unit tersebut tidak wajar dan memadai untuk dijadikan
sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi tentang efisiensi yang
memadai akan diperoleh apabila analisis dilakukan untuk seluruh
puskesmas pada kabupaten ierscbut dan bukan mecmbandingkannya
dengan dinas kesehatan kabupaten.

Selain UPK yang serupa, unsur lain yang harus dipertimbangkan dalam
pemilihan UPK ini adalah jumlah UPK yang dianalisis. Terdapat
beberapa pendapat mengenat jumlah minimal yang dianalisis tersebut.
Darrat, et. al. (2002) dan Avkiran (2001) menyebutkan bahwa jumlah
minimal UPK paling tidak lebih besar dibandingkan dengan jumlah
variabel 1nput dan output (Ramanathan, 2003, hal. 173-174). Sedangkan
Nunamaker (1985) berpendapat bahwa jumlah UPK yang dijadikan
sampel penelitian sctidaknya dua atau tiga kali lebib besar dibandingkan
dengan jumtabh variabel input dan output (Halkos and Tzeremes. 2003,
hal. 15). Dan Cooper. Sciford. and Tone (1999): Boussohane el al.
(1991); Banker, et. al. (1984) menyatakan jumiah minimai twerscbut

dengan persamaan sebagai berikut:

' Kawa asli yang digunakan dalam beberapa literawr adalah homogeneons, libal Camanho
{2007. hal. 3). Ramanathan {2003, hal. 173).
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n=>{max mxs,3(m+s)} (3.5.)

dimana n adalah jurnlah UPK, m adalah jumlah input dan s adalah jumlah
output (So, Kim, Cho, and Kim,2007, hal. 493).

. Pemilihan Variabel Input dan Output

Kesulitan mendasar dari penerapan metode DEA adalah pemilihan
variabel input dan output (Cooper, Seiford, and Tone, 2007, hal. 166).
Meskipunt demikian menurut Ramanathan (2003, hal. 174) tidak ada
pedoman khusus yang mengaturnya. Dengan demikian faktor
subyektifitas sangat berperan dalam menentukan variabel input dan
output yang akan diteliti.

Metode yang umum digunakan adalah merumuskan variabel penelitian
melalui analisis terhadap penclitian yang dilakukan scbelumnya. 20
Analisis atas penclitian terdahulu akan iebih efektil dalam memberikan
pambaran scria aralt yang jclas bag_i penelitian yang sedang dilakukan
dibandingkan apabila pencliti merumuskan scndinn  tanpa  adanya
pcmbanding,.Zi

Analisis terscbut dapat dilakukan dengan metode kuantitatif maupun
kualitatif. Yang penting adalah peneliti memiliki kerangka pemikiran
yang memadai dan jelas tentang penelitian yang sedang dilakukan.
Peneliti dapat menambah atau mengurangt variabel penelitian dari
penelitian terdahulue sesuai dengan kerangka pemikirannva dengan tetap
memperhatikan unsur korclasi diantara variabel tersebut.?

. Pemilihan Model DEEA

Beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dalam menentukan modet

DEA antara lain adalah asumsi orientasi imput atau output dan fungsi

produksi (return to scale). Pencliti dapat menggunakan salah satu atau

* Satah satu metode kuantitatit yang dapat digunakan adalah scleksi variabel input dan output
menggunakan Principal Component Anafysis (PCA) sebagaimana dilakukan oleh Cinca, C.Mar,
and Garcia (2002). Metode kualitatif dapat ditakukan dengan pertimbangan peneliti dan pendapin
pakar {Ramanathan. 2003. hal.174). Selain itu, meskipun merupakan suatu hambatan yang
sigintfikan, namun pada umumnya keterbatasan data penelitian merupakan metede kualitatif yang
sering digunakan.

' Sowlati (2001, hal.61) mengungkapkan hal ini dengan fist of fuctors”, dan tulupan berikutnya
vang menentekan adalah pengumpulan data, yang pada umumnya menjadi halangan tersendiri
yang seringkali dijumpai oleh para peneliti.

* Sowlati (2001, hal.62) menyatakan bahwa korelasi antara input dan output harus diukur.
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beberapa asumsi tersebut sckaligus lergantung pada tujuan penelitian,
dengan tetap mempertimbangkan karakteristik UPK yang diteliti.
Penggunaan model yang beragam dengan variasi kombinasi input dan
output dapat menghasilkan analisis yang memadai (Cinca, C. Mar, amd
Garcia, 2002, hal. 18). Kutvonen (2007) menggunakan model CCR dan
BCC dalam penelitiannya. Sedangkan Herrera and Pang (2005)
menggunakan orientasi input dan output dalam berbagai kombinasi dan
dikombinasikan dengan FDH. Beberapa peneliti lainnya yang
mengkombinasikan DEA dengan metode lainnya seperti FDH: Vanden,
et. al., (1993); De Borger and Kerstens, (1996a); Sousa and Ramos,
(1999), PCA: Cinca and C.Mar (2001), PSP: Afonso, (2003); Hauner and
Kyobe, (2008) dan regresi: Ramanathan, (1999), (2001a).

Namun, hal tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan. Raab and
Lichty, (1997); Prieto and Zofio, (2001); Balaguer-Coll, et. al. (2002),
Jorge, et. al. (2004); Halkos and Tzeremes, (2005); dan Boetti, Piacenza,
and Turati (2009) menggunakan sate model DEA. Keputusan tentang
bagaimana model DEA dan rumusan variabel input dan output vang
digunakan dalam penelitian bergantung sepenuhnya kepada penelili.
Sedangkan penentuan kekuatan (robusiness) model yang diajukan akan
ditentukan melalui analisis sensitifitas.

. Analisis Sensitifitas Hasil Penelitian

Analisis sensitifitas merupakan tahapan penting yang menentukan
kelayakan hasil pengukuran untuk digunakan scbagai bahan pcngambilan
keputusan. Ramanathan (2003 hal. 176) mengungkapkan bahwa hasil
pengukuran DEA hanva dapat digunokan setelah dilakukan analisis
sensitifitas vang memadai.” Analisis sensitifitas hasil penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3 Pendapat serupa diungkapkan oleh Norman (1991} datam Sowlat: (2001, hal. 61).
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Gambar 3.8,
Alur Analisis Sensitifitas Hasil Penelitian

Analisis sensitifitas ini dapat dilakukan antara lain dengan cara peer
analysis dan modifikasi terhadap UPK dan input atau outpul. Peer
analysis mengasumsikan bahwa UPK yang cfisien akan menjadi
pembanding bagi UPK lainnya yang tidak efisien. Semakin banyak UPK
lain yang tidak efisien yang menjadikan UPK tersebut sebagai
pembanding., maka semakin unggl kualias (genuine) cfisiensinya.
Schaliknya, apabila tidak ada satu UPK lain pun yang menjadikan suatu
UPK yang clisien scbagai pembandingnya, maka cfisiensi UPK tersebut
diragukan kualitasnya {Ramanathan, 2003, hal. 176).

Modifikasi terhadap jumlbah UPK antara lain dapat dilakukan dengan
menambah  atan  mengurangi  jumlah  UPK 2 dan penambahan/
pengurangan jumlah dan nilai input/output.

Modifikasi terhadap variabel input dan output dilakukan dengan
menambah {mengurangi) satu (beberapa) jumlah dan nilai input atau
output. Pemilihan variabel penelitian yang akan dikeluarkan dapat
dilakukan melalui analisis korelasi (Kutvonen. 2007. hal. 32-33).
Variabel vang memiliki nilai korelasi tinggi dihilangkan™ . kemudian

hasil pengukurannya dibandingkan dengan hasil pengukuran scbelumnya.
- fad f- -

™ Ramanathan (2003, hal. 177), Soewtati (2001), dan Kutvonen (2007). Langkah ini tidak
dilakukan dalam penclitian ini mengingat batasan kaidah jumlahk UPK minimal.

* Penetapan nilai korelasi vang dapat ditoleransi, sekali lagi, bergantung kepada pertimbangan
peneliti. Lihat Hadinata dan Manurung. Halkos and Tzereines (2003) dan Eling (2006).
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Sedangkan penambahan (pengurangan) nilai input dan output dilakukan
dengan menambah nilai input dan mengurangi nilai output pada besaran
tertentu. Strong and McMullen (2000) melakukannya dengan persamaan

sebagai berikut:

Xij = Xij x (1 + Adjustment factor) (3.6.)
Xij =X/ (1 + Adjustment factor) (3.7.)

dimana X merupakan variabel input dan output, dengan besaran
adjustment factor tersebut berkisar antara 5% sampai dengan 40%
dengan interval 5%. Sedangkan Sowlati (2001) melakukan modifikasi
terhadap nilai input dan output pada besaran 2%, 4% dan 6%. Model
penelitian yang kuvat (robusf) adalah model dengan hasil yang tidak
banyak mengalami perubahan meskipun telah dimodifikasi.”®
Analisis dilakukan terhadap model penelitian yang telah memenuhi
persyaratan. Sedangkan untuk model penelitian tidak lolos uji dilakukan
perbaikan dan kemudian di uji kembali.
3.5. Operasionalisasi Variabel Penclitian®’
3.5.1. Variabel Input
3.5.1.1. Total Belanja per Kapita
Total Belanja per Kapita (TB/K) merupakan Jumlah seluruh belanja yang
dikeluarkan oleh pemerintah provinsi per kapita pada tahun 2007. Yang
dimaksud dengan belanja adalah sesuat dengan Peraturan Pemerintah
(PPY Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
— Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 tentang Laporan
Realisast Anggaran (LRA) bagian Akuntansi Belanja dan Lampiran IV B
tentang Format LRA Pemerintah Provinsi, belanja pemerintah provinsi
lerdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, tidak

termasuk didalamnya adalah belanja transfer, Sedangkan jumlah

-* Analisis kluster dapat diperiimbangkan sebagai metode alternatif untuk melakukan analisis
sensitifitas, selama jumlahk UPK yang dianalisis memenuhi kaidah yang ditentukan.
*" Dikarenakan terdapat beberapa variabel yang melipuli satu wilayah provinsi secara keseluruhan
(termasuk pula kabupatenikota di dalamnya), maka untuk kewajaran hasil analisis difakukan
penyesuian terhadap variabel TB/K dan share dimana jumiah variabel tersebut telah pula
mencakup jumlah pada kabupaten/kota dalam wilayah provinsi vang bersangkutan.
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penduduk merupakan masyarakat yang bertempat tinggal suatu wilayah
tertentu pada periode tertentu.

Variabel TB/K diasumsikan sebagat proksi biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah dalam rangka menyediakan dan memberikan layanan kepada
masyarakat. Variabel TB/K diperoleh dengan membagi total belanja

dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
TB/K = total belanja/jumlah penduduk (3.8.)

Kinerja pemerintah diukur oleh sejauh mana output yang dapat dihasilkan
input tersebut.

Pembagian jumlah belanja dengan jumlah penduduk dimaksudkan agar
diperoleh variabel pengukuran yang wajar, mengingat terdapat sebaran
jumlah belanja dan jumlah penduduk antar provinsi yang cukup tinggi,

sebagai berikut:
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Gambar 3.9.
Grafik Total Belanja dan Jumlah Penduduk
Menurut Provinsi Tahun 2007

Sumber; BPK, BPS, DJPK telab diolah kembali
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Total belanja yang digunakan tanpa membagi dengan jumlzh penduduk
akan menyebabkan bias tentang biaya yang dikeluarkan oleh provinsi
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.
Pembandingan (benchmarking) provinsi dengan jumlah belanja dan
penduduk yang sama-sama besar maupun sedikit akan lebih wajar
dibandingkan pembandingan aﬁtara provinsi dengan jumlah belanja yang
besar tetapi memiliki jumlah penduduk yang sedikit maupun sebaliknya.
Pembandingan yang tidak wajar tersebut akan menimbulkan bias
terhadap informasi yang dihasilkan.

Oleh karena itu, akan lebih wajar apabila pembandingan dilakukan
dengan membagi jumlah belanja dengan jumlah penduduk. Karena yang
diproksi sebagai biaya adalah biaya per penduduk tanpa terpengaruh oleh
sebaran jumlah belanja maupun jumlah penduduk yang cukup tinggi.
Provinsi dengan jumlah belanja yang besar tetapi memiliki jumlah

penduduk yang sedikit menandakan bahwa biaya pelayanan pada provinsi

tersebut lebih mahal dibandingkan dengan provinsi dengan jumlah

belanja yang besar dengan junilah penduduk yang besar. provinsi dengan
jumiah belanja yang sedikit dengan jumlah penduduk yang besar, dan
provinsi dengan jumlah belanja yang sedikit dengan jumlah penduduk
yang scdikit. Biaya yang lebih mahal tersebut seharusnya menghasilkan

output berupa pelayanan yang lebih berkualitas.

3.5.2. Variabel Output

3521

Share
Share (S) diperoleh melalui persamaan sebagai berikut (Suhendra dan

Amir, 2006, hal,11):
S = (PAD/total belanja) x 100% (3.9)

dimana PAL adalah pendapatan asti dacrah dan total belanja adalah total

belanja pada tahun yang bersangkutan. Semakin tinggi skor vang dicapai

- maka menandakan semakin berhasilnya pembangunan di dacrah tersebut.

3522

Growth
Growth (G} diperoleh melalui persamaan sebagai berikut (Kuncoro, 2004,
hai.114):
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G = ((PDRB; - PDRB,.)/(PDRB..1)) x 100% (3.10)

dimana PAD, adalah pendapatan asli daerah pada tahun t dan PADy,
adalah pendapatan asli daerah pada tahun t-1.

Dengan mempertimbangkan batasan angka yang dapat dianalisis
menggunakan pendekatan DEA (non negatif), maka terhadap angka yang
negatif akan dilakukan standarisasi data menggunakan metode yang
diuraikan oleh Powers and McMullen (2000, hal. 2-3) sebagai berikut:

Zij = (Xij — Xeavgyj) / 0 (3.11)
RZ;; = Abs(Min Z;) - Zj; (3.12)
dimana Z;; = nilai standar deviasi growrh suatu provinsi di atas atau di
bawah nilai rata-rata, X;; = nilai growth suatu provinsi, Xqvwey) = nilai
rata-rata growth seluruh provinsi, oj= nilai standar deviasi growth
keseluruhan RZj; = nilai standar growih suatu provinsi, Abs(Min Z;) =
nilai absolut nilai Zj;.

Skor berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi skor yang

dicapai maka menandakan semakin berhasilnya pembangunan di daerah

tersebut.

. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang
digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga
hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, vang diukur
dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur
berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia
15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per
kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (Buku Panduan
Kongres Nasional Pembangunan Manusia indonesia, Menko Kesra dan
TKPK, 20006).

Skor IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100 dan lebih merupakan
schagal ringkasan dari vkuren pembangunon manusia, Maka untuk dapat
menangkap hasil pembangunan secara menyeluruh diperlukan variabel
atau indikator lainnya. Semakin tinggi skor yang dicapai maka

menandakan semakin berhasilnya pembangunan di daerah tersebut.

Universitas Indonesia

Analisis efisiensi ..., Muhammad Manar Barmawi, FE Ul, 2010



3.524.

3.5.2.5.

50

Rasio Penduduk Bekerja

Rasio penduduk bekerja (nonP) adalah proksi hasil pembangunan daerah
berupa jumlah (rasio) penduduk yang bekerja. Variabel ini merupakan
konversi dari indikator yang sesungguhnya akan dimasukkan sebagai
varibel penelitian, yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja
(pengangguran).

Sifat output dalam konteks DEA adalah berbanding lurus dengan capaian
skor efisiensi, artinya semakin besar output akan semakin besar pula
efisiensi yang dicapai. Sedangkan jumlah pengangguran merupakan
indikator yang selalu hendak diminimalkan oleh pemerintah. Sehingga
disini terjadi hubungan yang berlawanan antara jumlah pengangguran
dengan sifat output dalam DEA. Oleh karena itu diperlukan perlakuan
khusus guna mengakomodasi- hal tersebut agar variabel ini dapat
digunakan dalam penelitian.?®

Penelitian ini melakukan konversi persentase jumlah pengangguran
menjadi rasio penduduk bekérja (nonP) melalui persamaan sebagai

berikut:
NonP = (100%-%pengangguran terbuka)/100 (3.13)

Rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi rasio yang
dicapai maka menandakan semakin berhasilnya pembangunan di daerah
tersebut. |

Rasio Penduduk Non-miskin

Serupa dengan variabel sebelumnya. rasio perduduk non-miskin (nonM)
merupakan konversi dari indikator vang sesungguhnya akan dimasukkan
sebagai varibel penelitian. vaitu jumlah penduduk miskin.

Oleh karena itu diperlukan konverst dengan mengurangkan nilai 100%
dengan persentase penduduk miskin dan kemudian membaginya dengan

100 sebagai berkut:

NonM = (100%-%penduduk miskin}/100 (3.14)

** Ramanathan (2003, hal. 159) melakukan alternatif ain berupa penggunaan nilai negatif terhadap
output yang jumlahnya tidak diinginkan selalu meningkat.
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Rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi rasio yang
dicapai maka menandakan semakin berhasilnya pembangunan di daerah

tersebut.

3.6. Pengumpulan Data Penelitian

3.6.1.Variabel Input

3.6.1.1.

Total Belanja per Kapita

Data total (jumlah) belanja per provinsi tahun 2007 diperoleh dari
LRA-LHP BPK atas LKPD tahun 2007 dan data APBD pemerintah
daerah tahun 2007 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK) Departemen Keuvangan. Meskipun format laporan keuangan
sudah diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP), namun tidak semua provinsi menggunakan format
yang sama. Pada kenyataannya. beberapa provinsi belum memisahkan
jumlah belanja dengan jumlah belanja transfer. Oleh karena itu terhadap
beberapa provinsi tersebut diperlukan pemisahan jumlah belanja dengan
belanja transfer.

Data jumlah penduduk per provinsi tahun 2007 diperoleh dari Buku
Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia
Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data total
belanja terdapat dalam Lampiran 3, data jumlah penduduk terdapat dalam

Lampiran 4, dan data total belanja per kapita terdapat dalam Tabel 4.1,

3.6.2. Variabel Output

3.6.2.1.

Share

Data share diperolch melalui persamaan 3.9. Data PAD diperoleh dari
LRA-LHP BPK atas LKPD tahun 2007 dan data APBD pemerintah
daerah tahun 2007 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DIPK) Departemen Keuangan. Data PAD terdapat dalam Lampiran 3

dan data share terdapat dalam Tabel 4.1.

2. Growth

Data growth diperoteh melalui persamaan 3.10., 3.t1.. dan 3.12. Data
PDRB tahun 2007 dan 2006 diperoleh dari Buku Perkembangan

Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Tahun 2009 yang
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diterbitkan oleh BPS. Data PDRB terdapat dalam Lampiran 3 dan data
growth terdapat dalam Tabel 4.1.
3.6.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Data IPM per provinsi tahun 2007 diperoleh dari Buku Perkembangan
Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Tahun 2009 yang
diterbitkan oleh BPS. Data IPM terdapat dalam Lampiran 4 dan Tabel 4.1.
3.6.2.4. Rasio Penduduk Bekerja
Data penduduk bekerja (nonP) diperoleh melalui persamaan 3.13. Data
pengangguran terbuka per provinsi tahun 2007 diperoleh dari Buku
Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia
Tahun 2009 yang diterbitkan oleh BPS. Data persentase pengangguran
terdapat dalam Lampiran 4 dan data rasio penduduk bekerja terdapat
dalam Tabel 4.1.
3.6.2.5. Rasio Penduduk Non-Miskin
Data penduduk non-miskin (nonM) diperoleh melalui persamaan 3.14.
Data penduduk miskin per provinsi tahun 2007 diperolch dari Buku
Perkembangén Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia
Tahun 2009 yang diterbitkan oleh BPS. Data persentase penduduk miskin
terdapat dalam Lampiran 4 dan data rasio penduduk bekerja terdapat
dalam Tabel 4.1.
3.7, Teknik Tabulasi dan Analisis Data Penelitian
3.7.1. Teknik Tabulasi Data Penelitian
Data variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian diperoleh
melalui dua cara. Cara pertama adalah mengambil secara langsung dari
sumber data, misalnya data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yang dapat diperoleh sccara langsung dari Buku Perkembangan Beberapa
Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia yvang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS). Cara kedua adalah dengan melakukan pengolahan
atas data vang tersedia dari sumber data, misalnya data total belanja per
Kapita, share, pertumbuhan, rasio penduduk bekerja dan rasio peaduduk
non-miskin, diperoleh melalui pengolahan terlebih dahulu dari data yang

tersedia melalui metode  sebagaimana  dwraitkan  dalam
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bagian 3.6. tentang Pengumpulan Data Penelitian dengan menggunakan
Microsoft Excel.

3.7.2. Teknik Analisis Data Penelitian

3.7.2.1. Statistik Deskriptif

3.7.2.2.

Statistik deskriptif disajikan untuk data variabel dan hasil penelitian yang
meliputi antara lain jumlah, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai
minimum, jarak (range), jarak dibagi nilai rata-rata, analisis korelasi
menggunakan Microsoft Fxcel. Dan selain itu, diuraikan pula hubungan
antara faktor-faktor tersebut dengan sebaran geografis. Simpulan
disajikan sebagal penutup pada setiap uraian untuk masing-masing
variabel penelitian.

Analisis Hasil Penelitian

a. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan pendekatan DEA
model BCC berorientasi input sebagaimana model penelittan dalam
Gambar 3.6. Model CCR dan NIRS digunakan scbagai pelengkap
untuk memperoleh nilai PTE dan SE serta sifat fungsi produksi dari
UPK. '

Skor efisiensi (TE). analisis kontribusi, analisis pengurangan input dan
analisis penambahan output beserta UPK acuan (peer) didasarkan pada
output hasil pengukuran efisiensi model BCC berorientasi input
menggunakan soffware Lificiency Measurement Systemn (EMS).
Analisis kontribusi merupakan nilai dari vircral input dan virtual
output UPK vang menjadi dasar pencapaian skor elisiensi.

Pengurangan input diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:
pengurangan input = 100% - skor elisiensi (3.13)

. . g . . .
Farget input™ yang scharusnya dicapai olch suatw UPK diperoleh

melalui persamaan sebagai berikut:

* Pada beberapa kasus. nilai dari target input maupun output vang disajikan relatif sangat besar
hingga metlebihi ambang batas kewajaran. Sebagai contoh lihat Hadad, Santoso, 1lyas, dan
Mardanugraha (2003. hal. 15) dan Pertiwi {2006, hal. 131-132). Menurut peneliti nilai tersebut
seharusnya dipandang sebagai faktor yang memerlukan perhatian lebih dari manajemen dan bukan
merupakan angka mutlak vang harus dipenuhi.
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target input = input aktual x skor efisiensi (3.16)

Sebaliknya, penambahan output diperoleh melalui persamaan sebagai

berikut:
penambahan output = output aktual x output slack 3.17)

dimana output slack adalah persentase jumliah dari setiap output yang
harus ditambah agar UPK mencapai efisiensi sebagaimana yang
dicapai oleh UPK efisien yang menjadi acuan.

Target output yang seharusnya dicapai oleh suatu UPK diperoleh

melalui persamaan sebagai berikut:
target output = output aktual x (1-+output slack) (3.18)

Informasi tentang capaian output diperoleh melalui persamaan sebagai

berikut:
capaian output = target output/output aktual (3.19)

Penentuan UPK efisien yang menjadi acuan bagi UPK tidak efisien
diperoleh output hasil pengukuran efisiensi model CCR. Sedangkan
penentuan fokus UPK acuan didasarkan kepada besaran bobot dan
setiap UPK efisien yang menjadi acuan.

Dekomposisi nilai TE menjadi nilat PTE dan SE diperoieh melalui
pembandingan antara output hasil pengukuran efisiensi model CCR
dengan BCC berorientasi input menggunakan soffware EMS. Nilai
PTE adalah nilai efisiensi UPK menurut model BCC. Sedangkan nilai
SE diperoleh melalui pembagian nilai TE dengan nilai PTE scbagai

berikut:
SE =TE/PTE (3.20)

dimana Sk adalah nilat seale efficiency UPK, TE adalah rechnical
efficiency vaitu nilai efisiensi UPK menurut mode]l CCR dan PTE
adalah pure technical efficiency merupakan nilai efisiensi UPK
menurut model BCC.

Sifat fungsi produksi (rettrn to scale) UPK diperoleh melalui

pembandingan antara output hasil pengukuran efisiensi model CCR,
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BCC dan model NIRS berorientasi input menggunakan sofhware EMS.
Sifat fungsi produksi tersebut diperoleh melalui alur logika sebagai
berikut:

Jika suatu UPK memiliki milai p = g = r, maka UPK tersebut memiliki
sifat CRS*; atau

Jika suatu UPK memiliki nilai p < q = r, maka UPK tersebut memiliki
sifat DRS; atau

Jika suatu UPK memiliki nilai p < q > r, maka UPK tersebut memiliki
sifat IRS;

dimana p adalah skor efisiensi menurut model CCR, q adalah skor
efisiensi menurut model BCC dan r adalah skor efisiensi menurut

model NIRS.?!

b.Teknik Analisis FHubungan antara Skor Efisiensi dengan Variabel

Penelitian

Analisis hubungan antara skor efisiensi dengan setiap variabel input
dan output ditentukan melalui analisis korelasi dan statistik deskriptif.
Analisis korelasi dilakukan dengan metode Pearson Correlation yang
diolah menggunakan soffware SPSS. Sedangkan statistik deskriptif
dilakukan dengan membandingkan skor efisiensi dengan nilai setiap
variabel input dan output menurut provinsi. Perbandingan tersebut
beserta sajian dalam bentuk grafik diolah menggunakan Microsofi

Exeel.

™ jika suate UPK memiliki nilai p = q = r = 1. maka UPK tersebut beroperasi pada tingkat
optimum (imost productive scale size’NPSSY), sesvai dengan Banker, et. al. {1984°)."{f a unit is fully
efftcient in both de CCR and BCC models, i1 is operating in the most produciive scaie size
(MPSS)Y™ (Sowlati. 200%. hal.23). Cooper. Seiford, and Tone (2007, hal. 152) menyatakan hal

*' Detail perhitungan matematis untuk menentukan sifal fungsi produksi UPK dapat dilihat dalam
Ramanathan (2003, hat. 82-84}). Untuk perbitungan lanjut dapat dilthat dalam Cooper, Seiford. and
Tone (2007).
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4.1. Statistik Deskriptif

4.1.1. Data Penelitian

BAB 4

HASIL PENELITTIAN DAN ANALISIS

Data variabel input dan output terdapat pada Tabel. 4.1. di bawah ini:*

Tabel 4.1.

Data Variabel Input dan Output Mcnurut Provinsi Tahan 2007

opu

LA

i i’:ﬁ‘*-" L
SR D) LS s w

e 1 ; s ¥
1 NAD 2.594.436,10 0,08 0,00 70,40 0,901 0,7345
2 Sumut 1.151.781,87 0,15 4,71 72,80 0,899 0,861
3 Sumbar 1.714.629,25 0,11 4,42 72,20 0,8969 0,881
4 Riau 3.868.158,49 0,09 2,90 74,60 0,9021 0,888
5 Jambi 2.010.340,34 0,10 4,66 71,50 0,9378 0,8973
6  Sumsel 1.598.017,45 0,11 4,16 71,40 0,9066 0,80835
7 Bengkulu 2.283.660,47 0,03 4,23 71,60 0,9532 0,7787
8 Lampung 1.001.997 95 0,10 421 69,80 0,9242 0,7781
0  Babel 2.600.076,20 0,12 3,49 71,60 0,9351 0,9046
10 Kepri 4.315.693,55 0,10 4,76 73,70 0,9099 0,897
11 DKI Jakaria 2.201.643 41 0,52 4,47 76,60 0,8743 0,9539
12__Jabar __ 62633013 022 445 7070 08692 0,8645
I3 Jaeng 786.468,61 0,19 _ 403 7090 0,923 0,7957
14 DIY 1.112.167,33 0,19 3,37 74,20 0,939 0,8101
15 Jatim 73591290 0,20 4,30 69,80 0,9321 0,80002
16 Banten 67:1.327.88 0,30 4,26 69.30 0,8425 0,9093
17 Bali 1.550.733,04 0,26 4,20 70,50 0,9623 0,9337
18 NTB 1,144,707 28 0,10 3,67 63,70 0,9352 0,7501
19 NTT 1.259.024,78 0,07 3,80 65,40 0,9628 0,7249
20 Kalbar 1.526.771,30 0,09 4,25 67,50 0,9333 0,8709
21 Kalieng 3.305.296,6\ 0,06 427 73,50 0,9:439 00,9062
22 Kalsel 1.850.575,21 0,17 4,25 68,00 09258 0,9299
23 Kaltim 6.970.375,49 0,07 [,78 73,80 0,8793 0,8896
24 Sulut 2.018.200,37 0,08 4.8 74,70 0,8765 0,8838
25 Suiteng 1.986.652,04 0,06 5,27 69,30 _ 0,9i6] 0,7758
26 Sulsel 1.:472.357,05 0,12 412 69,60 0,8875 0.8589
27 Sultra 2.212,574.08 0.06 3.25 68,30 0,936 0,7367
28 Gorontalo 2.093.838,15 0,07 5,02 68,80 0.9284 0.7265
29 Sulbar 1.946.781,41 0,04 4,98 67.70 0,9455 0.8097
(30 Malku 298340671 004 04 7000 0878 0.6886
31 Muluky Urara 326078466 004 421 6780 09297 08805

* Output statistik deskriptif menggunakan soffware SPSS terdapat dalam Lampiran 3.

36
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Tabel 4.1. (sambungan)

32  Papua Barat ? 060.675,86 0,01 4,73 67,30 0 9054 0,6069
33 Papua 7.121.556,76 0,03 3,35 63,40 0,9499 0,5922
Jumlah 79.048.954,71 3,97 134,43  2.320,40 30,25 27,18
Rata-rata 2.395.422 87 0,12 4,07 70,32 0,92 0,82
Nilai Maksimum 7.121.556,76 0,52 3,27 76,60 0,96 0,95
Nilai Minimum 626.330,13 0,01 0,00 63,40 0,84 0,59
Nilat Maks-Min 6.495.226,62 0,50 527 13,20 0,12 0,36
Nilai Maks-Min/
Rata-rata 271% 418% 129% 19% 13% 44%

Sumber: BPK, BPS, DJPK, ielah diolah kembali

a. Nilaa Total belanja per kapita untuk 33 provinsi berjumlah
Rp.79.048.954,7] dengan nilai rata-rata Rp.2.395.422,87. Sepuluh
provinsi (30,30%) memiliki nilai total belanja per kapita di atas nilai
rata-rata, dan 23 provinsi (69,70%) lainnya n;emiliki nilai total belanja
per kapita di bawah nilai rata-rata.

Provinsi Papua memiliki total belanja per kapita paling besar diantara
provinsi lainnya dengan nilai Rp.7.121.556,76, diitkuti Provinsi Papua
Barat (Rp.7.060.675,86) dan Kalimantan Timur (Rp.6.970.375,49).
Sedangkan provinsi dengan nilai total belanja per kapita paling rendah
adalah Provinsi Jawa Barat (Rp.626.330.13). Sclisih nilai total belanja
per kapita antara Provinsi Papua dengan Provinsi Jawa Barat provinsi
tersebut mencapai Rp.6.495.226,62 atau 271% dari nilai rata-rata.
Ditinjaun dari sudut pandang geografis tidak terdapatl pemusatan nilai total
belanja pada provinsi atau wilayah tcrienmtu. Namun pada umunya
provinsi yang herada di Pulau Jawa pada umumnya mcmiliki nilai total
belanja yang rclatif lebih kecil dibandingkan dengan provinsi di Luar
Jawa, yang kemungkinan disebabkan konsentrasi penduduk yang cukup
besar di Pulau Jawa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat

pemusatan pada provinst ataupun wilayah tertentu namun total belanja
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per kapita tahun 2007 tidak terdistribusi secara merata (Lihat histogram
pada Lampiran 5).

b. Nilai rata-rata share sebagai proksi tingkat kemiandirian daerah adalah
0,12. Provinsi dengan nilai share di atas rata-rata berjumlah delapan
provinsi (24,24%) dari 33 provinsi, yang terpusat terutama di sekitar
Jawa dan Bali (diluar daerah tersebut hanya terdapal Provinsi Sumatera
Utara). Sedangkan provinsi lainnya memiliki tingkat kemandirian daerah
di bawah nilai rata-rata.

Hal ini menandakan bahwa tingkat kcmandirian daerah pada tingkat
pemerintah provinsi pada tahun 2007 secara umum masih rendah dan
terjadi kecenderungan terjadinya pemusatan tingkat kemandirian yang
tinggi di sekitar Pulau Jawa dan Bali (Lihat histogram pada Lampiran 5).

c. Nilai rata-rata pertumbuhan dari 33 provinsi pada tahun 2007 adalah 4,07,
Provinsi dengan nilai JKK di atas rata-rata berjumlah dua puluh tiga
provinsi atau 69,70% dari 33 provinsi. Sedangkan sisanya (29,30%)
memiliki nilai pertumbuhan dibawah rata-rata. .
Dua provinsi yang berada di Pulau Jawa lainnya memiliki nilai
pertumbuhan atas di bawah nilai rata-rata. Provinsi Sulawesi Tengah
dengan nilal growth tertinggl (5.27) merupakan provinsi yang memiliki
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah paling tinggi, sedangkan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang memiliki
kemampuan keuangan paling rendah.”
Jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum mencapar 5,27 atau
129% dari nilai rata-rata. Hal ini menandakan bahwa meskipun sudah
banyak provinst yang berada di atas nilai rata-rata, tetapt tingkat
pertumbuhan ckonomi daeral pada tahun 2007 befum sepenuhnya merata
dengan  jarak  yang cukup besar (lihat  hislogram  pada
[.ampiran 5).

d. Nilai rata-rata 1IPM dan 32 provinsi pada tahun 2007 adalah 70.39.

Provinsi dengan nilai IPM di atas rata-rata berjumiah wjuh belas provinsi

> Angka pertumbuhan Provinsi NAD merupakan angka yang sudah distandarisasi karena tingkat
pertumbuhan pada tahun 2007 bernilai negatif.
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atau 53,1% dari 32 provinsi. Sedangkan sisanya (46,9%) memiliki nilai
IPM di bawah rata-rata.

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki kualitas SDM
paling tinggi (76,60), sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi
yang memiliki kualitas SDM paling rendah (63,40). Jarak antara nilai
maksimum dan nilai minimum mencapai 13,20 atau 19% dari nilai
rata-rata, Hal ini menandakan bahwa kualitas hidup SDM telah cukup
merata di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2007 (Lihat
histogram pada Lampiran 5).

Nilai rata-rata rasio penduduk yang bekerja menurut provinsi pada tahun
2007 mencapai 0,92. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur merupakan
provinsi yang memiliki rasio penduduk yang bekerja paling tinggi (0,96)
diantara provinsi lainnya. Sedangkan Provinsi Banten merupakan
provinsi dengan rasio penduduk yang bekerja paling rendah (0,84)
diantara provinsi lainnya.

Selisih nilai rasio diantara kedua provinsi tersebut berjumlah 0.12 atau
mencapai 3% dari nilai rata-rata. [al ini mecnandakan bahwa pada
umumnya setiap provinsi pada tahun 2007 memiliki nilai rasio yang
cukup tinggi dan telah terdistribusi secara merata (Lihat histogram pada
Lampiran 5).

Namun, apabila dilihat dari jumlah penduduk, terdapat kondisi yang
berbeda dengan uraian pada paragraf scbelumnya sebagaimana terdapat

pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk Bekerja dan Non-Miskin Mceaurut Provinsi Tahun 2007

VNo e s oo Provinsi Pend. Bekerja Pend. Non-Miskin ___ Jml. Pend.-
| NAD_ 3808078 3002381 1223.800
2 Sumut 11.538.126 11030418 12.834.400
3  Sumbar 4.213.437 4.138.762 4,697 .800
3 Riau T 457349 4303048 5.071.000
5 Jambi 2.571.635 2.460.576 2.732.200
6 Sumsel 6.364.332 5.675.670 7.020.000
7 Bengkulu [.541.038 1.258.924 1.616.700
8 Lampung 6.737.233 5.672.193 7.289.800
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NS "‘Pi?oviﬂsxfiim*ﬁvég'l"ﬁa BekenjavacPend sNonMiskities ot wdmls SPend: o
9 Babel 1.034.875 1.001.121 1.106.700
10  Kepri 1.267.400 1.249.431 1.392.900
11 DXI Jakarta 7.925.180 8.646.722 9.064.600
12 Jabar 35.054.054 34.864.507 40.329.100
13  Jateng 29.887.017 25.765.005 32.380.300
14 DIY 3.224.996 2.782.288 3.434.500
i35 Jatim 34.390.389 29.517.218 36.895.600
16 Banten 7.939.215 8.568.698 9.423.400
17 Bali 3.34R.612 3.249.089 3.479.800
I8 NTB 4.014.346 3.219.804 4.292 500
19 NTT 4.283.401 3.225.008 4.448.900
20 Kalbar 3.908.151 3.639.056 4.178.500
21 Kalteng 1.924.654 1.838.045 2.028.300
22 Kalsel 3.137.871 3.158.591 3.396.700
23  Kallim 2.659.707 2.690.862 3.024.800
24 - Sulut 1.916.730 }.937.067 2.186.800
25 Sulteng 2.195.159 1.858.972 2.396.200
26 Sulsel 6.834.016 6.613.788 7.700.300
27 Sulira ) 1.901.484 1598181 2.031.500
28 Gorontalo 891.543 697.658 960.300
29 Sulbar 961,290 823.222 1.016.700
30  Maluku 1.143.156 R96.557 1.302.000
31 Papua Barat 648.266 434.540 716.000
32 Papua 1.914.618 1.193.638 2.015.600

Jumlah 203.754.676 187.331.042 224.697.700
Rata-rata 6.367.334 5.854.095 7.021.803
Nilai Maksimum 33.054.053 34.864.507 40.320.100
Nilai Minimum 648.266 434,540 716.000

____Nilai Maks-Min 3:4.405.787 34.429.967 ~39.613.100

Nilai Maks-Min/Rata-rata 540% 588% 564%

Sumber: BPS, telah diolah kembali

Nilai rata-rata penduduk yang bekerja pada tahun 2007 mencapai
6.367.334 orang. Provinsi Jawa Barat mcrupakan provinsi dengan
jumlah penduduk yang bekerja paling tinggi (35.054.054 orang) diantara
provinsi lainnya. Sedangkan provinst dengan jumlah penduduk bekerja
paling rendah adalah Provinsi Papua Barat dengan jumlah 648.266 orang.
Kesenjangun diantara kedua provinsi tersebut mencapat >4.405.787 orang

atau mencapai 340% dari nilai rata-rata. Hal ini menandakan bahwa
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terdapat kesenjangan jumlah penduduk bekerja yang cukup besar diantara
provinsi-provinsi di wilayah Indonesia pada tahun 2007.%

f. Nilai rata-rata rasio penduduk non-miskin menurut provinsi pada tahun

2007 mencapai 0,82, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang
memiliki rasio penduduk non-miskin paling tinggi (0,95) diantara
provinsi lainnya. Sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan
rasto penduduk non-miskin paling rendah (0,82) diantara provinsi lainnya.
Selisth nilai rasio diantara kedua provinsi tersebut berjumiah 0,36 atau
mencapai 44% dari nilai rata-rata. Hal ini menandakan bahwa nilai rasio
penduduk non-miskin menurut provinsi pada tahun 2007 kurang
terdistribusi secara merata. (Lihat histogram pada Lampiran 5).
Menurut Tabel 4.2, di atas, terlihat bahwa nilat rata-rata penduduk yang
bekerja pada tahun 2007 mencapai 5.854.095 orang. Provins Jawa Barat
merupakan provinsi dengan jumiah penduduk yang bekerja paling tinggi
(34.864.507 orang) diantara provinsi lainnya. Sedangkan Provinsi Papua
Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk non-miskin paling.
rendah (434.540 orang). Kesenjangan diantara kedua provinsi tersebut
mencapai 34.429.967 orang atau mencapai 588% dari nilai rata-rata. Hal
ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan jumlah penduduk
non-miskin yang cukup besar diantara provinsi-provinsi di wilayah
Indonesia pada tahun 2007.

Dari uraian diatas dapat distmpulkan bahwa terdapat vartabel input dan

output yang belum terdistribusi secara merata, yaitu total belanja per kapita,

nilai share. nilai growth dan nilai rasio penduduk non-miskin.”® Hal ini
menandakan adanya kesenjangan  dalam bidang  sosial.  ckonomit dan
akuntabilitas keuangan dacrah yang cukup besar pada tahun 2007 di antara

provinsi-provinst tersebut.

H Jarak yang cukup besar ierscbut kamungkinan dischabkan oleh porbedaan disiribusi nilai rasio
penduduk bekerja dengan distribusi jumlab pendudek menurin proviasi pada ahun 2007, Hal
serupa terjadi pada rasio dan jumlah penduduk non-miskin,
% Jumlah penduduk bekerja dan non-miskin tidak diseniakan karena bukan merupakan variabel
penelitian. Uraian pada bagian sebelumnya terkait dengan hal tersebu ditjukan scbagai
perbandingan untuk memperoleh deskripsi yang seimbang,.
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4.1.2, Hasil Penelitian
Skor efisiensi menurut provinsi pada tahun 2007 dapat diuraikan sebagai
berikut:

Tabel 4.3,
Skor Efisiensi Menurut Provinsi Tahun 2007

o T S
R s bzt

Peﬁlﬁw ay é-R R0 CALERY
iR A e T S e SR

100,00% ] Decreasing,
Kepulauan Riau, DKI Jakarta, kecuali Jawa Barat
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten
DIY, Jawa Timur, Banten, (constant)
Bali, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Tengah, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat ]
2 Bengkulu 88,27% i6 Decreasing
3 Gorontalo 84,51% 17 Decreasing
4 Sulawesi Utara R1,30% 18 _ Decreasing
5  Kalimantan Selatan 76,73% 19 becteggrg:_
6 Lampung 72,07% 20 '_"{)."fcreasfng
B (ColimantapBaat. W B 0% bl | Qe
8 Nusa Tt:n—g-g—al'a Barat 68,90% 22 Decreasing :
9  Sumalera Baral 66,18% 23 Decreasing
10 Bangka Belitung 52,93% 24 Decreasing
1T Sumatera Selatan 50,48% 25 Decreasing
12 Sulawesi Selatan 4980% 26 Decreasing
13 Riau 40,21% 27 Decreax:'n;
14 Maluku Utara 33.40% 28 Decreasing
15 WNAD 26,75% 29 Deereasing
16 Maluku 21,51% 30 _Decreasing
17 Kalimantan Timur 19,53% 31 Decre&sing
18  Papua Barai 16,90% 32 Decreasing
19 Papua 14,59% 33 Decreasing
Rata-rata 73,7%% )
Nilai Maksimum 100.00%
Nilai Mintmum i l—i._S‘)‘?-E__
____________ . Nilai Maks-Min (83011%
 Nilai Maks-Nin/Ratarata 116% -

Sumber: Hasil Pengolaban

Dari Tabel 4.3. terlihat bahwa terdapat lima belas provinsi (45.45%) vang
memiliki skor cfisiensi sempurna (100%). yailu Provinsi Sumatera Utara,
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Jambi, Kepulavan Riau, DK] Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,
Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Tengah, Sulawest Tenggara, Sulawesi Barat. * Hal ini
menandakan bahwa provinsi-provinsi tersebut telah dapat memanfaatkan
anggaran belanja-nya secara optimal demi pelayanan yang memadai
kepada masyarakat.

Sementara itu, delapan belas provinsi lainnya memiliki skor efisiensi yang
beragam. Terdapat empat provinsi (22,22%) yang memiliki skor efisiensi
di atas rata-rata dan sepuluh provinsi (55,56%) yang memiliki skor
efisiensi di atas 50%. Jarak capaian efisiensi antara provinsi dengan skor
maksimum dan provinsi dengan skor minimum berkisar 85,41% atau
116% dari nilai rata-rata. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2007
sebagian provinsi belum dapat memanfaatkan anggaran belanja mereka
secara optimal untuk memberikan pelayanan secara memadat kepada
masyarakat.

Secara umum capaian efisiensi berada di bawah nilai rata-rata dengan
variansi yang cukup besar scbagaimana lcrdapai dalam Gambar 4.1.

berikut ini;

T&

14 =

12 =

Sl [Drenys = S0
hicom = Fa
N oa 323 00

Gambar 4.1.
Distribusi Skor Efisiensi Menurst Provinsi Tahun 2007

Sumber: Hasil Pengolahan

* Metode super efficiency dari Andersen and Petersen (1993) digunakan untuk mengetahui
perbedaan skor efisiensi dari UPK yang memiliki efisiensi sempurna. lMasil pengukuran yang
terdapat dalam Lampiran 12, Namun hasil pendekatan tersebut menjadi tidak relevan untuk
dibahas disini mengingat terdapat beberapa provinsi dengan nilai efisiensi vang sangat besar.
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Dilihat dari sudut pandang geografis, meskipun peringkat teratas
didominasi oleh provinsi yang berada di Pulau Jawa dan peringkat terakhir
diduduki oleh provinsi yang berada di wilayah Indonesia Timur, namun
capaian skor efisiensi pada umumnya merata untuk seluruh wilayah di
Indonesia.

Ditinjau dari fungsi produksi, hanya dua provinsi atau 6,06% dari 33
provinsi memiliki fungsi produksi yang tetap (CRS) dan optimal (MPSS),
yaitu Provinsi Jawa Barat dan Banten. Secara teorilis setiap penambahan
input dalam jumlah tertentu pada provinsi tersebut akan menghasilkan
output dalam jumlah yang sama dan adanya MPSS ini menandakan
kemampuan kedua provinsi tersebut dalam memanfaatkan input seminimal
mungkin untuk menghasilkan output pada jumlah yang telah ditentukan
yang didukung oleh ukuran/kapasitas UPK yang optimum.*’

Sedangkan 31 provinsi lainnya memiliki asumsi produksi vang menurun
(DRS), dimana sccara lcorilis setiap setiap penambahan input dalam
jumlah tertentu pada provinsi tersebut akan menghasitkan output dalam
jumlah yang lebih kecil. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar
provinsi pada tahun 2007 memiliki tingkat produktifitas yang rendah.
Diperlukan analisis khusus agar fungsi produksi dari provinsi-provinsi
tersebut dapal dirubah menjadi CRS dan berada pada titik optimum
{(MPSS).

Dari uraian tersebut dapat distmpulkan bahwa sebagian besar provinsi di
seluruh wilayah di IlndOnesia pada tahun 2007 telah memiliki skor efisiensi

yang cukup namun masih memiliki tingkat produktifitas vang rendah.

4.2, Hasil Penchitian dan Analisis

4.2.1. Uji Model Penelitian

Dart uji model perelitian yang terdiri dari uji pemilihan UPK. peer analysis,
pengurangan (penambaban) jumlah input dan output. dan penambahan nilai
input dan pengurangan nilai output (Lampiran ). disimpulkan bahwa model

penetitian ini telah robust.

*' Pada orientasi output rumusan efisiensi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin dari
input pada jumlah tertentu.
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4.2.2. Analisis Kontribusi Variabel Penelitian

Skor efisiensi dari setiap provinsi diukur melalui  asumsi-asumsi
sebagaimana yang telah diuratkan dalam Bab 3 tentang Metodologi
Penelitian, Salah satu asumsi tersebut adalah pembobdtan secara merata
(pure weight) untuk seluruh variabel penelitian. Besaran kontribusi dari
satu atau beberapa variabel output terhadap capaian efisiensi dipengaruhi
oleh asumsi ini.*® Sehingga analisis kontribusi disini lebih dimaksudkan
scbagai penekanan bagi perhatian manajemen/pengambil keputusan
dengan nilai yang bersifat relatif (bukan nilai mutlak).39

Berdasarkan output analisis efisiensi yang diolah menggunakan software
EMS (Lampiran 7 dan output pada Lampiran 12), diketahui bahwa skor
efisiensi UPK dicapai dari kontribusi satu atau lebih outpul yang beragam

sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Kentribusi Output dan UPK Acuan Menurut Provinsi Tahun 2007

" No " Provinsi ~ " Variabel Pembanding
I NAD 1PM (64%). NonP (34%) Jawa Baral (46%).

Jawa Timur (37%)

Jawa Tengah (17%)

2 Sumut Growth (22%), IPM (54%), NonP
(24%) R
3 Sumbar Growth (2%), IPM (51%), NonP Jawa Barat {12%)
(22%), NonM (23%) Sumut {29%)
DKI Jakarta (12%)
DIY (5%}
4 Riau 1PM (51%), NonP (20%), DKT1 Jakarta (44%)
NonM (29%) DIY (37%)
Juwa Barat (1 3%0)
Bali (5%)
5 Jambi Growth (29%;), NonP (38%).
NonMl (33%) .
6 Sumsel Growih (8%). IPM (63%). Nonl? Jawa Barat (40%)
(26%%) Jawa Timur (30%)
DIY (24%)

e e CSumat(2%)

* Variabel input berkontribusi 100%. Dengan demikian tidak diperiukan analisis terhadap variabel
ini.

** Begitu pula dengan analisis pada bagian lainnya. Lihal pembahasan pada bagian berikutnya dan
keterbatasan penelitian pada Bab 3 tentang Kesimpulan.
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AProvinsi &y

RPN BRE s SR o I e
;. Bémbanding.ii= :ﬂa:mé_

7 Bengkulu Bali (52%)
{26%) Kalteng (23%)
Jambi (19%)
" DIY (6%)
4 Lampung NoaP (100%) Jawa Timur (87%)
. : Jawa Barat (13%)
9 Babel IPM (50%0, NonP (21%), NonM Bali (59%)
{30%) Jawa Barat (12%)
DIY (15%)
DKI (8%)
10 Kepri Growth (19%), IPM (44%), NonP
{34%), NonM {3%D0 .
Il DKI Jakarta Share (15%), Growth (9%), IPM
(76%)
12 Jabar Growth (95%), NonP {5%)
13 Jateng [PM (68%). NonP (32%)
14 DIY Snare (1%), IPM (45%), NonP
(54%)
15 Jatim Share (1%), Growth (27%), IPM
(72%)
16  Banien Share (4%), NonM (96%)
17  Bali Share (4%), Growth (1%), NonP
(89%]), NonM (6%) e iy
18 NTB NonP (100%) Jawan Timur (90%)
NIT(0%)
19 NTT Nenb (100%)
20 Kalbar Nonrl (60%0, NonM (40%) Bali (:13%)
Jawa Timur (38%)
Jawa Barat (1 7%)
21 Kalieng Growth (5%), 1PM (47%), NonP R
{47%), NonM (2%) R T
22 Kalsel Growth (33%0), NonP {13%5), NonM  Bali (6-194)
{(54%) Banten (23%)
12K (12%)
Sumut (1%)
23  Kaltim IPM (80%6). Nanhl (20%) DK (J0"%)
Jasva Barat (39%)
DIY (20%)
24 Sulut Growth (6%), [PM (96%5) Sumut (13%)
DKL {47%)
. o DIY (8%)
25 Suleng Growth (15%), IPM {55%) -
26 Sulsel Growth (27%), NonP (48%0), NonM  Jawa Barat (72%)
(2:49%) Jawa Timur (16%)
Bali {7
Sumut {-19%)
27 Sultm Shaic {1%0), Growidi {33%) Noal
{66%) o .
28 Gorontalo Growth (40%0, NonP (60%) Sultra {12%)

Analisis efisiensi ..., Muhammad Manar Barmawi,
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Tabel 4.4. (sambungan}

O B QNS S IR R VA ;’fiabe!wﬁf‘f“”ﬁif« sﬁéﬁ‘
29  Sulbar Growth (12%), NonP (88%%) T R
30  Maluku NonP (100%) Jawa Barat (86%)
Jawa Timur (14%)
31  Maluku Utara NonP (60%), NonM (40%) Bali (47%)
Jawa Barat (27%)
Jawa Timur (26%)
32 Papua Barat Growth (58%), NonP (42%) Sulteng (39%)
Jawa Barat (32%)
Jawa Timur (28%)
32 Papua NonP (100%) NTT (58%)

Jawa Timur {(42%)

Sumber: Hasil pengolahan

Persentase variabel output dan provinsi pembanding mcrupakan besaran
bagian dari masing-masing variabel/provinsi terhadap capaian efisiensi
dan preferensi pembanding.

Dari Tabel 4.4. terlihat bahwa pada umumnya terdapat variansi variabel
output yang berkontribusi terhadap capaian efisiensi setiap UPK. Secara
keseluruhan, share berkontribusi pada enam provinsi, growth
berkontribusi pada dua pulul provinsi, IPM berkomribtisi pada lima belas
provinsi, rasio penduduk bekerja berkontribusi pada 28 provinsi, dan rasio

penduduk non miskin berkontribusi pada tiga belas provinsi:

share
Nonid

grondh

20

Esi: :

Gambar 4.2
Kontribusi Qutput terhadap Capaian Efisiensi

Sumber: Hasil Pengolahan
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Apabila dilihat dari persentase kontribusi, variabel rasio penduduk bekerja
merupakan variabel yang memiliki kontribusi paling dominan™ (dua belas
provinsi), ditkuti IPM (9 provinsi), growth (2 provinsi), dan rasio
penduduk non miskin (1 provinsi). Hal ini menandakan bahwa variabel
output lainnya yang belum berkontribusi secara optimal masih perlu
ditingkatkan nilainya karena apabila dibandingkan dengan variabel output
yang seharusnya (UPK cfisien).

Provinsi yang paling banyak menjadi pembanding bagi provinsi yang tidak
efisien adalah Provinsi Jawa Barat (12 provinsi), diikuti Provinsi Jawa
Timur (11 provinsi) dan Provinsi Bali (8 provinsi). Besaran persentase
pada provinsi pembandingan menandakan prioritas/kescrupaan antara
solusi perbaikan yang diperlukan oleh provinsi tidak efisien dengan
kondisi yang ada pada provinsi pembanding tersebut. Semakin besar
persentase maka akan semakin besar pula kecenderungan provinsi tersebut
dijadikan referensi. Sedangkan provinsi dengan besaran persentase yang
Iebih sedikit dapat dijadikan sebagai referensi alternatif,

Informasi tersebut (beserta uraian pada bagian berikutnya) dapat dijadikan
scbagai salah satu bahan perlimbanpan bagi para pengambil keputusan
untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah

Setelah mengetahui capaian efisiensi, provinsi acuan. dan kentribusi dari
masing-masing output, tentunya akan timbul pertanyaan bagi UPK yang
tidak efisien, output apa sajakah yang harus ditingkalkan dan berapakah
besarannya?

Efisiensi dari UPK yang tidak efisien tersebut dapat ditingkatkan melalui
pengirangan input atau peningkatan output (Lampiran 7). Diperlukan
kehati-hatian dalam menginterprestasikan hasit penclitian ini. mengingat
angka clisiensi int merupakan angka clisiensi relatif vang terbentuk
melalui serangkaian metodologi sebagaimana ielah divraikan dalam Bab 3

{Aristovnik. hal.iZ; Norman (1991 dalam Sowiati, 2001, hai. 63;

"® Dominansi diasumsikan terdapat pada besaran persentase di atas 50%.
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Ramanathan, 2003, hal. 176; Crawford, hal. 7; Cooper, Seiford, and Tone.,
2007, hal. 116: Kutvonen, 2007, hal.46; dan Grammeltvedt, hal 1).
Secara ringkas, analisis tentang capaian efisiensi berikut kelemahannya

dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Analisis Capaian Efisiensi dan Kelemahan UPK

Kapasitas
Organisasi

In-efisien NSO figen Bengkulu, Kalbar,
am RPRSMFE Kalsel, Sulut,
:| Gorontalo.

Keterangan: Jawa Barat dan Banten MPSS, provinsi lainnya berada dalam asumsi DRS

Sumber: Hasil pengolahan

Dari Tabel 4.5. di atas terlihat bahwa permasalahan yang menyebabkan
provinsi efisien masih belum optimal di dalam memanfaatkan sumber
dayanya adalah kapasitas organisasi. Sedangkan permasalahan yang terjadi
pada provinsi yang tidak efisiensi lebih beragam, yaitu kemampuan
manajerial dan kapasitas organisasi yang terbatas dan kombinasi dari
keduanya. Kelemahan tersebut menyebabkan seluruh provinsi tersebut
berada dalam asumsi DRS, yang secara teoritis berarti setiap penambahan
input akan menghasitkan pertambahan output yang lebih sedikit.

Berdasarkan uraian terakhir pada Bab 2. meskipun suatu provinsi sudah
mencapai skor efisiensi yang memadai, namun diperlukan kondisi fungsi
produksi vang kondusif (MPSS) agar secara keseluruhan output yang

dihasilkan oleh suatu UPK menjadi optimal.
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Berikut ini adalah uraian analisis efisiensi dari beberapa provinsi yang
memiliki sumber daya berlimpah namun belum mampu mencapai skor
efisiensi optimal. Provinsi Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan
Riau merupakan provinsi dengan total belanja per kapita urutan pertama,
kedua, ketiga, dan kelima diantara 33 provinsi. Namun, dibandingkan
dengan provinsi lainnya, dukungan sumber daya tersebut relatif belum
mampu menghasilkan layanan kepada masyarakat yang optimal yang
diukur melalui variabel output, seperti tingkat kemandirian daerah,
pertumbuhan ekonomi, IPM, rasio penduduk bekerja, dan rasio penduduk
non miskin. Skor efisiensi relatif provinsi-provinsi tersebut berada dalam
urutan Provinsi Papua (33), Papua Barat (32), Kalimantan Timur (31), dan
Riau (27). Secara umum, berdasarkan analisis efisiensi diketahui bahwa
permasalahan tersebut discbabkan oleh kemampuan manajerial dan
kapasitas organisasi yang masih rendah.
Analisis efisiensi beserta perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan
efisiensi/kinerja dari provinsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:"'
1}  Provinsi Riau
Potensi pengurangan ii‘lpu[ maupun penambahan output Provinsi Riau
dalam meningkatkan capaian efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini
ditandai dengan besaran inpu-reduction sebesar 59.79% dan
output-augmentation sebesar 26% untuk growsh dan 114% untuk
IPM.* Selain itu, nilai PTE dan SE provinsi ini masih rendah dan
berada dalam fungsi produksi DRS.
Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Riau harus
melakukan penghematan sangat besar pada periode berikutnya. Dan

belanja yang dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar

! Tidak terdapat slack atas provinsi yana memiliki efisiensi relatit karena micreka berada pada
varis efisiensi. Dan meskipun rekomendasi perbaikan diuraikan dengan rumusan yang serupa,
namun memiliki implikasi vang berbeda-beda sesual dengan kondisi yang ada di tiap provinsi.
Perbaikan fungsi preduksi diasumsikan berkaitan dengan perbaikan inputoutput. Namun peneliti
berikutnya dapat melakukan analisis mendalam temang hatf tersebut. Analisis untuk provinsi tidak
efisien fatnnya terdapat dalam Lampiran 0,

** Besaran angka penambahan output IPM ini tidak realistis karena akan menyebabkan skor 1PM
berada di atas nilai maksimal (100). Besaran output vang harus ditingkatkan agar dilihat sebagai
besaran penekanan (prioritas). Kehati-hatian diperlukan dalam melihat uraian serupa pada bagian
berikutnya,
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habis pada saat tahun anggaran berjalan dan tidak menyisakan suatu
manfaat yang dapat dinikmati pada periode berikutnya atau hanya
bermanfaat bagi sckelompok/pihak tertcntu saja. Alternatif lainnya
adalah dengan meningkatkan PDRB, dan membuka akses terhadap
pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan
masyarakat beserta pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan
agar skor IPM meningkat pada periode berikutnya.”
Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian
khusus, karena memiliki kapasitas organisasi yang masih rendah dan
kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan kajian yang
mendalam untuk mengetahui  faktor-faktor yang menjadi
penyebabnya dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian
efisiensi yang diperoleh meningkat dan berada dalam fungsi produksi
CRS yang optimum. Dan untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah
daerah di Provinsi Riau dapat bercermin dari Provinsi DKI Jakarta
sebagai pembanding utama, dan Provinsi DIY, Jawa Barat, dan Bali
sebagai pembanding alternatif.

2) - Provinsi Kalimantan Timur
Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi
Kalimantan Timur dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka
lebar. Hal i ditandai dengan besaran inpui-reduction scbesar
80,45% dan ouiput-augmentaiion sebesar 27% untuk share, 246%
untuk growth, dan 1% untuk rasio penduduk bekerja. Selain itu,
Selam itu, nilai PTE dan SE provinsi ini  masih rendah dan berada
dalam fungsi produksi DRS.
Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di  Provinsi
Kalimantan Timur harus melakukan penghematan yang sangat besar
pada pertode berikutnya. Dan belanja yang dikeluarkan harustah
berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun anggaran
berjalan tanpa menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmatt pada

periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sckelompok/pihak

* Lingkup perbaikan kinerja dibatasi hanya kepada variabel output, sedungkan unalisis tentang
faktor-faktor penentunya dapat dikembangkan oleh peneliti berikutnya.
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tertentu saja. Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD
agar tingkat kemandirian daerah menjadi semakin kuat, meningkatkan
PDRB, dan membuka lapangan kerja baru atau melalui
pemberdayaan masyarakat agar rasio penduduk bekerja di provinsi
tersebut memingkat.
Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian
khusus, karena memiliki kapasitas organisasi yang masih rendah dan
kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan kajian yang
mendalam  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang menjadi
penyebabnya dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian
efisiensi yang diperoleh meningkat dan berada dalam fungsi produksi
CRS yang optimum. Dan untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah
daerah di Provinsi Kalimantan Timur dapat bercermin dari Provinsi
DXI Jakarta sebagal pembanding utama, dan Provinsi Jawa Barat dan
DIY sebagai pembanding alternatif.

) Provinsi Papua Barat
Potensi pengurangan input maupun penambahan oulput Provinsi
Pap.ua Barat dalam memngkatkan nilai cfisiensi masih terbuka lebar.
Hal ini ditandai dengan besaran input-reduction sebesar 83.10% dan
oulput-augmentation sebesar 14% untuk share, 259% untuk IPM, dan
20% untuk rasio penduduk non miskin. Selain itu, Selain itu, nilai
PTE dan SE provinsi ini masth rendah dan berada dalam fungsi
produksi DRS.
Implikasinya adalah bahwa pcmerintah dacrah di Provinsi Papua
Barat harus melakukan penghematan yang sangat besar pada periode
berikutnya. Dan belanja yang dikeluarkan haruslah berupa belanja
vang tidak sckedar habis pada saat tahun anggaran berjalan tanpa
menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada periode
berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu
saja. Abternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PALD agar
tingkat kemandirian dacrah menjadi semakin kuat, membuka akses

terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh
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lapisan masyarakat beserta pemcrataan distribusi hasil-hasil
pembangunan agar skor IPM meningkat, dan pemberdayaan
masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar rasio
penduduk non miskin di provinsi tersebut mentngkat.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinst ini memerlukan perhatian
khusus, karena memiliki kapasitas organisasi yang masih rendah dan
kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan kajian yang
mendalam  untuk mengetahui  faktor-faktor yang menjadi
penyebabnya dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian
efisiensi yang diperoleh meningkat dan berada dalam fungsi produksi
CRS yang optimum. Dan untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah
daerah di Provinsi Papua Barat dapat bercermin dari Provinsi
Sulawesi Tengah sebagai pembanding utama, dan Provinsi Jawa
Barat dan Jawa Timur sebagai pembanding alternatif.

Provinst Papua -

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi
Papua dalam mieningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini
ditandai dengan besaran inpuf-reduction sebesar 8341% dan
output-cugmentation sebesar 10% untuk share. 66% untuk growth,
385% untuk IPM, dan 16% untuk rasio penduduk non miskin. Selain
itn, Selain itu, nilai PTE dan SE provinsi ini masih rendah dan berada
dalam fungsi produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Papua
harus melakukan penghematan yang sangai besar pada periode
berikutnya. Dan belanja yang dikelvarkan haruslah berupa belanja
yang lidak sekedar habis pada saat tahun anggaran berjalan tanpa
menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada periode
berikutnya atau hanya bermanfaal bagi sekelompok/pihak tertentu
saja. Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD agar
tingkat kemandirtan dacrah menjadi semakin kuat. meningkatkan
PDRB, mcmbuka akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang

lebih besar kepada seluruh lapisan masyarakat beserta pemerataan
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distribusi hasil-hasil pembangunan agar skor IPM meningkat, dan
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan
agar rasio penduduk non miskin di provinsi tersebut meningkat.
Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian
khusus, karena memiliki kapasitas organisasi yang masih rendah dan
kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan kajian yang
mendalam  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang menjadi
penyebabnya dan kemudian dicann pemecahannya, sehingga capaian
efisiensi yang diperoleh meningkat dan berada dalam fungsi produksi
CRS yang optimum. Dan untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah
daerah di Provinsi Papua dapat bercermin dari Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagai pembanding utama, dan Jawa Timur sebagai
pembanding alternatif.
Uraian di atas merupakan analisis perbaikan yang dapat dilakukan oleh
UPK tidak efisien berdasarkan nilai efisiensi relatifnya terhadap UPK
efisien. Meskipun analisis tersebut tidak merckomendasikan peningkatan
atas output tertentu, 4 tetapi pada kenyataannya perbaikan-perbaikan
lainnya perlu tcrus ditingkatkan secara berkesinambungan. Begitu pula
dengan provinsi yang efisien. perbaikan yang berkesinambungan selalu

diperlukan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa mendatang.

4.2.4. Analisis Hubungan antara Skor Efisiensi dengan Variabel Input dan Output

Setelah mengetahui capaian efistensi. provinsi acuan, kontribusi dari
masing-masing output dan faktor-faktor vang perlu untuk diperbaiki, maka
langkah berikutnya adalah melakukan analisis hubungan antara capaian
skor efisiensi dengan variabel input dan output sccara keseluruhan, Hal ini
bermanfaat untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang
hubungan tersebut."

Analisis dilakukan melalui dua cara yaitu analisis korelast dan analisis

deskriptif. Analisis pertama bermanfaat untuk melibat pola hubungan

* QOutput yang dimaksud adalah output vang tefah berkontribusi dalam perhitungan nilai efisiensi.
* Hasil analisis ini dapat melengkapi hasi! analisis efisiensi vang telah diuraikan sebelumnya
sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan prioritas perbaikan
yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kincrja‘meningkatkan capaian efisiensi.
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secara keseluruhan, yang dilakukan menggunakan pendekatan Pearson
Correlation pada signifikansi dua sisi (2-tailed). Analisis kedua dituyjukan
untuk melengkapi analisis pertama dalam hal hubungan yang tetjadi secara
parsial pada satu atau lebih provinsi.

Output analisis hubungan antara skor efisiensi dengan variabel input dan

output yang diolah menggunakan soffware SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Analisis Hubungan antara Skor Efisiensi dengan
Variabel Input dan Output Menggunakan Pearson Correlation

Pearson
Efisiensi  Correlation
Sig. (2-tailed) . .000 011 001 .24 280 018
Total Pearson -671*%, l -406* -275 -.031 -011 -.336
Belanjaf Correlation
Kapita Sig. (2-1aifed) 000 } 019 122 79 952 036
(input) [
Share Pearson A35% 0 -406* | 068 393* 357 5204+
(output)  Correlation
Sig. (2-tailed) 011 .019 . 709 024 042 002
Growth Pearson 535%% =275 068 y | -.087 .095 099
(oumput) Correlation
Sig. (2-tailed) 001 22 109 . 632 597 584
IPM Pearson 210 -.051 303* -.087 i -.397* .G06*
(outputy  Correlation
Sig. (2-tailed) 24 779 024 632 . 022 000
nonP Pearson 94 -0l -.357* 093 397 1 -.229
(output)  Correlation
Sig. (2-tailed) 280 .952 042 597 022 . 200
noni Pearson A408* =336 520%** 099 606** -.229 1
(output)  Correlation
Sig. (2-tailed) 018 056 002 584 .000 200

** Signifikan pada tingkat 1% {(2-tailed).
* Signifikan pada tingkat 5% (2-tailed).

Sumber: Hasil pengolahan

Dari tabel 4.6. tersebut terlihat bahwa terdapat pola hubungan yang
bersifat positif maupun ncgatif dan yang signifikan maupun yang tidak
signifikan, Pola hubungan yang signifikan antara lain adalah antara skor

efisiensi dengan jumlah total belanja per kapita (bersifat negatif dan
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signifikan pada tingkat 1%), skor efisiensi dengan share dan rasio

penduduk non miskin (bersifat positif dan signifikan pada tingkat 5%), dan

skor efisienst dengan growth (bersifat positif dan signifikan pada tingkat

1%).

Analisis tentang berbagai pola hubungan antara skor efisiensi dengan

variabel input dan output dapat diuraikan sebagai berikut (Lampiran 11):

a. Hubungan antara Skor Efisienst dengan Jumlah Total Belanja per
Kapita
Secara statistik skor efisienst dengan jumiah total belanja per kapita
memiliki pola hubungan berlawanan dengan nilai 0,68 yang signifikan
pada tingkat 1%. Nilai ini menandakan adanya hubungan yang cukup
kuat dengan arah yang berlawanan antara capaian efisiensi suatu
provinsi dengan total belanja per kapita yang dimilikinya.
Berdasarkan uraian tentang statistik deskriptif data dan hastl penelitian
pada bagian awal bab ini, diketahui bahwa provinsi dengan skor
efisiensi diatas nilai rata-rata (75,93%) adalah tujuh belas provinsi atau
74% dar1 23 provinsi yang memiliki total belanja per kapita di bawah
nilai rata-rata (Rp.2.404.136,17). Sedangkan dari provinsi yang
memiliki total belanja di atas rata-rata, hanya dua provinsi (20%) yang
memiliki skor efisiensi di atas nilai rata-rata.
Sebagai misal. dari Gambar 4.3. di bawah dapat dilihat bahwa Provinsi
Jawa Barat dan Banten yang mencapai skor efisiensi satu {efisien),
memiliki total belanja per kapita paling rendah diantara provinsi-
provinsi  lainnya. yaitu masing-masing Rp.626.330.13 dan
Rp.674.327,88. Dan sebaliknya, provinsi dengan total belanja per kapita
tiga paling besar, yaitu berturut-turut Provinsi Papua (Rp.7.121.556,76),
Papua  Barat  (Rp.7.060.675.86). dan Kalimantan  Timur
(Rp.6.970.375.49). berada di peringkat tiga paling bawah dalam hal

capaian efisiensi.
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Gambar 4.3.
[Tubungan antara Skor Efisiensi dengan Total Belanja per Kapita

Sumber: Hasil pengolahan

Dari uraian terscbut dapat disimpulkan bahwa sccara umum provinsi
dengan pengeluaran yang lebih besar memiliki skor efisiensi yang
rendah. Simpulan ini mengkonfirmasi hasil penclitian Tanzi (2004)
dalam Afonso, Schuknecht, and Tanzi (2006, hal. 17), Herrera and Pang
(2005), Kurnia (2006) dan Hauner and Kvobe (2008).

o

Hubungan antara Skor Efisiensi dengan Share

Hubungan antara skor efisiensi dengan share secara statistik memiliki
pola hubungan positif dengan nilai 0.435 yang signifikan pada tingkat
5%. Nilai ini menandakan adanya hubungan yang cukup antara skor
efisiensi dengan share,

Dart Gambar 4.4. dapat dilihat bahwa tidak semuoa pemerintah provinsi
yvang memiliki nilw share dibawah nilai rata-rata (0.12) memiliki
capaian efisiensi yang rendah. Misalnya Provinst Sulawesi Utara,
Benghulu, Jambi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawest Tengah yang
memiliki skor clisicnsi di atas rata-rata. yailu berturut-turut 81,30%.

88.27% dan 100%. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi
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Selatan yang memiliki nilai share di atas rata-raia hanya memitiki skor

efisiensi di bawah nilal rata-rata,
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Gambar 4.4.
Hubungan antara Skor Efisiensi dengan Share

Sumber: Hasit pengolahan

Hal int menandakan bahwa secara umum capaian efisiensi pada suatu
provinsi cenderung tidak memiltki hubungan dengan nilai share. Atau
dengan kata lain dalam penclitian ini nilai perbandingan PAD dengan
total belanja bukan merupakan hal vtama yang menentukan tercapainya
efisiensi belanja daerah .
¢. Hubungan antara Skor I:fisicnsi dengan Growth

FHubungan antara skor elisiensi dengan growthi secara statistik memiliki
pola hubungan positif dengan 0,535 vang signiftkan pada tingkat 1%.
Nilai ini menandakan adanya hubungan scarah vang cukup kuat antara
skor efisicnsi dengan nilai pertumbuhan ckonomi dari suatu provinsi.
Dari Gambar 4.5. di bawah dapat dilihat babwa Gdak terdapat hubungan
vang cukup jelas antara capaian efisiensi dengan skor groveih, Dari dua
putuh provinsi yang memiliki growth di atas rata-rata (4.22). lima belas

provinsi (75%) yang memiliki nilai efisiensi di atas rata-rata.
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Gambar 4.5,
Hubungan antara Skor LEfisiensi dengan Growth

Sumber: Hasil pengolahan

Dan selain itu. terdapat empat provinsi atau.3 1% dari tiga belas provinsi
yang memiliki growh di bawah nilai rata-rata. yang mampu mencapai
skor efisiensi di atas raia-rala, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Hal ini menandakan bahwa secara umum capaian efisiensi pada suatu
provinsi cenderung memiliki kaitan yang cukup kual dengan nilai
growth. Alau dengan kata lain dalam penclitian ini kemampuan
keuangan daerah merupakan hal yang layvak dipertimbangkan scbagai
faktor menentukan tercapainya clisicnsi belanja dacrah,

d. Hubungan antara Skor Efisiensi dengan 1PM

Sccara statistik skor clisiensi dengan IPM memiliki pola hubungan
negatif  dengan nilai 0.210. Nilai ini menandakan adanya hubungan
berlawanan arah vang sangat lemah antara skor efisiensi dengan [PM

dari suatu provinsi.
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Gambar 4.6.
Hubungan antara Skor Efisiensi dengan IPM

Sumber: Hasil pengolahan

Sebagaimana tampak pada Gambar 4.6.. Provinsi DK Jakarta dengan
IPM paling tinggi (76.6) hanya memiliki skor cfisiensi  100%.
sedangkan Provinsi Papua dengan IPM paling rendah (63.4) mencapai
skor efisiensi 14,59% vyang mendudukt peringkat terakhir dari 33
provinsi.

Terdapat terdapat delapan provinsi atau 50% dari cnam belas provinsi
yang memiliki nilai IPM di bawah nilai rata-rata yang memiliki skor
efisicnst dv atas skor rata-rata. Dan sclain itu, juga terdapat enam
provinsi atau 40% dari lima belas provinsi vang memiliki nilai IPM di
alas nilai rata-rata vang memiliki skor efisienst di bawah skor rata-rata.
Dengan demtkian dapat disimputkan bahwa tidak terdapat hubungan
vang cukup jefas antara skor efsiensi dengan nilai [PM. Sehingga.,
meskipun sccara statistik dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif
antara skor cfisiensi dengan skor IPN. namun secara wnum capaian

efisiensi pada suatu provinsi tidak berkaiian dengan nilai IPM,
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¢. Hubungan antara Skor Efisiensi dengan Rasio Penduduk Bekerja
Secara statistik skor efisiensi dengan rasio penduduk bekerja memiliki
pola hubungan negatif dengan nilai 0,194. Nilai ini menandakan adanya
hubungan yang sangat lemah antara skor efisiensi dengan rasio

penduduk bekerja dari suatu provinsi.
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Gambar 4.7.
IHubungan antara Skor Efisiensi dengan Rasio Penduduk Bekerja

Sumber: Diolah

Sebagaimana tampak pada Gambar 1.7.. Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan rasio penduduk bekerja paling tinggi (0,96) memiliki skor
efisiensi 100%, sedangkan Provinsi Banten dengan rasio penduduk
bekerja paling rendah (0.84) mencapai skor efisiensi vang sama Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Ketidakkonsistenan ini juga terlithat pada provinsi lainnya. Misalnya
terdapat tiga belas provinst atan 68.-12% dari sembilan belas provinsi
vang memiliki rasio penduduk bekerja di atas nilai rata-rata vang
memiliki skor efisienst di atas skor rata-rata. Dan sclain jw, juga
terdapat lima provinsi atau 36% dari empat belas provinsi yang
memiliki rasio penduduk bekerja di bawah nilai rata-rala yang memiliki

skor efisicnsi di atas skor rata-rata. Kelima provinsi lersebut adalah
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Provinst Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa DBarat, Banten, dan
Sulawesi Utara.

Dari uratan tersebut terlihat bahwa tidak terdapat hubungan yang cukup
jelas antara skor efisiensi dengan rasio penduduk bekerja pada suatu
provinsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum
capaian eftsiensi pada suatu provinsi tidak berkaitan dengan rasio
penduduk bekerja.

f. Hubungan antara Skor Efisiensi dengan Rasio Penduduk Non-Miskin
Secara statistik skor efisiensi dengan rasio penduduk non-miskin
memiliki pola hubungan positif dengan nilai 0,408 yang signifikan pada
tingkat 5%. Nilai ini menandakan adanya hubungan searah yang cukup
kuat antara skor efisicnst dengan rasio penduduk non-miskin dari suatu
provinsi.

Dalam Gambar 4.8. terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta dengan rasio
penduduk non-miskin paling tinggi (0,95) memiliki skor elisicnsi 100%,
sedangkan Provinsi Papua dengan rasio penduduk non-miskin paling
rendah (0,59) ' mcnczipai skor efisiensi 14,59% vyang menduduki

peringkat terakhir dari 33 provinst.
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Gambar 4.8.
Ifubungan antara Skor Efisiensi dengan Rasio Penduduk Non-Miskin

Sumber: Diolah
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Tetapi secara umuim, jumlah provinsi yang memiliki rasio penduduk
non-miskin di bawah nilai rata-rata yang memiliki skor efisiensi di atas
rata-rata berjumlah sembilan provinsi atau 56,25% dari enam belas
provinsi. Scdangkan provinsi yang memiliki rasio penduduk non-miskin
di bawah nilai rata-rata yang memiliki skor efisiensi di bawah rata-rata
berjumliah sepufuh provinsi atau 58,82% dari tujuh belas provinsi.
Sehingga terlihat bahwa tidak terdapat hubungan yang jelas antara skor
efisiensi dengan rasio penduduk non-miskin. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa secara umum capaian efisiensi pada suatu provinsi
tidak berkaitan dengan rasio penduduk non-miskin.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini capaian
efisiensi suatu UPK terutama berkaitan dengan total belanja per kapita.
Simpulan pada bagian terakhir ini bermanfaat dalam rangka penyusunan
prioritas variabel yang perlu segera diperbaiki. Dengan demikian variabel
total belanja per kapila scharusnya mcnjadi priorilas para pengambil
keputusan dalam menvusun strategi untuk memperbaiki/meningkatkan

kinerja dari organisasi yang bersangkutan.
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BAB 5
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Simpulan dart analisis hasil penelitian efisiensi terhadap 33 provinsi pada

tahun 2007 menggunakan DEA adalah.sebagai berikut:

a. Terdapat lima belas provinsi yang efisien yaitu Provinsi Sumatera Utara,
Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,
Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Meskipun demikian hanya
Provinsi Jawa Barat dan Banten yang memiliki asumsi fungsi produksi
CRS, yang menandakan kedwa provinsi tersebut telah dapat
menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal (most productive
scale size/MPSS).

b. Delapan belas provinsi lainnya masih berada di bawah garis efisiensi
(efficiency frontier) dengan penyebab antara lain rendahnya capaian nilai
share, grovith, IPM, rasio penduduk bekerja dan rasio penduduk non
miskin. Hal ini menandakan rendahnya efisiensi penggunaan sumber
daya, tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan
belum meratanya distribust hasil pembangunan pada sebagian besar
provinsi di Indonesia. Dan untuk meningkatkan efisiensinya diperlukan
penghematan belanja, perubahan penggunaan belanja yang berorientasi
hasil. peningkatan output. pengembangan kemampuan manajerial dan
peningkatan kapasitas.

c. Skor cfisienst yang tinggi cenderung dicapai oleh provinsi dengan total
belanja per kapita yang rendah.

5.2. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan sebagai berikut:

a. Prioritasisasi dana desentralisasi fiskal diprioritaskan kepada daerah yang
memiliki nilar efisiensi tinggi. Hal ini didasarkan kepada argumen bahwa
daerah vang memiliki nilai efisiensi tinggi akan mampu menghasilkan

output yang lebih dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai
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efisiensi yang lebih rendah. Sehingga dana pemerintah yang terbatas
dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan layanan yang
bermanfaat bagi masyarakat. Dan selain itu, hasil-hasil pembangunan dari
daecrah yang efisien tersebut mampu menjadi penggerak bagi
daerah-daerah lainnya {(Raab dan Lichty, 1997).

b. Penambahan/pengalokasian dana yang lebih besar perlu didukung data
tentang tingkat produktifitas dari setiap pelaksana program/kegiatan.
Karena penambahan/pengalokasian dana yang lebih besar untuk
program/kegiatan tertentu belum tentu mendukung tercapainya tujuan
progranvkegiatan tersebut karena besaran dana tersebut belum tentu
dapat mendukung efisiensi dalam penggunaannya.

¢. Implementasi prinsip money follow functions (anggaran berbasis kinerja/
ABK) secara disiplin dan menyeluruh. Displin berarti hal tersebut
dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan menyeluruh
berarti ABK diterapkan pada seluruh tingkat pemerintahan.

d. Monitoring dan evalvasi yang berkelanjutan terhadap provinsi yang
masih belum mencapai efisicnsi baik oleh para pengambil keputusan
pada provinsi yang bersangkutan maupun instansi pemerintah lainnya
yang berwenang.

e. Pengembangan kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas bagi
setiap daerah yang memerlukannya agar efisiensi daerah yang
bersangkutan dapat meningkat dan memiliki fungsi produksi yang
optimal.

5.3. Rekomendasi dan Saran
3.3.1. Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam

ranngka mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah pusat menyusun rumusan distribusi dana perimbangan yvang
dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri.
Distribusi hasil pembangunan yang belum merata disertai dengan
rendahnya akuntabilitas sebagai penyebab yang dominan dari inefisiensi

pada sebagian besar provinsi dalam penelitian ini mengindikasikan
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belum berjalannya pengelolaan Keuangan Daerah secara memadai.
Dana perimbangan terus bertambah dengan porsi yang sangat signifikan
namun tidak mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
batk dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu di sisi
lain sumber-sumber pendapatan/dana pemerintah pusat semakin lama
semakin terbatas jumlahnya. Untuk itu sudah saatnya pemerintah pusat
menyusun rumusan distribusi dana perimbangan yang dapat memotivasi
pemerintah daerah untuk memperbaiki diri. Beberapa faktor yang perlu
dipertimbangkan antara lain adalah:

1) Implementasi mekanisme reward and punishment dalam kerangka
ABK yang wajar dan layak untuk memicu motivasi daerah dalam
melakukan efisiensi.

2) Sifat skala efisiensi dari masing-masing provinsi. Selain itu dana
perimbangan dapat lebih diprioritaskan kepada provinsi yang efisien.
Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

3) Ukuran provinsi yang perlu dikaji ulang dan dianalisis untuk
mendapatkan ukuran ideal yang efisien.”

4) Analisis efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan menggunakan
DEA, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai
sarana dalam mengimplementasikan Pasal 4 ayat (1) PP 38/2007.

b. Pemerintah provinsi yang bersangkutan menyusun strategi untuk
mencapai efisiensi dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai
berikut:

1} Pengurangan jumlah belanja ataw peningkatan output dengan
mengambil daerah yang menjadi benchmark-nya scbagai acuan.
Pengurangan jumlah belanja adalah sarana bagi pemerintah
provinsi dalam menjalankan program dan kegiatan prioritas lainnya
yang belum 1ﬁendapatkan alokasi dana. Sedangkan peningkatan
output dapat dilakukan dengan melakukan upaya berupa perbaikan
akuntabilitas kcuangan dacrali mclalui peningkutan kemampuan

SDM daerah, optimalisasi penerimaan daerah. dan membuka akses

% Penelitian yang dilakukan Holzer, et. al. (2009) tentang ukuran optimal pemerintah daerah
merupakan contoh yang dapat dijadikan referensi.
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kesehatan dan pendidikan serta pemerataan distribusi hasil-hasil
pembangunan. Dalam praktiknya kedua cara tersebut dapat
dilakukan secara simultan.

2) Analisis mendalam tentang kemampuan manajerial dan struktur/
kapasitas organisasi daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber
daya yang tersedia.

3) Selain itu, untuk melengkapi langkah pertama, diperlukan analisis
efisiensi baik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
wilayah provinsi yang bersangkutan maupun SKPD di tingkat
kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka meningkatkan capaian
indikator/variabel yang memerlukan usaha bersama dari seluruh

pemerintahan di wilayah (provinsi) tersebut.

5.3.2. Saran

Beberapa hal yang dapat dikembangkan terkait dengan keterbatasan

penelitian adalah:

1.

LS

Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 152 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 101 berupa pengembangan
Sistem Informasi Daerah yang terintegrasi secara nasional yang
dilengkapi dengan Sistem Informasi Keuangan Dacrah.

Analisis mendalam tentang korelasi antara skor efisiensi dengan total
belanja per komponen belanja.

Penelitian dilakukan untuk menganalisis [aktor-faktor penentu dari
variabel input/output pada tiap-tiap daerah.

Penelitian dilakukan pada beberapa tahapan dikombinasikan dengan
metode lainnya scperti Model Tobit, Windows fmf.rlysfs, Principal
Component Analysis (PCA), regresi Ordinary Least Square (OLS).
Penclitian dilakukan menggunakan variasi dari bebagai kombinasi satu
atau beberapa input dan output disertai pembobotan yang realistis pada

beberapa periode tertentu yang cukup panjang.
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Penelitian dilakukan secara khusus terhadap aspek manajerial dari
pemerintah daerah.*®

Penelitian dilakukan terhadap tingkatan pemerintah lainnya, misalnya
pemerintah kabupaten/kota, baik dalam lingkup regional maupun
nasional, dan kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat.
Penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas hasil analisis efisiensi
terhadap perbaikan kinerja UPK yang diteliti.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas pencapaian kinerja
pada lembaga pemerintahan tertentu, misalnya menganalisis efisiensi
dari suatu efektifitas melalui analisis efisiensi capaian kinerja melalui

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).*

5.4. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian yang timbul karena keterbatasan sumber

data dan waktu adalah sebagai berikut:

a.

Data yang digunakan, misailnya total belanja dan jumlah PAD, belum
dapat dipastikan validitasnya.*®

Perumusan variabel input dan output belum mempertimbangkan faktor
controllable/uncontrollable dan bobot  (weighr). Walaupun pada
kenyataannya beberapa variabel memiliki sifat uncontrollable, namun
dalam penelitian ini diasumsikan berada dalam rentang kendali
pemerintahan suatu provinsi yang bersangkutan. Sifat uncontrollable
tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan dan kontribusi dari
beberapa pihak dan faktor lainnya atas capaian dari beberapa variabel
output tersebut.

Kondisi berbeda di setiap daerah karena faktor kontijensi lokal
nmengimplikasikan diperlukannya perlakuan yang berbeda untuk setiap

permasalahan yang dihadapi. Sehingga variabel yang digunakan dalam

* Contoh aplikasi dari penelitian menggunakan DEA yang mengkhususkan pada aspek manajerial
adalab Hu end Fang vang meneliti efisiensi manajeriat pada perusahaan sekoritas (holding) di

Taiwan.

*" Lihat Lampiran | bagian 2.

* Begitu pula dengan data lainnya vang dizmbil dari sumber lainnya. Data yang tidak valid, yang
tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, dapat menyebabkan timbulnya bias (garbage in
garbage oui).
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penelitian ini seharusnya dirumuskan menggunakan pembobotan sesuai
dengan karakteristik di masing-masing daerah.

Penelitian ini dilakukan terhadap 33 provinsi pada tahun 2007. Analisis
berkelanjutan untuk beberapa periode tertentu diperlukan untuk
mendapatkan simpulan yang lebih komprehensif tentang perkembangan

efisiensi dan setiap daerah.

. Besaran pengurangan input maupun output yang diperlukan untuk

meningkatkan efisiensi merupakan hasil perhitungan matematis
berdasarkan data penelitian. Besaran tersebut bersifat relatif, sechingga
diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya, terlebih lagi untuk
daerah yang memiliki kondisi dan preferensi yang berbeda-beda.

Selain itu, saran yang diuvraikan masih bersifat umum sebatas rumusan
variabel input dan output dan belum sampai kepada faktor-faktor penentu
dari masing-masing variabel inputfouput tersebut, misalnya Itentang
identifikasi faktor-faktor penentu PAD atau PDRB suatu pemerintah
daerah. Diharapkan peneliti berikutnya dapat melengkapi beberapa

keterbatasan terscbut.
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1.

Lampiran 1. DEA sebagai Pelengkap Metode Pengukuran Efisiensi/Kinerja

Metode analisis kinerja (BSC, IPMS, dan Program Logic) mengukur kinerja secara
parsial, sehingga pengukuran menggunakan metode analisis yang berbeda
kemungkinan akan menghastlkan skor yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan
kerancuan bagi pengambil keputusan. Dengan menganalogikan parsialitas tersebut
kepada analisis rasio, bagaimanakah cara uniuk menjawab pertanyaan berikut,

manakah vang dari ketiga BUMN tersebut yang efisien?

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Biaya (Rp) SDM (peg)
BUMN A 0,0037966 0,0040865 0,0074708 180 M 30
BUMN B 0,05248%6 0,0686146 0,0409566 5200 M 96
BUMN C 0,0803637 0,0856478 0,0494679 1.600 M 50
‘BUMN D 0,0078498 0,0078254 0,0293963 950 M 67
BUMN E 0,5414538 0,5325856 0,2164096 1.900 M __los
BUMN F 0,0039087 00027781 0,023848 850 M 70
BUMN G 0,2643325 0,2664204 0,4526689 2400 M 120

Mungkin ada argumen bahwa untuk menentukan mana yang lebih baik, cukup
dengan menggunakan rasio dari industri terkait, Namun. tentunya hal ini akan
memiliki bias, karcna yvang menjadi fokus adalah rasio semata (dengan penekanan
berbeda untuk setiap rasio), sedangkan manajer perlu juga untuk mengetalw kaitan
antara capaian rasio dengan sumber daya yang digunakan untuk memperolehnya.
DEA dapat membantu manajer yang bersangkutan untuk menilai efisiensi relatif
dari ketiga BUMN terscbut.

Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan biaya dan SDM sebagai input dan

rasio-rasio tersebut sebagai output, dengan hasil sebagai:

BUMN A

BUMNE | BUMNC | BUMND
05464 |~ 0,7094____| 0.8289

BUMNE | BUMNF | BUMNG _
_04075 | 02914 ] 0,7499

Apabila dilihat secara parsial. dari sudut output BUMN B menonjol pada rasio 1.
BUMN 1 pada rasio 2. dan BUNMN G pada rasio3. Namun. apabila kinerja BUMN
lerscbut  diukur  secara menyeluruh  dengan  mempertimbangkan  input  yang
digunakan dan sefuruh rasio, maka BUMN A merupakan BUMN yang efisien atau

berkinerja paling baik dibandingkan dengan BUMN fainnya.
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Lampiran l.(lanjutan)

2. Belum terbangun korelasi antara skor capaian dengan sumber daya (input) yang
digunakan untuk mencapati skor tersebut (misal: dana dan SDM). Misalnya, LAKIP
dengan cara penilaian yang lebih menekankan kepada skor capaian outcome/output
per program/kegiatan, belum dapat menyajikan informasi tentang korelasi antara
input (dana & SDM) dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Beberapa skenario capaian kegiatan dan input yang digunakan oleh empat satker

adalah sebagai berikut:

Satker W Satker X Salker Y Sather 7
Capaian Kegiatan 100% 95% 100% | 100%
Realisasi dana 110% 80% 100% 95%
Realisasi SDM 100% 70% 100% 120%
Skor DEA 0,7656 1,000 0,8421 0,8864

Apabila penilaian didasarkan kepada capaian kegiatan saja, maka satker W, Y, Z
Iebih baik dibandingkan dengan satker X. Namun, apabila penilaian dilakukan
| dengan mempertimbangkan realisasi input (dana dan SDM), maka dalam hal ini
satker X ternyata memiliki ntlai efisiensi relatif yvang lecbik baik dibandingkan
dengan satker lainnya.
Disinilah peran DEA sebagal alat bagi manajer/pengambil keputusan dalam
memberikan masukan untuk bahan pengambilan keputusan, berupa penilaian
efisiensi yang lebih komprehensif dibandingkan metode analisis lainnya. Dan
hubungan antara DEA dengan metode lainnya tersebut tidak bersifat saling
menggaintikan, namun DEA lebih berperan sebagai pelengkap yang dari beberapa
metode tersebut. Dan sebaliknya, DEA pula dapat dikombinasikan dengan metode
analisis lainnya.
Pencliti berikutnya dapat meng-elaborasi secara lebibh mendalam aplikasi DEA sebagai
pelengkap metode pengukuran efisiensi/kinerja lainnya di sektor pemerintahan di

Indonesia.
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Lampiran 4. Data Jumlah Penduduk, IPM, Persentase Pengangguran,

Persentase Penduduk Miskin dan Opini atas LKPD

Menurut Provinsi Tahun 2007

Jumiah % %
No Provinsi Penduduk IPM Pengang Pendutfluk
guran® Miskin
I | NAD 4.223.800 70,40 9,84 26,35
2 | Sumatera Utara 12.834.400 72,80 10,10 13,9
3 | Sumatera Barat 4.697.800 72,20 10,31 11,9
4 | Riau 5.071.000 74,60 9,79 112
3 | Jambi 2.742.200 71,50 6,22 1027
6 | Sumatera Selatan 7.020.000 71,40 9,34 19,15
7 | Bengkulu 1.616.700 71,60 4,68 22,13
8 | Lampung 7.289.800 69,80 7,58 22,19
9 | Bangka Belitung 1.106.700 71,60 6,49 9,54
10 | Kepulauan Riau 1.392.900 73,70 9,01 10,3
7] DK Jakarta 9.064.600 7660 | 1257 ] 461
12 | Jawa Barat 40.529.100 | 7070} 1308 | 1355
3 | Jawa Tengah 32.380.300 7090 30 L 20445
14 | DI Yogyakarta 3434500 | 720 610 18.99
15 | Jawa Timur 36.895.600 69,80 6,79 19,998
16 | Banten 9.423.400 6930 | 1575 9.07
17 | Bali 3.479.800 7050 | 377 6.63
I8 | NTB 4,292 500 63.70 6,18 24.99
19 | NTT 4.448.900 65.40 3.72 2751
20 | Kalimanan Barat 4,178.500 67,50 6,47 12,91
21 | Kalimantan Tengah 2.028.300 73,50 501 938
22 | Kalimaman Selatan 3.396.700 68,00 7,62 7,01
23 | Kalimantan Timur 3.02:4.800 73,80 12.07 11,04
24 | Sulawesi Ltara 2086800 0 o 7470 1235 A2
25 | sulawesi Tengah | _ 2396200 69.30 839 222
20 | Sulawesi Selatan 7.700.300 | 69.60 1125 I M
37 Sulvesi Tonggaa 20305001 680|040 . 21533
28 1 Gorontalo 960.300 6880 | 716 | 2735
29 | Sulawesi Barat 1.016.700 67,70 545 | 19.03
30 | Maluku 1.302.000 7000 12 3_'_J 31,14

Analisis efisiensi ..., Muhammad Manffnl'@armawi, FE UI, 2810
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Lampiran 4.(lanjutan)

Jumlah % %
No Provinsi Penduduk 1PM Pengang Penduduk
guran* Miskin
3t | Maluku Utara 944.300 67.80 6,06 11,97
32 | Papua Barat 716.000 67,30 9,46 39,31
33 | Papua 2.015.600 63,40 5,01 40,78
Keterangan:

* Data % pengangguran merupakan data per Agustus 2007.

Sumber: BPK, BPS
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Lampiran 6. Uji Model Penelitian

Uji Pemilihan UPK
Analisis kecukupan jumlah UPK minimal menggunakan persamaan 3.5. adalah
sebagai berikut:

n2{max nxs,3(m+s) }

322>fmax 1x5,3(1+5)}

32>fmax 5,18)}
Dari persamaan tersebut diketahui bahwa jumlah UPK minimal adalah 18 UPK.
Apabila dibandingkan dengan jumiah UPK dalam penelitian ini (32 UPK) maka

penelitian ini telah memenuhi kaidah jumlah UPK minimal.

. Analisis Sensitifitas Model Penclitian

a. Peer Analysis
Dari tabel berikut diketahui bahwa lima belas provinsi yang memiliki nilai
efisiensi sempurna (100%) namun, terdapat dua provinsi yaitu Provinsi Kepulauan
Rian dan Sulawesi Barat yang bukan merupakan pembanding bagi provinsi

lainnya vang tidak efisien:

GNe i i i 7 Benchmarks:
1 Sumatera Utara 5
2 Jambi !

3  Kepulauan Riau P P! 0 e
ey Wl : - e
Jawa Barat 12

b

6  Jawa Tengah 1
7 DIY L
8
9

CdavnaTimur o T W a1
Banten 1
10 Bali 8
1l Nusa Tenggara Timur 2
12 Kalimantan Yengah o o N
13 Sulawesi Tengah o - ~ 2 i o
14 Sulawesi Tenggara - 1
153 Sulawesi Barat 0
Sumber: Hasil pengolahan
L15 Universitas Indonesia
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Provinsi Jawa Barat dengan skor super efisiensi 140,08% menjadi pembanding
bagi dua belas provinsi lainnya yang tidak efisien. Sedangkan Provinsi Jawa
Timur dengan skor super efisiensi 163,06% menjadi pembanding bagi sebelas
provinsi lainnya yang tidak efisien. Kondisi ini menandakan bahwa provinsi
efisien menjadi pembanding bagi banyak provinsi lainnya yang tidak efisien.
Sehingga secara umum nilai efisiensi dari UPK efisien tersebut dapat diakui
kualitasnya, namun diperlukan kehati-hatian terhadap nilai efisiensi Provinsi
Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.
b.Pengurangan (penambahan) Jumlah Input dan Qutput’

Seleksi variabel yang dihilangkan hanya dilakukan terhadap variabel output,
karena dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel input. Dari Lampiran 5
diketahui bahwa terdapat beberapa pola hubungan yang signifikan, yaitu antara
variabel output share dengan [PM (0.393), variabel output Rasio Penduduk
Bekerja (NonP) (-0,357) dan variabel output Rasio Penduduk Non-Miskin
(NonM) (0,520), antara variabel output IPM dengan NonP (-0,397) dan NonM
(0.606). Hubungan antara share dan IPM dengan NonM siginifikan pada tingkat
1%, sedangkan hubungan variabe! lainnya signifikan pada tingkat 5%.
Seleksi variabel output yang akan dikeluarkan dilakukan dengan memilih variabel
output yang memiliki nilai hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya
(batasan nilai 0,50):
1) Pengeluaran Satu Variabel (NonM)

Hasil pengukuran efisiensi dengan satu input dan empat output (share, growih,

[PM, NonP} adalah sebagaimana terdapat dalam gambar berikut ini:

! Hasil penelitian terdapat dalam Lampiran § dan output terdapat dalam Lampiran 13.

Universitas Indonesia
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P 2 AT e L = i TP % v S TR
: T onpgh %:qg?’ _=‘ Aol s T g 1 51 "«i' Ay ;éﬁ{.@” X . A
Jumlah UPK efisien Jumlah UPK Jumlah UPK efisien Jumizh UPK
tidak efisien tidak efisien
15 18 2 31
Efsien
Efsien

6.06%%

54,55%

93,94%

In-elisien

In-ehisicn

Nilai rata-rata = 42,09% Nilai rata-rata = 73, ?9%

Gambar 4.4.
Perbandingan Jumlah UPK Efisicn dan Inef’swn

Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar di atas merupakan perbandingan antara UPK efisien dengan UPK
tidak efisien dari model awal. Perbandingan yang sama dibasilkan oleh analisis
terhadap model dengan mengurangkan variabel output nonM (dengan rata-rata
untuk model BCC 72,62% dan model CCR 43,34%). Hal ini menunjukkan
bahwa pada kedua model tidak tcrdapat perbedaan diantara keduanya. Dengan
demikian telah terdapat sinyal kekuatan model penelitian sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh Kutvonen (2007). Maka model penelitian ini telah teruji
kekuatannya (robust).
c¢.Penambahan Nilai Input dan Pengu;‘angall Nilai Output

Penambahan nilai input dan pengurangan nilai output dilakukan pada besaran

5%, 10%, 15%. dan 20%. Besaran terscbut dipandang dapat menangkap

sensitifitas model penelitian terhadap perubahan nilai input dan output.

Perbandingan nilai cfisiensi diantara perubahan 1ersebut terdapal  datam

Universitas Indonesia
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Lampiran 9. QOutput hasil pengukuran efisiensi menggunakan EMS terdapat
dalam Lampiran 14.

Simpulan analisis ini adalah bahwa model penelitian ini tidak sensitif terhadap
perubahan berupa penambahan input dan pengurangan output pada semua
besaran. Dengan demikian model penelitian ini diasumsikan robust, mengingat

tidak ada perbedaan dari perbandingan jumlah UPK efisien dan tidak efisien.

Universitas Indonesia
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Lampiran 8. Perbandingan Nilai Efisiensi Relatif dari Modifikasi
Jumlah Input - Output

- Model Y iviodel 1 {(NonM)
Provinsi
CCR P BCC P CCR P BCC P

NAD 26,75% | 29| 2504% [ 25| 26,75% | 28 2504% | 25
Sumut 100,00% ! 57,52% | 8| 100,00% 1 57.52% 8
Sumbar 66,18% ¢ 23 3769% | 15] 356,11% | 2t 37.69% | 15
Riau 40,21% | 27 17,09% 1 29 | 33.45% | 27 17,09% | 29
Jambi 100,00% ] 33,61% | 20 | 100,00% i 33,61% | 20
Sumsel 50,48% | 25 40,88% | 14 50,48% | 23 40,88% ! 14
Bengkulu 88,27% | 16 30,08% | 23 88,27% | 16 30,08% | 23
Lampung 72,07% 1 20 66,46% | 5 72,07% | 19 66,46% 5
Babel 52,93% ) 24 | 2592% | 24 | 34,39% | 26 25,92% | 24
Kepri 100,00% 1 15,52% | 30 | 100,00% 1 15,52% | 30
DK Jakarta 100,00% ] 53.35% { 10 1 100,00% ] 5335% | 10
Jabar 100,00% 1] 100,00% | 1| 100,00% 1 100,00% 1
Jateng 100,00% ] 84,57% { 4 | 100,00% | 84,57% 4
DIy 100,00% 1 60,84% | 6 | 100,00% ! 60,84% 6
Jatim 100,00% ! 91,27% | 3| 100,00% | 91,27% 3
Banten 100,00% 1| 100,00% | 1| 100,00% ] 100,00% 1
Bali 100,00% l 4545% | 11| 100,00% | 4345% | 11
NTB 68,90% | 22 5887% | 7| 6890% | 20 58,87% 7
NTT 100.00% ] 55,10% | 92| 100.00% 1 55,10% G
Kalbar 71,05% | 21 44, 14% 1 121 3224% | 22 44, 84% | 12
Kalteng 100,00% 1 20,69% | 27 | 100,00% l 20,69% | 27
Kalsel 76,73% | 19 3641% 1 171 38,99% | 25 3597% | 18
Kaltim 19.55% | 31 9.38% | 33 15,16% | 32 9,38% | 33
Sulut 81,30% | 18 32,79% (22| 81,30% | 18 32,79% | 22
Sulteng 100,00% ] 37,32% | 16 | 100,00% ] 3732% | 16
Sulsel 4980% | 26 | 4343% | 13| 45,78% | 24 4343% | 13
Sulira 100,00% 1 33,43% ¢ 21 | 100.00% ] 33.43% | 21
Gorontalo B431% | 17| 33,74% | 19] 84.351% | 17 33,74% | 19
Sulbar 100,00% 1 35,98% | 18 | 100,00% 1 3598% | 17
Maluku 21,51% | 30| 2121% |26} 21351% | 30 21.21% | 26
Maluku Utara 3340% ] 28 20,49% | 28| 2238% | 29 2049% | 28
Papua Barat 16,90% | 32 9,43% | 32 16,90% | 31 943% | 32
Papua 14.59% | 33 9,61% | 31 14,59% | 33 9,61% | 31
Nilai b _ oo
rata-rata 73.79% 42,04% 72,62% 1 43,34% | .
Jumlah UPK efisien 13 21 s 2

{“ 0} (45.435%) (6.06%) (45.45%) | . (6,06%%)

Jumlah UPK tidak 18 3t 8. 31

cfisien (%) (34,35%) | (93,94%) | . (54,55%) | (93,949%)

Keterangan:

Model 1 adalah model penelitian yang diuji kekuataannya (robustness).

Model 1 (NonM) adalah model penelitian yang dimedifikasi jumlal output dengan mengeiuarkan
cutput jumiah pendudik non-miskin.

Sumber: Hasil Pengolahan

Analisis efisiensi ..., Muhammad Mapgy Barmawi, FE Ul, 20i{lversitas Indonesia
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Lampiran 10. Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah

Dengan menggunakan data hasil analsisis efisiensi yang terdapat dalam Lampiran 7,

berikut ini adalah uraian tentang perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan

efisiensi pada provinsi yang tidak efisien (selain yang telah diuraikan dalam bagian
42.3):

1)

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi NAD dalam
meningkatkan capaian efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 73,25% dan output-augmentation sebesar 13%
untuk share, 432% untuk growth, 50% untuk IPM, 2% untuk rasio penduduk
bekerja dan 6% untuk rasio penduduk non miskin. Selain itu, nitai PTE provinsi ini
masth rendah, nilai SE yang tinggi dan berada dalam fungsi produksi DRS.
Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi NAD harus melakukan
penghematan sangat besar pada periode berikutnya. Dan belanja yang dikeluarkan
haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun anggéran berjalan
dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada periode berikutnya
atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja. Alternatif lainnya
adalah dengan meningkatkan PAD, PDRB, dan membuka akses terhadap
pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan masyarakat
beserta pemerataan distribusi  hasil-hasil pembangunan serta melakukan
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar tingkat
kemandirian, pertumbuhan ekonomi dan IPM meningkat pada periode berikutnya,
rasio penduduk bekerja dan penduduk non miskin di provinsi tersebut meningkat
pada periode berikutnya.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan
kajian yang mendalam untuk mengetahut faktor-faktor yang menjadi penyebabnya
dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisienst vang dipercleh

meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
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meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi NAD dapat bercermin dari
Provinsi Jawa Barat sebagai pembanding utama, dan Provinsi Jawa Timur dan

Jawa Tengah sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Sumatera Barat

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Sumatera Barat
dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 33,82% dan output-augmentation sebesar 14%
untuk growth. Selain itu, provinsi ini memiliki nilai PTE dan SE yang memadai
dan berada dalam fungsi produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat harus
melakukan penghematan yang besar pada periode berikutnya. Belanja yang
dikeluarkan haruslah berupa belanja modal yang tidak sekedar habis pada saat
tahun anggaran berjalan tanpa menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati
pada periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu
saja. Alternatif lainnya adalah dengan memingkatkan PDRB di wilayahnya agar
pertumbuhan ekonomi dapat berubah menjadi lebih baik di pe;'iode berikutnya.
Dilihat dani sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena memiliki kapasitas organisasi yang masih rendah dan kemampuan
manajerial yang belum memadai. Diperlukan kajian yang mendalam untuk
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan kemudian dicari
pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh meningkat dan berada
dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk meningkatkan efisiensi,
pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat bercermin dari Provinsi Jawa
Barat sebagai pembanding utama, dan Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan

DIY sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Sumatera Selatan

Potensi pengurangan input dan peningkatan output Provinsi Sumatera Selatan
dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 49,52% dan owiput-augmentation sebesar 10%

untuk share dan 2% untuk rasio penduduk non miskin. Selain itu, provinsi ini
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memiliki nilai PTE yang rendah, nilai SE yang tinggi dan berada dalam fungsi
produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan harus
melakukan penghematan yang sangat besar pada periode berikutnya. Dan belanja
yang dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan tanpa menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Altematif lainnya adalah dengan meningkatkan PDRB dan melakukan
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar
pertumbuhan ekonomi dan rasio penduduk non miskin di provinsi tersebut
meningkat.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan
kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya
dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk

meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dapat

bercermin dari Provinsi Jawa Barat sebagai pembanding utama, dan Provinsi Jawa

TFimur, DIY dan Sumatera Utara sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Bengknlu

Potensi pengurangan input maupun peningkatan output Provinsi Bengkulu dalam
meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan besaran
input-reduction sebesar 11,73% dan ouiput-augmentation sebesar 15% untuk share
dan 13% untuk rasio penduduk non miskin. Selain itu, provinsi ini memiliki nilai
PTE yang cukup tinggi namun dengan nilai SE yang rendah dan berada dalam
fungsi produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu harus
melakukan penghematan yang sangat besar pada periode berikutnya. Dan belanja
vang dikeluarkan haruslah berupa belanja vang tidak sekedar habis pada saat tahun

anggaran berjalan tanpa menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
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periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD dan melakukan
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar tingkat
kemandirian daerah dan rasio penduduk non miskin di provinsi tersebut meningkat.
Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kapasitas organisasi yang belum memadai. Diperlukan
kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya
dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dapat bercermin
dari Provinsi Bali sebagai pembanding utama, dan Provinst Kalimantan Tengah,

Jambi dan DIY sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Lampung

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Lampung dalam
meningkatkan nilai efisiensi masih cukup besar. Hal ini ditandai dengan besaran
input-reduction sebesar 27,953% dan oufpm.-augmemafion sebesar 10% untuk share
dan growth, 11% untuk IPM dan 3% untuk rasio penduduk non miskin. Selain itu,
provinsi ini memiliki nilai PTE yang belum optimal, nilai SE yang cukup tinggi
dan berada dalam fungsi produksi CRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung harus
melakukan penghematan yang besar pada periode berikutnya. Dan belanja yang
dikelvarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan tanpa menyisakan suatu manfaat yang dapat dintkmati pada
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD, PDRB, membuka akses
terthadap pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan
masyarakat beserta pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan seria melakukan
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar tingkat
kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, skor [PM dan rasic penduduk non

miskin di provinsi tersebut dapat meningkat pada periode berikutnya.
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Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan
kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya
dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat bercermin
dari Provinsi Jawa Timur sebagai pembanding utama, dan Provinsi Jawa Barat

sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Bangka Belitung

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Bangka Belitung
dalam meningkatkan nilai efisiensi masih cukup terbuka lebar. Hal ini ditandai
dengan besaran input-reduction sebesar 47,07% dan output-augmentation sebesar
15% untuk share dan 63% untuk growth. Selain itu, provinsi ini  memiliki nilai
PTE dan SE yang rendah dan berada dalam fungsi produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Bangka Belitung harus
melakukan penghematan yang cul;up besar pada periode berikutnya. Dan belanja
yang dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan tanpa menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD agar tingkat kemandirian
daerah menjadi semakin kuat dan meningkatkan PDRB di wilayahnya agar
pertumbuhan ekonomi dapat berubah menjadi lebih baik di periode berikutnya.
Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kemampuan manajerial yang belum memadai dan kapasitas
organisasi yang belum optimal. Diperlukan kajian yang mendalam untuk
mengetahut faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan kemudian dicari
pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh meningkat dan berada
dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk meningkatkan efisiensi,

pemerintah daerah di Provinsi Bangka Belitung dapat bercermin dari Provinsi Bali
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sebagai pembanding utama, dan Provinsi Jawa Barat, DIY dan DKI sebagai

pembanding alternatif.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi NTB dalam
meningkatkan capaian efisienst masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 31,10% dan output-augmentation sebesar 8%
untuk share, 58% untuk growth, 566% untuk I[PM dan 4% untuk rasio penduduk
non miskin. Selain itu, provinsi ini memiliki nilai PTE yang rendah, nilai SE yang
cukup tinggi dan berada dalam fungsi produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi NTB harus melakukan
penghematan besar pada periode berikutnya. Dan belanja yang dikeluarkan
haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun anggaran berjalan
dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada periode berikutnya
atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja. Alternatif lainnya
adalah denpan meningkatkan PAD, PDRB, dan membuka akses terhadap
pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan masyarakat
beserta pemerataan distribusi  hasil-hasil pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat melalui berbagal program pembangunan agar tingkat kemandirian
daerah, pertumbuhan ekomomi, skor IPM dan rasio penduduk non miskin di
provinsi tersebut meningkat pada periode berikutnya.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kemampuan manajerial yang belum memadai. Diperlukan
kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya
dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi NTB dapat bercermin dari
Provinsi Jawa Timur sebagal pembanding utama dan Provinsi Nusa Tenggara

Timur sebagai pembanding alternatif.
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Provinsi Kalimantan Barat

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Kalimantan Barat
dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 28,95% dan output-augmentation sebesar 14%
untuk share, 2% untuk growth, dan 276% untuk IPM. Selain itu, provinsi ini
memiliki nilai PTE yang cukup memadai, nilai SE yang rendah dan berada dalam
fungsi produksi IRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat harus
melakukan penghematan besar pada periode berikutnya. Dan belanja yang
dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompolk/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD, PDRB, dan-membuka akses
terhac!ap pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan
masyarakat beserta pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan agar tingkat
kemandirian daérah, pertumbuhan ekonomi dan skor [PM di provinsi tersebut dapat
meningkat pada periode berikutnya,

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kapasitas organisasi yang belum optimal. Diperlukan kajian
yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan
kemudian dicart pemecahannya, schingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat dapat
bercermin dari Provins: Bali sebagai pembanding utama dan Provinsi Jawa Timur

dan Jawa Barat sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Kalimantan Selatan

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Kalimantan
Selatan dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai
dengan besaran input-reduction sebesar 23,27% dan outpui-augmentation sebesar

13% untuk share dan 294% untuk IPM. Selain itu, provinst ini memiliki nilai PTE
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yang cukup memadai, nilai SE yang rendah dan berada dalam fungsi produksi
DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
harus melakukan penghematan besar pada periode berikutnya. Dan belanja yang
dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD dan membuka akses terhadap
pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan masyarakat
beserta pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan agar tingkat kemandirian
daerah dan skor IPM di provinsi tersebut meningkat pada periode berikutnya.
Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kapasitas organisasi yang belum optimal. Diperlukan kajian
yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan
kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dapat
bercermin dart Provinsi Bali sebagai pembanding utama dan Provinsi Banten, DKI,

dan Sumatera Utara sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Sulawesi Utara

Potensi pengurangan input maupun penambahan ouiput Provinsi Sulawesi Utara
dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 18,70% dan output-augmentation sebesar 24%
untuk share, 1% untuk rasio penduduk bekerja dan rasio penduduk non miskin.
Selain itu, provinsi ini memiliki nilai PTE optimal dengan nilai SE yang belum
optimal dan berada dalam fungst produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara harus
melakukan penghematan besar pada periode berikutnya. Dan belanja vang
dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun

anggaran berjalan dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
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periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD dan melakukan
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar tingkat
kemandirian daerah, rasio penduduk bekerja dan penduduk non miskin di provinsi
tersebut meningkat.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kapasitas organisasi yang belum optimal. Diperlukan kajian
yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan
kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara dapat
bercermin dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pembanding utama, dan Provinsi

DKI Jakarta dan DIY sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Sulawesi Selatan

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Sulawesi Selatan
dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 50,20% dan output-augmentation sebesar 10%
untuk share dan 140.60% untuk IPM. Selain itu, provinsi ini memiliki nilai PTE
yang rendah, nilai SE yang cukup tinggi dan berada dalam fungsi produksi DRS.
Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan harus
melakukan penghematan besar pada periode berikutnya. Dan belanja yang
dikeluarkan haruslah berupa belamja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalal dengan meningkatkan PAD dan membuka akses terhadap
pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan masyarakat
beserta pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan agar tingkat kemandirian
daerah dan skor [PM meningkat pada periode berikutnya.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memeriukan perhatian khusus,

karena masih memiliki kemampuan manajerial yang belum optimal. Diperlukan

Universitas Indonesia

Analisis efisiensi ..., Muhammad Manar Barmawi, FE Ul, 2010



12)

142

kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnyﬁ
dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat
bercermin dari Provinsi Jawa Barat sebagai pembanding utama dan Provinsi Jawa

Timur, Bali, dan Sumatera Utara sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Gorontalo

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Gorontalo dalam
meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan besaran
input-reduction sebesar 15,49% dan output-augmentation sebesar 3% untuk share,

21% untuk IPM, dan 6% untuk rasio penduduk non miskin. Selain itu, provinsi ini

‘memiliki nilai PTE yang memada, nilai SE yang rendah dan berada dalam fungsi

produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerin.tah daerah di Provinsi Gorontalo harus
melakukan penghematan besar pada periode berikutnya. Dan belanja yang
dikeluarkan haruslah berupa belanja vang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan dan tidak menyisakan suata manfaat yang dapat dinikmati padé-
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD, membuka akses terhadap
pendidikan dan kesehatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan masyarakat
beserta pemerataan distribusi  hasil-hasil pembangunan serta melakukan
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar tingkat
kemandiriand daerah, skor IPM meningkat pada periode berikutnya serta rasio
penduduk bekerja dan penduduk non miskin di provinsi tersebut meningkat.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kapasitas organisasi yang belum optimal. Diperlukan kajian
vang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan
kemudian dicari pemecahannya. sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS vang optimum. Dan wuntuk

meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dapat bercermin
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dari Provinsi Sulawesi Utara sebagai pembanding utama dan Provinsi Sulawesi

Tengah dan Jawa Timur sebagai pembanding alternatif.
Provinsi Maluku

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinsi Maluku dalam
meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan besaran
input-reduction sebesar 78,49% dan owutput-augmentation sebesar 18% untuk
share, 38% untuk growth, 57% untuk IPM, dan 17% untuk rasio penduduk non
miskin. Selain itu, provinsi ini memiliki nilai PTE yang rendah, nilai SE yang
memadai dan berada dalam fungsi produksi DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Maluku harus
melakukan penghematan yang sangat besar pada peridde berikutnya. Dan belanja
yang dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
periode berikutnya atau hanya bermanfaat bagi sekelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD, PDRB, dan membuka akses
terhadap pendidikan dan kesehatan vang lebih besar kepada seluruh lapisan
masyarakat beserta pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan serta
melakukan pemberdayaan masyarakat melalul berbagai program pembangunan
agar tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, skor IPM, rasio penduduk
bekerja dan penduduk non miskin di provinsi tersebut meningkat pada periode
berikutnya.

Dilihat dari sudut fungsi produksi. provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kemampuan manajerial yang belum optimal. Diperlukan
kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya
dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian efisiensi yang diperoleh
meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang optimum. Dan untuk
meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah di Provinsi Maluku dapat bercermin
dari Provinsi Jawa Barat sebagai pembanding utama dan Provinsi Jawa Timur

sebagai pembanding alternatif.
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14) Provinsi Maluku Utara

Potensi pengurangan input maupun penambahan output Provinst Maluku Utara
dalam meningkatkan nilai efisiensi masih terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan
besaran input-reduction sebesar 66,60% dan ouf;ou!-augmenta{ion sebesar 20%
untuk share, 5% untuk growth, dan 257% untuk IPM. Selain itu, provinsi ini
memiliki nilai PTE dan SE yang masih rendah dan berada dalam fungsi produksi
DRS.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara harus
melakukan penghematan yang sangat besar pada periode berikuinya. Dan belanja
vang dikeluarkan haruslah berupa belanja yang tidak sekedar habis pada saat tahun
anggaran berjalan dan tidak menyisakan suatu manfaat yang dapat dinikmati pada
periode berikuinya atau hanya bermanfaat bagi sckelompok/pihak tertentu saja.
Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan PAD, PDRB, dan membuka akses
terhadap pendidikan dan keschatan yang lebih besar kepada seluruh lapisan
masyarakat agar tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi dan skor IPM
di provinsi tersebut meningkat pada periode berikutnya.

Dilihat dari sudut fungsi produksi, provinsi ini memerlukan perhatian khusus,
karena masih memiliki kemampuan manajerial dan kapasitas organisasi yang
belum optimal. Diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor
yang menjadi penyebabnya dan kemudian dicari pemecahannya, sehingga capaian
eftsiensi yang diperoleh meningkat dan berada dalam fungsi produksi CRS yang
optimum. Dan untuk meningkatkan efisiensi, pemernntah daerah di Provinsi
Maluku Utara dapat bercermin dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai

pembanding utama dan Provinsi Jawa Timur sebagal pembanding alternatif.
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Lampiran 12.0utput Analisis Efisiensi

BCC model
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Lampiran 12.(lanjutan)

CCR mode!
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7] Kaleng  2068% 1.00 000 000 000 100 OO0 12{1.09) 000 078 058 363 000 004
22| Kalsel 3%.41% 100 000 000 Q00 000 1.00 12(1.08) 000 003 054 805 001 000
73| ¥adm 939% 1.00 009 00O 100 000 000 12(1.04) 200 017 287 060 003 0O
74| Sub 3279% 1.00 000 OO0 100 QGO QG0 12(1.06) 000 016 022 603 0C2 003
2| Suteng  3732% 1.00 000 100 00D 0G0 BOS 120119 000 021 0601438 011 025
% Susel 4343% 1.00 000 000 GO0 100 Q00 12(1.92) 000 011 013 253 000 002
27| Suta 3343% 100 000 1.00 000 BOO 009 120119 000 026 0001518 009 623
28| Gowntao 3374% 1.00 000 100 000 000 €00 12(1.13) 060 013 0001095 0G5 025
28| subx  3598% 100 000 09 COO 0G0 OO0 12011 060 021 0001138 003 016
30 Mauke 21.21% 100 000 000 000 180 000 12(1.0]) 000 018 045 142 000 0i8
31| Mau  2049% 100 000 000 000 160 050 12(1.07 060 020 052 782 000 004
2| Papua  943% 100 000 1.00 000 000 GOO 12(1.08) 0Od 022 000 783 002 03
33| Papua 951% 100 000 000 000 1.00 ©CgOT12(1.891  } 060 022 151 1386 000 035
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Lampiran 12.(lanjutan)

NIRS model

EMS - [C:WPropram Files\EMSYmodelawal. xts_NIR_RAD_IN] ) -

F Fle ER UDEA Wirdow Hep

EE
ail'nq _ﬂm&»’%‘

i5}

T8 Share Growllien | enp| o™ (8} 1185 (s} iis} {s}
oMU Scote Benchmarks TBA | Shaxe IPM Hordv
{IHv) HOXV| (0}tv) (03] (DY ot 010 |Grow 0} l[‘i’uo]rP 1
1 mo B75 100 000 000 06 D34 000 2048) 13017 15 . 000 000 069
250, 71 0000% 1530040100 022 30 -0A TH00 T R Pl S Kl
3 Smbar BE18% 100 000 002 051 022 075 20039 11012) 1203 14000 000 014 000 06 000 000
4| Riw 0217 100 000 D00 05 D2 029 111044 12013 140037 170005 000 025 114 000 Q00 0%

ShYame »-2 10000 00 S 000702 S obe PR S L L R T I R AR
B| Sunsel 5048 100 000 008 065 025 000 2(006) 12 (0:40) 12 14(uza| 15(030) 000 010 009 m:o .00 002
7| Benghuu €927% 100 000 008 046 046 000 5(219) 14(006) 17(252 21(023) 000 015 C.00 Q00 600 0.13
B Lempung 7207 1.00 000 000 000 100 006 12(0.13) I5(687 000 Q10 010 011 000 003
E 00 000 050 021 030 1_1 (0.08) 12(0:38} 141015]1?(053]_ 000 015 065 0w 0o gt

10f; “Ho i - PR

18
19
20, gt P Rl e .
ol L S 000 _-:_.3'4?’-!.1?8;'!!035’%
% 673 100 009 033 000 013 654 vmon nmm 15[&231 1?:0541 00
— 73 1955% 100 000 000 080 Q00 020 11{040) 121035 1410:20) H00
23 Suu 8130% 100 00 005 0% 000 000 2(6.45) 11{047) 14(0.08) 000
5| Seng W06 100 D00 04505 G00 Q00 i . 2
25| Su  4950% 100 000 037 000 048 0 zwozl mum 15[0.15] 1?:0.0?1 000
27} ‘Sdia 10000% 1.00 001 033 000 -0E5 080 1
A Goortsle BI51X 100 000 940 000 060 000 15(0251 25|0331 2?|0421 003 0.
| X)suby’ 10600% 100 '0.08 017 006, 988000 - VT | RS S
3 Moke  2051% 100 000 000 DOC 300 DGO 12(0951 B0 000 018 028 057 000 017
B1§ Madku  3340% 100 D00 003 D00 06D 040 12{8.27) 1510.26) 17047 000 020 005 257 000 000
32 Pywa 1590 100 000 053 000 042 O0G 12{0.32) 151028) 25(039} 000 Q14 000 259 009 02!1
3] Papus  14%3% 100 000 00 000 1.00 0001151042 1910.55) j 000 Q10 OE6 385 000 016
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Lampiran 12.(lanjutan)

Super Efficiency model

EMS - [€:WProgram Files\EMSimodelawal.xis_VRS_RAD_[N]
€ fle Edt DEA Wndow Heb

is}
Honi {51 [is}t |6} |69 {s}
TB/ I Shae) Giowd| IPH | NoeP
DHU $ Benchmarks 1B | Share IPM Nerde
il 10 [T UL Ft R ey 0| |sor (NPl )

NA&D X% 100 000 D00 15 0% ¢OO 12[[146] 13101?]15[03?]
SR RT73E Y 00 QO AR 72 R 000 R A et £y
Sumbar B5.18% 100 000 D33 EBY 303 3} 2[029 13012 12[[138]14{00?] 0.0 014 am IJEIJ a0 000
Risu 40 21% 100 000 06D 29 1.14 1ES I1[u44] i2£&13]14[03?] I?[ELEE] 000 026 114 000 aod 000
AT b 51,00 0 04 (5007 /26,03 (U3 S0 {608 4 155 & 7 1.0 T
Sumgel S048% 100 GO0 0B3 E91 2E2 000 2[0!:5] 12[&40:14[024] 15[030] 000 10 900 QDD 00D 002
Bengiuy 53.27% 100 Q00 444 2467 2457 000 51019 141008} 17(052) 21[023] Q00 015 000 600 00D 013
Lampung  7207% 106 C0D 009 00O 61 D00 12(0.13) 15(0.87) o0 Q10 910 0m 000 903
9| Babe 52832 'I()J uw BI]] d22 175 6%51 11 [&D‘E] 12[0.18]1-1[015] 1}'[053] 000 015 1155 L1} (100 nm
h S, $ A 9 =

mwmu’lhuf\,—'

19K NITE 1007 6,0 ;000: 051 2068, DOFE T 7

20 Keby T 100 000 000 000 397 264 1 [ow!

21| Kakeng?  big & - ~1.00 G180l OBIBEA4 Y530 4928 T R e ST
22} Kasst  7673% 100 000 582 000 233 951 2(001) 11{012) 023 1?|DBA} 000 213 000 204 ucu 0.00
| 2] Kaim  1955% 100 000 000 216 000 053 11(0.40) 12(0.33) 14 (0.20) D00 027 246 000 091 e.m{
i 23 Swa  £130% 100 000 075 1102 000 OO0 2:045] 11[04?] umos] : _ ow 024 um 0w 001 001
28| Subeng g | 100TOH 0BT 265 09%° 2 7 :
I 26| sw:s 49805 100 000 312 OO B85 279 zmtu] 12[0?2] 15((115] 1?|uon um mo 000

27| Suba, big - 100 $9:3).§1.33'87.43 31.65 9540 ' .1

28| Gooso 8451% 1.00 000 357 Q00 545 000 15102512510331 z?m.m

2 Subac bl 100 0008742407 BBGE 004 0 - 0 N

20| Make 21517 1.00 BO0 000 000 051 000 1210%1151014] 900 018 033 O

3| Make 240 100 Q00 D00 GO0 184 125 12[A27) 15(026] 12(047) 0 D) 005 257 009 GO0

3| Pepur 1G9 1C0 000 092 000 085 GO0 12[032) 351028 251030 000 D14 000 253 000 020

33 Papus  1459% T00 U0G 00Q 000 227 o Is0ESTeWEST T 7 7 T voo 010 08B 385 000 016

Sumber: Hasil pengolahan
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Lampiran 13.0utput Analisis Efisiensi Model Penelitian (excl. NonM)

BCC model

EMS - [C:\Program Files\EMS\example_02.xis_YRS_RAD_IN]
£ Fe ER DEA Window Heb

{5y |68} |48} |45} |ish
T/ | Shaee| Growd] [PH | NooP

DMU Score Benchmarks TB/X|Shae P4 |HonP
1} NaD 2'6?53’ 'IUJ 000 000 QES I]34 12[&48]13[&17] ':5[03?] 608 013 432 0.00 BCIJ
3} Sumbar 5&112 100 0.00° 003 065 I]2E 2[&50]12[03]] 14[014] 15[[105] um (108 &C‘J 000 um
4] Riaw 3345% 100 000 0.00 1.00 0.00 11(017) 14(083) " ) £'II]1 g!ﬁ 055‘_&[11 003
5 O O O 00 A T8 A 2 A s R R e R U R I TR
6] Sumsel 5048% 100 000 009 G65 026 2(0.06) 12(040) 14(G.24) 1510.30) 000 030 00O 000 9000
N Bengkedy B827~ 100 000 003 046 046 5{019) t4j006) 17{052) 210.23) 000 015 000 000 000
8] Lampung 72072 100 000 006G 000 1.00 12(013) 5087 003 010 G0 QN 00D
9

JBebel 34337 1.00 600 000 033 087 14[041 15[&53] 19[&0)] 000 008 [142 il[!] Bo

151030] mune} 19:0 ue]

) 831 000 089

F 0% 106000 005" 050° 045
2 99% 100 000 000 900 1.00 12(0.13] 1510971
i3 kelim C1516% 1.00 000 000 190 0.00 12{011) 14(089)
il Suw 81.30% 100 000 006 094 DDO 2{045) 13{047) 14{008
25| Sukeng 010000 1.00.0.00 045 055:000. s Y
i 2] Su:e 45787 100 00C 057 000 043 12|0_71] 151&28]25 1) .
2] - Seua -, 100.00X3 41007061038 S000° 1086 -
2] Gorortaslo 84517 100 D0C 040 000 QED 15|u2512510331 2710421 000 021 008
j‘ (007000 - 012 1 E007 0ed.: ; %
0| Makdy 2151% 100 000 000 OO 1,00 12|nss; 1510141 001 018 038 057 000
31| Makbultaa 2238% 100 000 000 GO0 100 12(D04) 15/0.9) 000 017 006 203 003
~ 3| PepuaBaal  1690% 100 000 053 000 042 12(032) 15[0.28) 25(0.29) 00D 014 00 239 00D
o 7| Papua 1459% 1600 000 003 OGO 100950042 191958 P 000 010 066 385 00D
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Lampiran 13.(lanjutan)

CCR model

EMS - [C:\Program files\EMS\example_02.xls_CRS_RAD_IN]

fF rie Edt DEA Window Heb

{s} |45} |5} |8} [{S)
TBA{ Shive| Growd([PM | NonP
DU Seoe | v o1V 0NV {o)iy| ajtv | Benchmaks el A e i

1| Nap 2504% 1.00 060 000 000 1.00 12(1.04) 000 016 452 294 000
2| Sumut 57.52% 100 080 1.00 000 000 12(1.08) 000 009 000188 002
3| Sumba 3769% 1.00 000 000 000 1.00 12(1.03) 000 013 017 075  0.00
4| Riaw 17.09% 100 008 008 1.00 060 12{1.08) 000 D15 179 000 002
5| Jembi 3361% 1.00 0.0, C09 0.00 1.00 12(1.08) 000 D18 014 478 000
6| Sumsel 4088% 160 008 000 000 1.00 12{1.04) 000 013 049 234 00
7] Bengkuu  30.08% 100 0.00, 000 000 1.00: 12{1.i0) 000 022 063 593 000
8 Lempung  £648% 100 000 000 000 100 120108 _ _ 000: 033 052 537 000
9] Babet 2592% 106 000 000 000 160:12(1.08 000 012 130 446 000
10} Keps 1552% 106 000 100 000 000 12(1.07) 000 014 000 192 002
11| OKiJekate 53.35% 1.06 1.00 000 000 O. 295 4410 059
1215 A0000% 21100 0,00 . 4100:0.00, 7080
13| Jateng 84.57% 1.00 000 000 0.00 0.00
14 DIy 6084% 100 000 000 000 6.00
15] Jatim 91.27% 1.00 000 000 0.00 0.00
16 Banlen - " A0000%" T071.00 * 0007000 0,60 TS i
17} Bah 4545% 100 032 000 0.00 O ; 072 0.00
18] MTB 5887% 1.00 000 000 000 .00 12(1.08) 000 D14 1121237 00D
18] NTT S510% 100 000 000 000 100 12(1.17) 000 0 1431251 00D
20 Kabar 4414% 100 000 080 GO03 1.00 i2(1.08) DDD 015 064 858 000
21| Kateng 2089% 100 000 003 .02 1.00 12(1.09) 000 012 058 363 000
22| Kakel 35972 100 000 000 00G) 1.00 32(1.08) 000 007 048 714 000
23| Kabim 938% 100 000 00¢ 1.00 000 32(1.04) 000 037 287 000 QG3
24| Suk 3278% 100 000 000 1.00 000. 12(1.06) 600 016 022 000 DG4
25 Sulteng 37.32% 100 000 108 D00 000 12(1.18 G.00 021 0001438 0N
26| Sulsel 4343% 100 000 000 000 100 12(1.02) 000 011 013 289 000
22| Suws  3343% 1800 000 100 000 000 120118 000 020 0001518 009
28| Gorontalo 3374% 3100 000 1.00 000 000 12(1.13) 000 @13 0007085 005
28| Subar 3598% 100 GO0O 1.00 D00 00D 12(103 000 021 000138 083
30| Malku A21% 100 000 000 090 1.00 12(1.01] GO0D 01 045 142 000
31| Hehkulitara 20.49% 100 000 000 000 100 12(1.97) 000 020 052 782 DOD
32| Papua Barat 943z 100 000 .00 000 000 12(1.08) 000 022 0002 783 DO
33| Papua 961% 100 000 000 Q0D 1.00 12(1.09) 000 022 151138 000
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Lampiran 13.(lanjutan)

NIRS model

EMS - [C:\Program Files\EMS\example_02.x1s_NIR_RAD_IN]
€ Fie Edk DEA Window Hep

g1 [y [ |45} |8
TB/K| Share| Grow|IPM 1NonP

DHU Seae | i) )tv] Q)| (Oiv] (o) Borehmarks DK | shose| Bromat] 104 | o
1 F7sx 100 000 000 066 034 120045 13017 15(037) 000 013 432 00 000
2l (0T T R PR P2 L B W e o ey B i TR
— 3 S511% 100 GO0 008 085 026 2(050) 120.31) 14(0.141 15 0.05) G0 005 000 D00 00
4 B45% 100 000 000 100 000 11017 141080) foaen, 000 016 065 000003
5| L AGR0B; 00000 008 [0 YRR LR LN P
B 5048% 100 000 008 065 0% 2(006) 1204) 1 (uznsmaul 000 000
7| 827 100 0.00 008 045 046 5(019) 14{006) 17852 21(023) 000 015 000 00 080
_ 9 000 000 000 100 12(043) 15(087) 000 010 010 011 008

3

UIII 0.00 u13 IIB? 14[0.411 15[&531 19[&@] 000 608 042 000 i][l'.'l
TR T 3 RTINS : ! 3%

20 .

2 ) 3045 2 _ N BRI
22 000 000 000 100 12{013) 15103?| 000 004 007 182 000
_ 2 000 000 100 000 12(0.31) 14(0:33) 0G0 812 171 0G0 005
_ A _ 000 006 0% 000 21045 11[04?] 13[003) 000 024 000 00O OM
.25 Suleng 10000% 1.06 Q00 048 052 Q0D _ 3 - I
% Suss 4576% 1.00 000 057 000 943 12(0?11151023;25:0011 00E 003 080 O _
i : g < 1 TR -

" 78] Goeontalo 25| 331 2?10421 200 003

28 Subg - 1 120007068 TR | IR Sl

i 30] Mahku Z151% 100 000 GO0 000 100 12(0.86) 15 [0.14) 000 018

3 MaukuUtwe  2238% 100 000 000 000 1.00 12(004) 15(09) 060 917

32 PxuaBax  1690% 100 000 058 000 042 12(072)15(029) X503 060 014

© 7| Papua 1453% 100 0486 000 000 1.00[i5(042 19058 1000 010
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Lampiran 13.(lanjutan)

Super Efficiency model

EMS - [C:YProgram Files\EMS\example_02.x1s_¥RS_RAD_[N]
£ Fe £ DEA Window Help

5 |45} fis) |is) (st
TBM | Share| Growd| (PH  [NonP
DMU Scoee V1 {U]’f; {é}w {oMv] ioMv Benchmarks TB/K| Share] Growtt | IPM NonP

i} jio} [foy [iO} ({0}

NAD _ 2675% 100 000 000 186 0% 12(8.46) 13{0.17) 15(037) 000 0J3 432 000000
ER T SRR Y LB (I R R SR e R I T L IR SR

Sumba B631% 1.00 000 082 613 241 2(050) 12(03
Riau 3345% 1.00 000 GO0 &75 000 13(0.17) 14 83
FRUS B SRR TR K A T e
Sumsel 5048% 100 0.00 083 651 262 2(0.06) 12 [M40) 14 (0.24) 15(0.30}
Bengkulu £827% 1.00 000 444 2467 2457 5(0.19) 14(0.06) 17(0.52) 21 (023
Lampung 7207% 100 000 000 000 1.81 12{813) 15(087)
3H33% 1.0 ﬂil'.l 000 132 &80 14![141]15[058] 13(0.08)
" b 06 T80 T8 0837, 2204

& "nw 00 000

(0.14) 15 (005}

wmﬂmmhmm—-

r..,.n..l P X

ssem 100 000 000 050”1392 15(090]19 01—
19| SRS - bagT e B O 200N 00 000 9209 = 0k aragarot 3

20| Keba 5224? 100 000 236 000 1808 15{119011?10021 19[003) 000 G16 000 186 009
|V Kakeng” | b 1002896 5373 BN EET0 N R T
22| Yodsel 333-3/ 100 000 09D 000 087 12[&13]15|na?|
|_ 23| Kadim 15.16% 1.00 000 000 147 060 12(011) 14(089)

T2 Sult 21.30% 1.00 000 076 11.02 DEO 2(045) 11(047) 12(0.03)

"% Sukeng  big 10D 5E0 WI2E3I0EETZ - L =

%] Suee 4578% 108 000 411 000 308 12[0.?1]‘15|D23]25[0.0I]

7| St kg 1.00 BT 2177442 407 TN

i 28] Goorsh  B451% 1.00 000 357 000 546 8 a2s 2510331 27(0&21

28 Poubar ) b U0 S DB ER0E T BT RS T I L

T30 Makdw 2151% 1.00 000 000 000 051 12(D86) 1510141 ; ]
31| haku Z233% 1.00 000 00D GO0 050 12(D.04) 35(0.85) 008 017 006 203 060
|32 PapuaBert 1630% 100 000 092 000 065 12(032) 151028 25(0.39) 003 013 00 259 00D
C %) P 1459% 1.00 000 G0) 000 227951042 991088 T T T 00D 010 0E6 385 000

Sumber: Hasil pengolahan
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Lampiran 14.0utput Analisis Efisiensi Modifikasi Nilai Variabel

5% - BCC model

5y |5} |ist {5} |{s} |is}
TBA.| Share| Gicwd| IPH | HorP| HonMd
DMU Score Benchmaks 1B/ | Share| Grovdh | IPM |NorP |Non
0101 {0107 {03 {030V (Oitv| OV} FOK | Shae) Bt | 4 Mo Pl
26.75% 1.00 000 000 065 034 D06 12245) 131017 1510.37) 00 013 H'I um 0.00 ElOS
+» 100X ET, 00 - 000 1022 BB G2 D o

as P e, N " om ke T e
ES1BX 100 Q00 002 051 022 025 2(0.2%) 11(R12) 12(038) 1400071 000 013
020% 100 006 000 051 020

ELCO

1.09
TR L 08 i - : :
5048% 100 G00 009 065 0% 000 2[!1(5! 12|m) 14[024) 15(&30] 000 Q0%
627% 100 GO0 003 045 046 (11 510.19) 1410.06) 17 [052) 21(023) 000 015 Q00
72075 100 GO0 000 Q09 100 000 T2(@13) 15(08H 400 008 Q1D

5253’: .00 O_UJ u’m QEU‘ uZl ELBO 11[&08] szwm 14[[115] l?[ElSB} nm 014

T2

e ,ur-_f
33 r.}im TRk

JRPY RN R R Y Y
ElwmglgﬁaﬁampumuommwmmAum—-
= P T v A

00 &N*JU :'um &83 EltG

s 1 00gam TARIe 1510901_191&101 0% 5 000 oo

R 100005 < 100 TO00TIOF N0 7 1007 00e s T : _ o (R
3 705% 100 000 000 Q00 080 040 1z(uun:5{uz<ennur1 00 D13 002 263 GO0 000
Kaeng - 10000%7 1,00 00000051 047 "047ne2s . o, L ey o o ¢ o it A
ol /7% 100 000 033 000 013 054 zwma n|u12}as:02311rws4| 000 280 000 000
Y. 1955% 100 000 GO0 080 003 020 11 (040 12(033) 141020 233 000 001 000
: St - BLIDY 100 DO0D 006 094 000 000 2(0.45) 11{047) 131009 coo 002 001 00
b x| Suleng 100.00% .06 0.00..045 055 000 000 2. -
% s 4380% 100 000 027 000 08 024 210.041 129720151036 17607 000 003 000 0% 000 0G0
2 Sws 0 10000% 100 001783 000 066 000° R | T .
28] Goontdio 8451% 100 000 040 000 DED  OLO IS[D"SI 25:033; 2?:04’| 806 003 0 D20 000 0CE
) Subs T0000X 00 TO004RIZ 000 088 . 000 : e, e j
M0l Hakbu 2151% 100 000 DO 000 100 OM 12[0931 15014 000 017 03 055 08 016
T MaskkuUtea  3340% 100 000 000 060 QG0 040 12(D27) 15(828) 17{047) 000 018 004 244 D00 OO0
Tl PepusBaa  1690% 100 000 D58 000 042 Q0D 1210.37) 150029 5039 BO0 012 000 248 02 018
T Paous 1455% 100 000 D00 000 100 OM15[042) 191058) 000 009 D62 366 000 016
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EMS - [C:\Program Files\EMSimodeiawal_ALT5%.xts_CRS_RAD_IN] .
£ Fle ER CEA Windww Heb

156

Lampiran 14.(lanjutan)

5% - CCR mode!

{5} [is1 |{s} (5) |{s}y [{s)

DMU Scove || aotel BN, Lo Rt [Benchvnanks TBA | Share| Growth | 19 | o |Mont

i n |[{or |0} 0y ({0) |{ot
T 04z 100 000 000 000 1.00 000 12(104) 000 015 438 278 000 015
2l Suma 5752% .00 000 100 000 009 GO0 12[1.06) 000 0U8 00C 183 002 QIS
3| Sumbar 68% 1.00 000 000 009 100 GO0 12(1.03 900 032 Q17 D72 000 001
4| Riu 17082 1.00 000 000 100 GO0 000 120108 a0 Gi4 17 060 A% 00
B Janki 3361% 1.00 000 D00 000 LO0 000 12(1.08) 000 014 013 454 000 Q03
6] Sume 4088% 100 000 000 000 $00 000 12(1.84 000 012 045 222 000 0.0
7| Bengkuu 3063% 106 08¢ 000 000 1.06 009 12{1.10) 000 021 060 564 BOO 016
8 Lavpung B646% 100 000 000 000 100 000 12{1.06) 000 013 050 510 000 043
9 Babel 2582% 100 000 QOF 600 1.00  ©£.00 12{1.09) 006 012 124 424 000 D02
"0} Kepi 1552:: 100 am_ 1.00__[100_ uno 0.00 12(1.07) BOD 013 000 182 002 003
1] DKIJskata 1.00 am 0.00 15[1741 000. 000 281 4190 056 060
12 4Jwywim~d§§im‘w ﬁ:ﬁwﬂ U.W" 5 E n f__'.fﬁ-' ;. :. ._“Jxﬁr'rnt—_‘_r.___? ET ﬁ
13| Jaleng B4E7Z 100 000 000 086 397 000 012
4 o E084% 1.00 000 000 uw 1,00 137 207 000 012
15| Jatim 91.27% 100 000 000 900 100 100 000 0. 045 572 nm 012
165 Beren T -4 100000 .00 1007 900 000000, S 900 A 2 e
7| pa 45457 100 032 000 000 063 000 12(0%) i5 (0. 0k 600 088 751 o.m 003
18] nrs 58877 1,00 000 000 000 100  0.00 12(1.08) 000 013 1061L75 000 017
__E| It 5510% 100 000 000 090 100 00 120011 000 017 1071227 0G0 0.2
TR Kabar 44714% 106 000 GO0 000 100 000 12{108) 000 D14 051 815 0GB 006
T2 Kadeng 2068% 106 000 000 000 .00 000 12{1.09) 000 017 05 3% 000 06
22| ks ®AI% 100 000 GO0 000 00G 10D 1241.09) GO0 007 051 TES 061 000
) Faim 9% 1CA 06 D00 100 N0 60A 12[104) O 01h 272 000 003 0O
24| Suu 3273% 100 000 000 100 GOD 002 1211.06) Coo 015 021 000 004 003
_ 25| Suteng IR% 160 0W 10 000 00 0CD 12(1.19) 000 A0 0001366 01 024
% Sukel 4343% 109 000 000 000 100 000 12)1.03 000 030 012 2% 0G0 002
7| Sums 33437 100 GO0 100 000 000 OGO 12(1.18 000 Gi9 0001442 003 0.2
28 Goonlao 1374% 100 000 100 000 000 DD 12(113) 000 018 0001041 GO5 024
| 29] Subx %.58% 100 000 1.00 000 000 000 12(112) 000 020 0001081 003 015
30) Haky 21.21% 100 000 000 000 100 000 12(1.01) 000 017 043 134 000 018
I 31] MekuUlws  2048% 100 000 000 000 1.00 000 12{1.07) 00 019 049 743 000 B0
" 3| PapuaBaa 9437 109 060 100 000 000 000 1211 05) 006 021 080 744 002 030
33 Papua 961% 100 000 000 000 100  OGOLIZRAO5I 1 000 021 1431317 000 0.3
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Lampiran 14.(lanjutan)

10% - BCC model

ENS - [C:\Progsram Files\EMS\modetawal_ALT10%.xls_VRS_RAD_IN} ~

£ M ER DEA Window lep

(5} |ist pist  fish (ist {5}
TB/K | Share| Growd [ IPM | HonP'{ Hondd
DHU Score Benchmaks TEA| Shave| Biowdh | IPH fHorP | HorM
(4w | Okt (Odv {oXy] [Ohv] (0)vY . o lor o} loy Hod i)
XX 100 000 000 065 034 000 12[0.48} 13[11171 15([137] _ooo 3% 00 EI‘EO _aos|

100,00 =% 00 Y0700 T2 ThB 000
S BRIE% 100 000 QR 051 02 025 2029 'i1|l112|12(|1:€] 4{007) 000 Q12 00D OO0 Q00 OGO
402'l¥ ICO ill]J llCO (151 I12|J i 029 IIIIJ&-!]_"IZH]IJ] 14(03?]1?[005] CIIII

HECRG (1 32 X = BT R TR Rt Sl : )
5048% 100 008 065 026 000 2{006) 12040 14[[!24] 151030} 600 DGI Q0 OOn DGO D002
B2 00 g8 04AC 045 000 5019 140051705 21023 a0 04 00 000 ooz 02
Q00 D00 100 000 12003 15087 QoD 003 009 00D 000 003
X n:m nilt_l.t:q]_nmlm 140153 17 1059 tl.lfl:! a1l

lll]] am 'I[HJ

ﬂm Jspsmispan —

1 R e iin owrs: i PR 23,
051 2{001] 11{012] 'IGlCIZi] 1?[0[.4i 0Q0 D12
000 080 Q0 020 17(040) 12(039) 14(0.20) 0 04 . I 1
. . 005 0 006 000 2[045) 11047 14(003) 000 022 000 000 061 0.0
U 000X pe0 6457055 Qoo oda L 7 2 SRR -
0% 100 000 0z7 000 048 029 2[004) 12102 15036) 37 U075 9 Dy o0 @92 gce oo
100003 190 001 G433 000 065 0B . 7 ' 1 B
8451% 100 000 00 000 060 O 15025 25033 27 (042 D00 002 G0 019 080 605
10000% 100000 (12 000 883 0004 . 0 B .
20515 100 000 000 000 100 00D 12[088 15(014) 008 016 035 052 0G0 015
B 100 N0J DOC 00D G600 04D 12[G27 15026 170 47) o) 018 0 231 g0 00)
1690% 100 00U 058 000 (42 000 12(032 15[020) 25103 0oy 012 000 234 000 01C
1459% 100 00 D00 000 100 00D 15(042) 19050 por 0 083 346 am 035
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Lampiran 14.(lanjutan)

10% - CCR model

{s) |45} [isp |isk 15y [69)
TB/K | Shaie [Growth) IPM jHooP | Non
g [to Jioy o ok (0}

TB .| Share} Growdi IPM | HonP| Hor
DMU Score | | ohv03v] @3] {GHv| {oy | Benehmarks
1] HAD ZMx 100 [LUJ_D.E[I 000 100 000 12_[1.04]
2 Sumk 5752¢ 100 000 1.00 000 000 000 12(1.08)
3| Sumba 3?.69_2 100 600 000 Q00 1.00 DCIJ I_2[l.l13]
4] R 1708% 100 000 000 100 00O QOO0 12(1.06)
5| Janti [{EIZ 100 060 000 000 100 000 12(1.08)
g Sumesl 4088% 1.00 Q00 000 000 100 000 12(1.04)
7| Bengkulu 2008% 100 GO 000 000 100 000 12(1.10)

8 Lampung 66.46% 1.00 GO0 000 0D 100 000 12(.06)
3|

Babel 25922 100 00C 000 000 100 000 12(1.08)
10) Ko 1552% 1.00 000 100 D00 000 OO0 12(1.07)
1| DJakata 5335% 100 100 000 000 000 000 16(.74)
320 0abar T ROG00% | 100 000 .00 Q00 000; 000 T .. - T3
13| Jateng 8457% 1.00 000 000 000 1.00 000 1Z(1.06)
14| DIy 5084% 1.00 000 000 000 100 000 12(1.08
15| Jatim 91.27% 100 003 060 000 3.00 000 12(1.07)
16] “Banten  100.00%: 100300 :000-900: 900 000 T L
17| Bk 4545% 100 032 000 080 068 000 12{0.34) 1B(0.17)
18| NIB 5387% 100 000 000 000 100 000 12{1.08)
18] TV 510% 160 000 006 006 1.00 000 121111
2] faba 4114% 100 000 DOO 000 1.0 0060 12[1G8)
|_21] ¥atenn 2068% 100 000 000 000 100 060 12109
|22 ¥alel FH41% 10D 000 000 000 B0 V00 1200
23] Kavm 938% 100 000 600 100 000 000 12104
C28) Suh 3279% 100 000 000 100 00O 00 12(106)
25| Suterg % 100 000 100 000 000 000 12{1.19)
%] Suel 4343% 100 000 00O 000 100 00D 12{1.0%
27| Subra 3343% 1.00 000 100 000 000 000 12118
23| Gorortalo 33.74% 100 000 100 000 GO0 000 12{1.13
2| Sub 398% 1.00 000 1.00 000 GOS 000 120172
0| Maku 21LA% 100 000 GO 0OC 106 000 1201.01)

M MadkuUtwa 2048% 100 000 00D GO 1.00  08) 121107
32| PapuaBaat  943% 100 000 100 000 000 040 1201061
i 33 Papua 961% 100 60 0GQ 00) 100" Q@ 12010

>

906 014 415 264
000 008 00 179
000 011 015 058
006 014 151 000
a0 013 012 3
age a1 044 21
000 020 0% 534
000 012 047 484
006 Q11 137 401
00 013 000 173 082 0.
000 009 2653365 ¢ k
063 376

130 1.6
043 541

065 711 Q00
101 133 000 Q18
1021182 000 021
048 772 00 005
053 331 000 003
049 724 001 003
25 000 003 001
02 080 0B 002
000 1285 010 022
0N 233 006 002
000 1365 008 021
000 8% 005 0
000 1024 002 D14
041 127 000 047
045 704 000 004
600 70: 002 028
1% 1243 000 02
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Lampiran 14.(Ianjutan)

15% - BCC model

fMS - {C:\Program Files\EMSAmodelowal ALT15%.xis VRS RAD_BN} .

E R ER DEA Window leb

TBA | Shae| Growi| 1PH | HorP| Hortd
OHY Seae | i tokv] oty fotiv] i0Xv] o)) | Benchmaks

15)
o

000 000
o (0 8
000 002
0G0 000

(LB 034 000 12(046 3310:17) 1510.37)

05t 02 0% EIIIZSII. it [&12} 12[&33]-‘1“007]-

7
=
__3
P}
5| fiare * 00 001,00 2000 7/ 034 060 : w
g Sumee 5048% 100 000 008 065 025 050 2(006) 121040 14(024 15(130)
7| Bongkus 832% 100 000 008 045 046 00D 5015} 150061 17(052 2107
B Lmomg 72075 100 000 Q00 060 100 00 12{0.13) $5(007)
1 5293 100 006 000 050 021 030 nmc&a) 12{0.18) 14(&35] 1?105'_11
10%%52' “ &12%435&3{”‘&
g AR 0D é?;;g Foimmimed:
-\. _' - ..-': w

013
o
0.12

007

'\

1510.90; 19|01u| am ]
N ool A S AEE et
040 lz[m*} 1J1039]I?1I14"] 0 017002 23 000 000
00z . 1. C L EET
054 21001] 11|012j |610231 mnsu 000 OI1 000 250 000 0.00
2 111040) 1 [N 1410 20] GO 0E oz GO0 00 000
000 2(045) 100275 14043 VU U B 0 0 am
i) aep : 2 S
i 024 2061 124072) 15016] T7107) Nl 0G5 UM DE7 000 00D
i oo N e RCE ] '
'i__ ot s YT VS E25) 28U RE) 22138 0 ey Lud 038 00) A0S
17 Subw GO0 . nl - 0" T -
B Hadu 003 121026 15{014] 1) 815 033 049 003 014
| Moy Utra 040 12{0.27) 15{0 2] 17 [047) GO0 017 04 218 003 0
2| PapudBact 00C 121022 15{028) 251039) O §12 000 221 Q09 O
# 33 Paous 400l 150421 181058) C I 000 008 0% 327 000 014
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Lampiran 14.(lanjutén)

15% - CCRR model

" EMS - [C:\Program Files\EMS\modalawal_ALT15%.xts_CRS_RAD_IN)
£ Fe ESL DEA Window Hep

CHEREN R
TB/K | Share| Growd| IPM | HoaP'| NorM
D Seore | vl {01V} (OHY] (0] 0| to1y | Benchmaks S P P PO Al
HAD 2504% 100 000 000 000 100 Q00 120.04) 000 013 3% 250 000 O
Surmut 5752% 100 Q00 160 Q{0 QDG 00D 1201 D6) nen 007 oM 163 0@ 0%
Surrbix 3ESX 1.00 OOG 00D QOO0 00 000 12103) 00c 041 (035 Ne4 00 0O
Rieu 17095 100 000 000 100 0O 000 12{1.08 000 013 152 000 00 Q02
Jar Bz 100 906 000 000 106 000 12[1.08) nog 013 912 406 000 003
Sureed 4088% 100 000 000 000 100 000 12[1.04) and 01 045 159 000 008
Bengkulu 303% 100 000 000 000 100 000 12(3.10) 000 019 053 o4 000 014
Lacrpura 66402 100 00G Q08 QU0 100 000 12(106) 003 011 044 4% GO0 032
Babel 59 100 000 Q00 40C 100 000 12(108) a00 01 tn 3T 000 a4
Fepd 1582 100 000 10G Q00 008 012 000 163 02 QR

DR Sakaty 53%% 1.00 100 00¢ 400

B - 0p 2 000 000 2513740 G5 054
bAbeEE  110G: R0 Te0 0 7600 ' i

. 1 B0 T T e e

Jateng f457% 100 000 Q00 000 0o 04 059

Dre 6084% 100 DOO OO0 OO0 0 00 12

Jatim M7x 1.0 O oo 000 1 000 D03 G641

o Baen. T 10006%00 10070007 400" A » T

B A545% 100 0632 G603 00 000 o 26 ,

HiB 5987% 1.00 000 0O0Y DDO 1.00 OO0 1201.08) 000 012 035105 000 Q35
HIT 0% 106 000 00Q B0 100 GOG 120101 0G0 819 0% 10% o000 029
Yoba ©oA414% 100 000 Qoo OO0 100 GOG 1211.08) 0ol 013 045 TAE 0 0l
Kaleng L 206T 1.00 000 000 QW0 160 000 12(109 000 01G D50 313 000 003
Fazel W41k 100 000 pO0 OO2 OO0 106 1200 D0 007 046 BE4 001 OO0
Eakm 938% 100 D00 0A 100 DRD DO 12[1 4) and N4 244 000 002 G0O)
Sukd 32782 100 000 000 100 OO0 OO0 12(i0%) ocod 013 413 o0 OBs Q2
Sutensg JFaw i 000 100 Qo 8wl by 2P0 (AL LT T T 10 e S (3 1 (I s |
Subel 4343% 100 AR Q00 00D 100 adn 5200 FURC UGN [ e | B 1 11 ) vy
LU S3A3N T BuD 1 G o0 DU 12)10% Ul urS e 129 s 02
Tirdeedady TIAL UM A6 T D00 AR hdn 320317 E i AT Gl 90 N nA
Sy Faan b 00 1on 000 i a0 121010 e 815 S 4EF 002 013
Moadku A% 00 ndd non 0@ 10 ada 12110 Oy i G 10 000 {116
Hadultxa A 100 Uw ooo Ukl Ty 0o 124107 Uy 0ts s BBy 000 OfM
Papua B 9437 100 GO0 YO0 OO3 LW v 12108 000 019  U00 685 BUZ 0%
Fapud 961% 140 900 000 ©O0 Tu0 000; 12009 000 BtR 123117 000 030
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EMS - [C:\Program Files\EMSimodelawal_ALT20%.xis_VRAS_RAD_RY] -
£ Fe ER DEA Wndow Meb
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Lampiran 14.(lanjutan)

20% - BCC model

TBX | Shoee] Growd [ IPH | HorP | Horke

s} st [is) {48t |5y (%)

2072 100 000 080 Q00 100 000 12(013) 13(087)
5293 ‘IUJ ALY

WETQ47 TosT T

23 Kt 19.5'32 100 000 000 080 Q00 020 I (040) 12(D39) 14(0.20)

28} Gaodo 84517 100 G0C 040 006 0ED B0 1502 B3y 20
2| Subar - 0000% 1.00 Q00 017 000 923 0O -

30| Mo 21515 100 000 000 000 100 DGO T2(065) 15[034)

31 Madu 3340% 100 QL0 000 000 0CO 04D 120027 15(0.26) 371047

331 Pepud 1453 100 000 000 008 3500 000 151047 13{058)

pHU Sere | i Q)V] 0NV )tv] o] v Benchosks YAk Shore Gionth, [P | Hon | Horkd
I MAD - 26757 100 Q00 00 066 04 GO0 12['145] 3@ 15030 600 01 346 000 ﬁlIl 0.08,
2 TR0 NS 126D TEI T
3 Tes18r 100 000 llﬂ? ‘051 022 025 2[329] NTIRED 12{0 007, 000
4 Riw 0% 1[[1 UUJ 000 051 020 029 11[0.44) 12[0131 14103?] 1?10[?5] 00 02
5 i -029-—&&1 039 &33 . .-.l-_ __] L _"__..__. g
6 008 065 076 00D 2lD[S| 121[!-!.0] 14{!]24] ‘lblﬂ'iﬂj 0w 00
7] Benghudu 8827% 00 DOD 008 046 045 00D SOINLODEHI/ D62 21023 N0 nyz

000 050 021 030 11(003) 12[018] 1410.15} 1?[05‘3]

s

033 000 013 D54 2[001) n{mz) 16023 17065 000 01 00 2% GO0 000

:“ﬂ St M3 100 000 OG5 0% D00 (oo 2[0&5]‘-1[0-!?] 14 [0133)

i 25] Subeng  10G00% 100 000,045 055 000 000 ] :
‘._28‘ Subzel 9% 100 00F 027 000 D48 024 2|I]I3411 [E]fz] lS[[]'lSI'lr‘IDufl 0 0y U ng2 000 000
I 27] Subia.  10600% 100 00 01 000 0EE DGO :

32| PapurBaal 16305 100 000 D58 1N D42 000 12[U32) 15[028) 25033

L 003
090

LU

000 011 002 220 000 000

003 021 197 003 GO0 009
00 02 000 000 OO OO
2 . i}

1 [
002 Az nod 017 000 005

0 034 03 046 000 012
0 016 004 206 000 000
Goa 0y Doy 2 000 016
i D 003 052 308 000 033

Analisis efisiensi ...,

Muhammad Manar Barmawi, FE Ul, 2@Hiversitas Indonesia



[P

162

Lampiran 14.(lanjutan)

20% - CCR model

|
| 18/ Shael Gronetl 124 | Moo |Horw st |@ (i |6 | i)
\ DMU Score Berchmarks TB/K| Shave| Growth| P |HonP | NonM
(v} (OXV Ol {o)v) ol bty 0 et e e o
~ 1| NaD 2604% 100 000 000 000 100 0.00 12(0.04) 000 012 369 235 000 013
[ 2] Sw 5752% 100 000 1.00 000 000 000 12(1.06) 000 007 000 159 002 OM
| 3] Sumba 6P 100 000 000 000 1.00 0.00 120.03) 000 010 D14 060 000 OO0
4] R 1703% 100 000 000 1.06 000 000 12{1.06] 000 012 143 000 001 O
5] Jarrhi ZE1% 100 0.00. 0,00 000 1.00 Q00 12{1.08) 000 012 011 382 000 003
6| Sumsel 4068% 100 009 000 000 1.00 QOC 12{1.04) 080 010 039 187 000, 007
7| Benghu 3308% 100 GO0 000 GO0 1.00 0.00 12{1.10) 000 018 050 475 000 014
B Lampung 8646% 100 0OG D00 009 1.00 000 12(08) 000 03t 042 430 060 0N
_9{ Babe! 26522 100 000 00¢ 007 1.00 000 12(3.09) 000 010 104 357 000 OB
10] Kepr 1552% 1.00 000 100 000 000 0.00 12(1.07) DO0 017 000 154 002 002
11| DKlJakada 5335% 100 1.00 000 000 000 GO0 15(.74) 000 000 2353528 047 050
| i2]edaka T T T 0000% . 1007 0000100 10.00 000 B0p Ly T LR T ARG Tl
i 13 Jateng 8457 100 £O0O 000 000 100 000 12{1.06) 000 04 D055 334 000 010
T4 oy 6084% 100 GO0 000 000 100 900 12108 000 004 115 174 000 D10
I 18] Jatim 91.27% 100 000 000 000 1.00 000 12{1.07) 000 003 038 4® 000 010
T 18} ‘Haken . - 10006% 100 3007 A00T000° 000 WO 20 T LD pmnt
_ W) B A545% 1.0 032 000 000 088 000 120034 15[017) D00 OO0 053 632 000 0O3
18] NTB £887% 1.0 000 000 00O 100 000 12(1.08) 000 011 0% 988 000 Q14
R 5610% 106 600 000 60O 1.00 000 12{1.1%) 000 014 0801033 000 018
T2 raba 2414% 100 000 GO0 OO0 160 000 120103 000 012 043 685 000 005
71| Kareng 20697 100 006 006 000 160 000 12(1.09) 003 015 047 255 000 003
27| kabel H41% 100 000 000 000 00D 100 12{103 000 006 043 B4 001 000
7 Katm 93%; 100 600 000 100 G0 000 12{1.09 000 633 223 000 Q02 QO
L2 Suat 279% 108 000 000 100 00D 000 12(1.08 Q00 013 018 0063 003 002
3 Swem FIR% 100 000 100 GEd Q&0 GO0 120119 003 017 NS 003 020
X swd 4343% 100 000 000 D00 163 00 120103 000 003 010 207 000 002
27 Sume 3437 100 000 100 000 000 000 12{118) 000 016 0001215 007 019
— 28] Goontelo 3374% 100 000 1.00 GO0 000 900 121113 009 015 000 876 004 020
i 290 Suby 598 100 000 100 000 OGO 000 32112 D03 047 000 910 Q02 013
| 30] Mahky 2.2%% 100 098 000 900 100 000 12(1.01) 000 045 035 113 000 015
31| MaduUixe  2045% 100 060 000 DS 100 000 12(1.07) 000 016 0M 62 000 00
. 32 PapusBaat 943% 100 000 100 DOO OG0 000 12(1.06) oC3 018 60D 626 001 035
T3] Papua 981% 1.00 000 000 0RO 10D 0.00 12(1.09) 000 017 1A 1103 000 028

Analisis efisiensi ..., Muhammad Manar Barmawi, FE Ul, 20h@versitas Indonesia



	Halaman Judul
	Abstrak
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Daftar Pustaka
	Lampiran



